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KATA PENGANTAR

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan
interdependensi antarnegara dan juga mengakibatkan satu negara dengan negara lain
seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke
negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat, maka dalam konteks penegakan
hukum pidana, hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus
operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya atau penegakannya
diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2012, telah membentuk Tim
kompendium Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor PHN.155-HN.01.09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kompendium Hukum
tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum.

Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim
Kompendium dapat menyelesaikan laporan hasil kompendium ini dengan baik. Ucapan
terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang
telah memberikan kepercayaan kepada Tim Kompendium untuk menyelesaikan
kompendium ini, dan kepada anggota-anggota tim dan sekretariat tim.

Semoga Laporan Hasil Kompendium ini dapat bermanfaat bagi pihak kita semua
dan kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan hasil
kompendium di masa yang akan datang.

Ketua Tim Kompendium,

Dr. Mahmud Syaltout, S.H.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan
nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk
membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan
subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas
hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan
tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang dituangkan
dalam beragam bentuk perjanjian internasional.’

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara
umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang
dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.
Perbedaan falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau
kepercayaan, dan lain-lainnya, tidak lagi merupakan faktor penghalang dalam
mengadakan hubungan dan kerjasama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturannya secara lebih
tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.’

Memahami konteks kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum,
maka ada dua variabel yang perlu dipahami, yaitu mengenai penegakan hukum dan
kerjasama internasional, sehingga pembahasan pokok dari konteks di atas adalah
dalam hal bagaimana penegakan hukum memerlukan suatu kerjasama internasional
atau dapat dikatakan pula mengapa penegakan hukum tidak akan berjalan atau
dapat berjalan namun tidak efektif tanpa adanya suatu kerjasama internasional.

Penegakan hukum (law enforcement menurut Jimly Asshiddigie merupakan
merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil

yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku

1 Lihat Penjelasan Umum Undandgyndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tamban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4012)

2| Wayan PathianaHukum Perjanjian Internasional Bagian, |(Bandung: Mandar Maju, 2002), him. 2.
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dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan
oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.> Penegakan hukum
menurut pendapat Satjipto Rahardjo diartikan sebagai suatu proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-
peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.4 Namun dalam pemikirannya
yang lebih progresif, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum
lebih dari sekedar menerapkan undang-undang dan prosedur (black letter law,
karena kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda, oleh karena
itu diperlukan penegakan hukum yang mesu budiyaitu pengerahan seluruh potensi
kejiwaan dalam diri, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang vigilante
(pejuang) dalam arti menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual.5 Soerjono
Soekanto mengkonsepsikan  penegakan hukum sebagai kegiatan untuk
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang
mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian
penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta
mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti
penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum
pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini
mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan
lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu: a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegak
hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan
hukum; c) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat; e)
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada

manusia dan pergaulan hidup.®

3

Jimly Asshiddiqgie, Penegakan Hukum sumber:

www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum, (diakses 30 Juli 2013.

4 Satjipto Rahardjo,Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiolp§i&andung: Sinar Baru,
1993), him. 15.

5 Satjipto Rahardjo,Penegakan Hukum ProgresifJakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), him. 780.
6 Soerjono SoekantoFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukuyr@dakarta: Raja Grafindo
Persada, Cetakan k&, 1993), him. 5



Beranjak dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, dan
juga adanya globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama
perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara
dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau
barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat, maka
dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini mengakibatkan pula perkembangan
kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya
atau penegakannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara
yang lain.”

Ruang lingkup kerjasama internasional bukan hanya pada lingkup penegakan
hukum pidana, namun juga adanya kerjasama internasional yang dirumuskan dalam
perjanjian internasional yang mencangkup antara lain masalah-masalah politik,
ekonomi perdagangan, sosial dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis
perjanjian internasional pada perkembangannya menunjukan keragaman,
diantaranya perjanjian tentang persekutuan militer, pengaturan pelucutan senjata,
perilaku peperangan, membuat perdamaian, jaminan terhadap netralitas,
penyelesaian sengketa, perbatasan, ekstradisi, hubungan diplomatik dan konsuler,
pelayaran dan lalu lintas perkapalan, penerbangan, bea cukai, hak cipta, perpajakan,
imigrasi, kondisi perburuhan, kesejahteraan sosial, pertukaran budaya, bantuan
ekonomi dan tehnik, masalah pengungsi dan lain sebagainya.®

Untuk memfokuskan pokok bahasan dalam kompendium hukum ini, maka
ruang lingkup yang dibahas terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak
pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara.

Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti
sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan
transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya
tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral
dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan

dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada

7 Lihat Penjelasan Umum Undang§yndang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
8 Sumaryo SuryokusumoHukum Perjanjian Internasional (Jakarta: Tatanusa, 2008), him. 6.



perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan
asas resiprositas (timbal balik).9

Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti
kerjasama penegakan hukum lainn@ I & S LIS NJmhtlal aBsBtdrigd: iy criminal
matters 3 (i I dmtuak legal assistance treatyo a [ | ¢trahsfar ©f sentenced
persort 0 ¢ { tramsfer af criminal proceedingsd ¢ / t (olt inkdstigatia® & S NJIi |
éhanding ovet @ Y SNE I &I YukumltdSebd skdarh lengkapfiatur dalam
Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruptipfahun
2003 dan telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against Corruptipdan Konvensi PBB Anti
Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against
Transnational Organized Criln@&ahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah
Indonesi pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur
ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistancdan joint investigation
saja.’®

Dengan perkembangannya yang demikian pesat, kejahatan lintas negara
(transnational crimep dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius
terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah
Transnational Organized CriméROC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum
internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai
Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational
Organized Crim&NTOC).

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga
sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional
untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas

negara tersebut.

9 Romli Atmasasmita, Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi:
Kemungkinan Perubahan Atas UU No. 1 Tah8v9, (Makalah disampaikan dalam Seminar

B0AOI 6T UA OAOOAAEAT 55 .1110 p OAEOT p dgaksaddAl OAT C
Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta. Makalah ini juga merupakan editing atas makalah

UAT ¢ OAI AE AEOAI PAEEAT DAAA 3ATETAO O+AAEEAEAI :
EOOOAAEOE ! 3%! .6N AEOAI AT CCA2R®MAR00A).1 AE "0(. AE * AE
10 |bid.



Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations
Convention onTransnational Organized CrilttNTOC yang telah diratifikasi
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Transnational Organized Cffim@vensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas
negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan
satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural property,
perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan
gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan
lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya
sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk
dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir
dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba™!
sebelum disepakatinya UNTOC."

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukan bahwa batas-
batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan
maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir
dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya
dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim
termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam
perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang
sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di
dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat
internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui
bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut semakin

mempertinggi tingkat kesulitan kerjasama antarnegara dalam upaya pencegahan

11 Indonesia telah mengikatkan diri pada konvensi internasional terkait dengan perdagangan
narkoba dan obat terlarang yaitu: a)United Nations Single Convention on Narcotic Drudg United
Nations Convention on Psychotropic Substancdan C)United Nations Convention Against lllicit
Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

12 Kementerian Luar Negeri,Kejahatan Lintas Negara sumber: http://www.kemlu.go.id/Pages/
lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, diakses pada tanggal 6 Juli 2012.



dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut melibatkan

warga negara asing."

B. Pokok Bahasan
Dari berbagai tinjauan yang dikemukakan di atas, maka bahasan pokok dari
kompendium tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum adalah
tindak pidana yang bersifat transnasional serta tipologi kerjasama internasional yang

dapat dilakukan untuk menanggulanginya.

C. Maksud dan Tujuan

Kompendium ini dimaksudkan untuk menggali, menghimpun dan
menginventarisir pendapat, pemikiran para ahli dalam bidang hukum kerjasama
internasional di bidang penegakan hukum yang disusun dalam bentuk pandangan
dan pendapat dari para pakar.

Sedangkan tujuan disusunnya kompendium ini yaitu sebagai bahan awal untuk
pembentukan dan juga penyempurnaan substansi peraturan perundang-undangan
serta pembuatan kebijakan dalam bidang kerjasama internasional di bidang

penegakan hukum.

D. Metodologi

Kompendium ini disusun dengan menggunakan metode normatif. Dengan metode
ini diharapkan dapat menginventarisir dan menjelaskan berbagai teori dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama internasional di
bidang penegakan hukum. Data yang digunakan dalam kompendium ini merupakan
data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan
analisa yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Kegiatan kompendium ini dilakukan dengan cara:

1. Inventarisir pendapat para ahli/pakar yang sesuai dengan sistematika

kompendium bidang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum;

13 Romli Atmasasmita,Pengantar Hukum Pidana Internasional(Bandung: Refika Aditama, 2006),
him. 5.
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2. Inventarisir peraturan-peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian /

kajian / literatur lain yang membahas tentang kerjasama internasional di bidang

penegakan hukum;

3. Penyusunan bahan-bahan yang sudah terinventarisir.

E. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan
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BAB Il
KERANGKA TEORITIK TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

A. Kejahatan Transnasional Sebagai Ancaman Nasional
Mengacu pada beberapa literatur yang ada, dapat diketahui beberapa alasan

mengapa kejahatan internasional menjadi pembahasan dalam kompedium ini, salah

satu yang terpenting adalah alasan keamanan. Potensi ancaman keamanan yang

ditimbulkan oleh kejahatan transnasional, antara lain:

1. merusak masyarakat sipil, sistem politik, dan kedaulatan suatu negara, melalui
pembudayaan kekerasan dan penyuapan, serta mengenalkan suatu kanker
korupsi ke dalam struktur politik;

2. membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan
merusak keuntungan sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan
aman yang akan diterima oleh produsen maupun konsumen. Bahkan dalam kasus
yang ekstrim, semua sektor perdagangan yang legal akan terbawa pada aktivitas
ilegal, cenderung merongrong kedaulatan negara-bangsa dan membiasakan
individu-individu untuk berbuat sesuatu yang di luar kerangka hukum;

3. gangguan terhadap sistem lingkungan melalui pengrusakan sistem pengamanan
dan peraturan lingkungan;

4. mendestabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progres
dari ekonomi transisi dan ekonomi negara berkembang dan dengan kata lain
menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional;

5. memberatkan masyarakat dengan beban sosial dan ekonomi yang tinggi dari
suatu akibat kejahatan transnasional tersebut.

Merujuk pendapat Samuel D. Porteous, di dalam The ThreaFromTransnational
Crime: An Intelligence Perspectjvalalam CSIS Commentary, Winter (1996);
kejahatan transnasional mengancam sistem politik dan ekonomi/finansial.

Dengan pertimbangan ini pula, Tim Kompendium BPHN, berusaha lebih fokus
pada kejahatan transnasional yang tingkat ancaman maupun bahayanya paling tinggi
bagi keamanan nasional, yaitu korupsi, pencucian uang (khususnya yang terkait

dengan aktivitas terorisme dan narkotika) dan humantraficking
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Jika kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap keamanan nasional,
maka penanganannya haruslah secara komprehensif, sistematis sekaligus sinergis
antara beberapa lembaga terkait. Dari kacamata penulis, setidaknya ada beberapa
lembaga yang berwenang dan/atau dapat diberi kewenangan untuk mengatasi
kejahatan transnasional yaitu :

POLRI

Interpol/POLRI

Angkatan Laut

Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA)

1.
2.
3
4
5. Kejaksaan Agung
6. KPK
7. PPATK
8. BPK
9. BNPT
10. Kemenkopolhukam
11. Kementerian Luar Negeri
12. Badan Intelijen Negara
13. Pemerintah Daerah
Mengacu pada tulisan Ann Seidmann tentang ROCCIPI Analysis in Legedfting,
maka memetakan fungsi maupun peran dari tiap lembaga tersebut menjadi penting.
Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi lembaga-
lembaga tersebut secara organisasional, antara lain:
1. kualitas kepemimpinan dan kultur organisasi;
2. perilaku korupsi, biasanya dipicu oleh gaji dan/atau honor yang kurang layak bagi
PNS;
kerangka hukum yang lemah/buruk.
tingkat kepercayaan dan koordinasi antar lembaga yang rendah;

ketidakpercayaan masyarakat atas pemerintah yang berkuasa;

S

sumber daya yang tidak memadai di tingkat Pemerintah Daerah, maupun di

Kepolisian.
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Dengan kondisi permasalahan tersebut di atas, maka pendekatan

penyelenggaraan keamanan nasional yang dapat dilakukan, yaitu :

1. JangkaPendek
Dalam kerangka ini perlu diupayakan untuk membangun kapasitas Pemerintah
Daerah, memperbaiki kerjasama dalam tahap perencanaan antar kementerian
maupun lembaga negara, membangun dan memperkuat kapasitas kementerian
dan lembaga negara yang menangani kejahatan transnasional, memperjelas
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar lembaga negara
yang ada, pendidikan terkait isu keamanan nasional bagi para politisi,
memperkuat sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas aparat penegak
hukum, memperkuat kerangka hukum, dan terakhir yang tak kalah pentingnya
adalah dengan melibatkan media.

2. JangkaPanjang
Pembahasan Undang-Undang Keamanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional
dan pendidikan mengenai keamanan nasional bagi warganegara. Lebih jauh
terkait dengan Dewan Keamanan Nasional, di sini perlu disampaikan, bahwa
kehadirannya sebagai jawaban atau tanggapan atas bentuk koordinasi antar
lembaga seperti yang ada saat ini yang kurang memadai. Dewan Keamanan
Nasional yang juga berwenang menangani kejahatan transnasional ini berfungsi
memperkuat kewenangan sekaligus kepemimpinan, mengumpulkan pengetahuan
maupun keahlian baik formal (institusi pemerintah) maupun informal (di luar
pemerintah), sekaligus menjaga stabilitas politik lebih baik. Tentu saja, agar
Dewan Keamanan Nasional ini bisa berjalan efektif, maka perlu diupayakan agar
para pakar keamanan nasional dapat kesempatan maupun lebih akses
menyuarakan pandangannya, diperkuat dengan otoritas untuk membuat sebuah
keputusan final maupun melakukan reformasi hukum yang dirasa penting dan

perlu bagi penegakan hukum terkait kejahatan transnasional.
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B. Asumsi Umum Tentang Kejahatan Transnasidhal

Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak
publikasi saat ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional
pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2)
untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering
memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama
dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama
disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke
dalam bisnis yang sah dan pemerintah.

Berbagai asumsi di atas akan digunakan untuk merefleksi fenomena kejahatan
transnasional. Jika kita cermati, berbagai asumsi ini tidak selalu tampak rasional,
karena terbuka berbagai perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan
kejahatan transnasional itu sendiri. Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan untuk
mengkonfirmasi pengamatan Letzia Paoli,> yang mengatakan bahwa persepsi
(transnasional) kejahatan terorganisir tercemar oleh kepanikan moral, dan "isu-isu
yang dibentuk oleh kepanikan moral tidak mungkin ditangani dengan cara rasional".
Yang pasti, asumsi tidak harus dilihat sebagai unsur dari perspektif standar tentang
kejahatan transnasional. Namun, masing-masing asumsi dapat ditemukan sampai
batas tertentu dalam banyak studi kejahatan transnasional. Alasan itu berguna
untuk menjelaskan asumsi-asumsi sebelum seseorang mulai mempelajari topik
penelitian tertentu dalam bidang kejahatan transnasional.

B.1. KejahatarTransnasional Sebagai Fenomena Baru
Asumsi pertama yang mendasari banyak diskusi kejahatan transnasional
adalah asumsi bahwa seseorang berhadapan dengan fenomena yang relatif
baru. Di masa lalu, kejahatan terorganisir melakukan kegiatan utamanya dalam
wilayah lokal dan nasional dengan bisnis barang-barang ilegal seperti narkoba,

perjudian dan prostitusi.

14 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBiansnational
crime and the interface between legal and illegal actofithe case of the illicit art and antiquities trade,
(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).

15 Letzia, Paoli. 20020rganised crime and common transitetworks, Trends and Issues in Crime and
Criminal Justice Working Paper No. 283anberra: Australian Institute of Criminology), him. 52
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Dalam perkembangannya saat ini, kejahatan terorganisir telah berskala
global, demikian juga dengan perkembangan barang-barang illegal. Realitas
tersebut telah mematahkan asumsi bahwa kejahatan transnasional merupakan
fenomena baru, karena pada faktanya kejahatan transnasional telah ada sejak
terjadinya kejahatan di berbagai negara.

Lebih dari itu, kejahatan transnasional saat ini menjelma dalam bentuk
baru, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan manusia dan
penyeludupan rokok. Sebuah studi yang menarik tentang perdagangan manusia,
dari perspektif ini, adalah narasi Edward Bristow tentang lalu lintas internasional
perempuan Yahudi untuk prostitusi di dalam bukunya yang berjudul Prostitution
and Prejudice: The Jewish Fight against White Slavery-183®(1982). Dia
menjelaskan perdagangan secara besar-besaran wanita Yahudi dari daerah di
Polandia, Rusia dan Kekaisaran Austria-Hungaria, ke tujuan di Afrika, Asia,
Amerika Serikat, Brazil dan Argentina dari 1870-an sampai dengan 1930-an.

Dalam literatur kejahatan transnasional menunjukkan bahwa jenis
kejahatan secara substantif sama tetapi muncul dalam bentuk baru, meskipun
karakter transnasional yang mungkin telah meningkat bersama-sama dengan
kegiatan yang sah di seluruh perbatasan. Meskipun kejahatan transnasional
pada umumnya tidak tampak jauh lebih 'baru' daripada bentuk-bentuk
kejahatan yang terkadang diasumsikan, namun tidak boleh dilupakan bahwa
perubahan signifikan telah terjadi berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari
kejahatan transnasional. Peran global penjahat dari Uni Soviet, serta negara-
negara di Eropa Timur adalah fenomena nyata dan sebagian besar baru.'®
Mereka telah menjadi aktif misalnya dalam perdagangan manusia, perdagangan
narkoba dan pemerasan. Di Eropa, peran para penjahat telah digambarkan oleh
laporan tahunan the German Bundeskriminalam{BKA website: www.bka.de)
serta publikasi akademik.’” Di AS, fokus terutama pada penjahat Rusia aktif di

Amerika Serikat dan di tempat lain.'8

16

+1T AEAT h , T O Edakréoks Omtwittiry La® Agencidsh 2A00A0O

<http://www.ecoearth.info.shared.r eader.welcome.aspx?linkid=11490> (diakses 24 Juni 2009).

17!

trust in the context of criminal networkE h ' 1 T AAT # OE | A h-180 LihaBjuga Mzink

18

. AxO

Al AT O OE Grganisd Grimetand Trudt: On the conceptualization and empirical relevance of

I8 c¢h

3A

b



Asumsi kedua menyatakan bahwa kejahatan transnasional, untuk sebagian
besar, terhubung dengan skala besar organisasi kriminal dengan latar belakang
etnis tertentu. Latar belakang etnis ini bisa dilihat, misalnya, menjadi Rusia,

19 vsebagian besar kelompok

Italia, Kolombia atau Turki. Menurut Peter Lupsha:
kejahatan terorganisasi transnasional memiliki karakter etnis tunggal atau akar
identitas nasional, meresap ke dalam negara-bangsa, di mana aspek perusahaan
kriminal mereka berlangsung".

Pengamatan ini dapat ditemukan di banyak diskusi dan dengan itu, menurut

Paoli dan Fijnaut,?® perdebatan tentang kejahatan terorganisir telah menjadi

lingkaran penuh. Sampai tahun 1960-1 Y2 @G a2 RSt Y 2 yAfebJA NJ a A

Conspiracy Modélo | RIfF K Y2RSH dzii I Y'I dzy G dz]
terorganisir. Menurut mereka :
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setelah itu, beberapa pengikut terakhirnydengan menggunakan
analisis perangkia ekonomi - telah mengakhiri keterikatannya
dengan Model tersebut, dan mempercayai salah satu prinsip dasar

seperti teori: yaitu, munculnya organisdmsrokrasi berskala besar...
n 21

Sehubungan dengan munculnya organisasi birokrasi skala besar seperti,
jenis organisasi kriminal multinasional, Paoli menunjukkan dua paradoks

penting, yakni:22

dPertamatama, penyediaan komoditas ilegal terutama terjadi dalam
cara yang tidak teratur dan, karena kendala ilegalitas produk, ada
kecenderungan yang tetap terhadgmengembangan usaha kejahatan
skala besar dalam pasar ilegal. Kedua, beberapa organisasi kriminal
skala besar yang berlangsung memang ada, seperti Cosa Nostra Italia

#1 AAEh 7réansratiomat Gimility. An Analysis of the lllegal Wildlife Market in Southern

Africabh )1 OAOT AGET T Al #OEI ET Al -27. OO0OEAA 2A0EAxh OIi18 p
1BET AEAT AOGAOR (T £&1 AT 8 O . Al O 1 h 6Coddedintentsflligiimmtps8 O" 1
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Organized Crimevol. 2(1), pp. 2148, him. 22.
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Policies in the European Union and Beyof8pringer, Dordrecht), him. 30.

21 |bid.

22 | etzia, Paoli. 2002. Organised crime and common transit networks, Trends and Issues in Crime

and Criminal Justice Working Paper no. 233 (Canberra: Australian Institute of Criminology), him. 52.
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..... Meskipun kelompekelompok ini biasanya disajikan sebagai pola
dasar dari kejahatarterorganisir, mereka tidak secara eksklusif terlibat
dalam kegiatan pasar ilegal, juga perkembangan dan konfigurasi
internal mereka bukanlah hasil dari dinamika pagdlegak @

B.2.Kolaborasi Antara Organisasi Kejahatan Transnasional Sebagai Cara Membagi
Dunia Kriminal Bawah Tanah
Selain asumsi sebelumnya, beberapa penulis berpendapat bahwa

perusahaan kejahatan multinasional berkolaborasi dan membagi dunia kegiatan
terlarang antara mereka. Thomas Naylor merangkum asumsi yang diajukan
berbagai penulis dengan pengamatan bahwa:*

"Jika tahun 1950 dan 196ih adalah era ketika musuh utama yang
dihadapi Barat seharusnya adalah komunisme internasional monolitik,
pada 1986an dan 199@an ancaman nyata yang dimiliki menjadi
semacam kejahatan dalam neg@ré

Studi kriminologi dari dekade terakhir belum menghasilkan bukti

substansial untuk memuvalidasi asumsi Naylor di atas. Sejauh organisasi berskala
besar memang ada, dan sejauh mereka dapat berkolaborasi, mereka hanya
bagian dari berbagai aktor yang terlibat dalam kejahatan transnasional. Hal yang
jauh lebih penting dari organisasi ini adalah semua jenis jaringan dan kolaborasi
yang longgar di antara penjahat, mengorganisir kejahatan transnasional seperti
perdagangan narkoba dan penyelundupan rokok.
B.3.GlobalisasiSebagai Penyebab Utama Kejahatan Transnasional

Asumsi keempat menyatakan bahwa proses umum globalisasi dekade
terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan
transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan
antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi
ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan
kejahatan transnasional. Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan
transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya
terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka
hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk itu. Hal vyang

memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang-barang

2B AU T Oh $EATA8 pwwud ORT AODAAAAOERIAAUCT ARDAI OED
(1): 1-11, him. 38.
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B.4.

tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak pada negara lain (meskipun
ada permintaan untuk mereka), atau bahwa perbedaan harga membuat
penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang
transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan
kejahatan transnasional lebih mudah.

Namun, beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi
penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan
deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan
otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap
sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal melintasi
perbatasan internasional. Di sisi lain, kejahatan transnasional banyak
disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang
mempertahankan undang-undang yang berbeda sehubungan dengan komoditas
tertentu. Skala penyelundupan rokok saat ini, misalnya, tidak bisa dibayangkan
ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar
seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai
bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari
eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi.

Kejahatan TransnasionakBagai Penyebab Penyusupan Kejahatan Dalam
Bisnis Sah Dan Pemerintah
Asumsi terakhir tentang kejahatan transnasional adalah bahwa kejahatan

transnasional adalah salah satu jenis penyusupan kejahatan dalam organisasi
yang sah serta pemerintah. Ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah
demokratis dan perusahaan yang sah terancam. Meskipun bukti ancaman yang
dirasakan tidak banyak dihasilkan selama dekade terakhir ini, namun
penyusupan dalam skala luas oleh pelaku kejahatan transnasional memang
terjadi.

Banyak kejahatan transnasional dapat dijalankan tanpa penyusupan

24
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mudah daripada mencoba untuk merusak mereka. Selain itu, layanan yang
disediakan oleh perusahaan dan instansi pemerintah yang sah dapat digunakan
oleh penjahat tanpa diketahui oleh perusahaan dan lembaga tertentu.
Kejahatan transnasional yang paling meresahkan, salah satunya mungkin senada
dengan kesimpulan Alan Blok, yakni perdagangan obat-obatan ilegal:
"hubungan antara keamanan negara-bangsa dan narkotika, mendorong
terutama masalah suburnya korupsi di Dunia Ketiga".*

Berpendapat bahwa penyusupan sebagaimana dimaksud di atas bukan
merupakan fenomena yang sangat umum adalah tidak untuk menyatakan
bahwa pelaku legal dan ilegal dapat dan tidak akan terhubung ke semua jenis
kejahatan transnasional. Namun, banyak dari benturan antara pelaku legal dan
ilegal diselimuti oleh lingkup kejahatan transnasional yang dibahas dalam
banyak studi dan laporan pemerintah. Mereka biasanya berfokus pada penjahat
yang terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan
kejahatan lainnya yang terkenal. Kejahatan lainnya, yang setidaknya sama
banyak benturan dapat diharapkan, sering diabaikan atau dikecualikan melalui
definisi yang mengecualikan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh aktor
legal atau di mana para aktor memainkan peran penting.

Untuk itu, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar
(seperti produsen rokok atau bank) atau lembaga negara (seperti badan-badan
intelijen) tidak termasuk dalam diskusi tentang penyusupan atau benturan
lainnya antara pelaku legal dan ilegal. Namun demikian, sejumlah studi dapat
ditemukan yang berfokus pada kejahatan-kejahatan ini dan memberikan

2
wawasan dalam benturan.?®

coalitions forchangé ET $ AT EAIl # 8vard@ (eds).Gldbal envirdn®é&ntal governajce:
options and opportunities(New Haven, CT: Yale School of Forestry & Environmental Studies) dan

Zaitch, D. 2001.Traquetos- Columbians involved in the cocaine business in the NetherlafidigA,
Amsterdam).

5Bl AER | 8 Bal BusipesswAoc®mni@ntary on the criminology of organized crime in the United
State® ET d & fréhdn@tional AN in the Americag An Inter-American Dialogue Book

(Routledge, New York), pp. 21244, him. 222.
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C. Definisi Kejahatan Transnasiorfal
Kejahatan transnasioal, secara umum didefinisikan oleh Passas”® sebagai:
"Kesalahan yang harus dihindari, yang menyebabkan bahaya cukup serius
untuk menjamin intervensi negara dan mirip dengan jenis lain dari tindakan
kriminal di negaranegara yang bersangkutan atau oleh hukum
internasional (...) Apa yang membuat kejahatan transnasional adalah
bahwa pelaku atau korban menemukan dirinya dalaratau beroperasi
melalui- yurisdiksi yang berbeda
Definisi di atas bukanlah sepenuhnya legal maupun sosiologis. Dengan demikian,
definisi ini menghindari kelemahan dari definisi hukum semata-mata meskipun pada
saat yang sama tampaknya perlu untuk memasukkan unsur moral atau politik. Frase
GolF KF&F RAKAYREF NR cuRip sbriustuitik ImpnjankidSinddrveasi & S NI |
yS3AFNI ¢ oAal NHzYA G o6Af | RA3dzy 1ty RFEfLFY
paling baru pada benturan, istilah kejahatan lintas batas digunakan sebagai

pengganti kejahatan transnasional dengan definisi lain:

"Kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan
yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang
dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkitan

Dengan definisi ini, nilai-nilai yang mungkin sebagian besar menyusup ke definisi
mungkin dihindari. Namun, dalam beberapa kasus seperti definisi, jika diambil
secara literal, akan meninggalkan beberapa contoh perilaku yang biasanya dilihat
sebagai kejahatan lintas batas atau transnasional. Dalam hal ini, beberapa contoh
kejahatan transnasional belum tentu sesuai dengan definisi di atas. Penggelapan
pajak, pelarian modal dan penggunaan pekerja anak tidak menurut definisi
membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi.

Selain itu, banyak transaksi dalam seni terlarang dan perdagangan barang antik

Wolfgang. 2001.Critical choices: the United Nations, networks drhe future of global governance

(Ottawa: IDRC)..0 AOOAOh .8 AT A '"1T1TAxBBIO ., Azdl j ADOQ EjO¢ nEd GO
Social Consequences of Legal Industriésn Arbor, MI: University of Michigan PressYon Bulow,

+1 A D08 & Iic GArdisefddrking counts: Montreal Protocol experiences in making multilateral

evironmental agreements workParis: UNEP Division of Technology, Industry and Economics).

27 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBransnational
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(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).
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memberikan contoh tambahan. Banyak karya seni yang tidak diizinkan untuk
meninggalkan sumber negara akhir mereka di tempat-tempat seperti Swiss atau
Hong Kong karena kehadiran mereka di sana tidak melakukan intervensi dengan
kepentingan yang dilindungi oleh hukum di yurisdiksi tersebut. Hal yang sama
berlaku untuk banyak contoh untuk apa yang sering dianggap sebagai pencucian
uang. Ketika tujuan atau negara sumber arus modal tertentu misalnya Panama atau
Bahama, orang dapat dengan mudah akan menghindari definisi di atas jika hanya
ada dua negara yang terlibat.*
Bagi banyak kejahatan transnasional lainnya, masalah yang sama dapat
digambarkan. Jika seseorang mengambil daftar PBB kejahatan transnasional sebagai
titik awal, seseorang dapat menyebutkan (setidaknya): kejahatan komputer,
pencurian kekayaan intelektual, peredaran senjata gelap, kegiatan terorisme, dan
kejahatan lingkungan. Kelemahan dari definisi mungkin disembuhkan dengan variasi
St SYSYy RIFENR RSTAYAAA fFYlF GYANRL RSy3Ily ¢
YSIIFNY &ly3a oSNREFYy3I|dzilyéd £ NAFAA LI RI
yurisdiksi bersangkutan saat ini mirip dengan tindakan yang membahayakan
kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara-y S3F NI} ¢ @ Ly A |
mengarah pada definisi seperti:

oKejahatan Transnasional adalah perilaku, yang dikriminalisasi dalam
setidaknya satu dari yuridiksi dan meniizyakan kepentingan yang
dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi yang bersangkutan atau
dalam satu yurisdiksi sementara itu mirip dengan tindakan yang
membahayakan kepentingan yang dilindungi oketkum di sebagian besar
negara.*

D. Aktor Legaldan lllegaf?
Karakteristik penting dari semua definisi yang disebutkan adalah bahwa tidak

terpisah antara kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan hukum atau aktor negara,

dan kejahatan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain. Alasan penggunaan definisi yang

0. AUT T Oh 28408 hi Tplufy AT\ O ERe Liddeh Bré3& Redv YOrkE linadjug®d 6

. AUl T Oh 2 &ebomic warfaiegxhOAD AOET T Oh Al AAOCI AOOOGEI ¢ AT A
(Northeastern University Press, Boston).
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(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).
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inklusif terletak pada kenyataan bahwa banyak kegiatan sebaiknya didefinisikan
sebagai kejahatan transnasional dalam praktek yang diselenggarakan oleh, atau
dengan, aktor legal. Oleh karena itu, setiap definisi yang menarik garis yang jelas
antara kejahatan terorganisir dan kejahatan, misalnya kejahatan koorporasi, akan
sulit untuk membenarkannya secara empiris.

Penggunaan definisi termasuk kejahatan transnasional juga dapat mempersulit
pembahasan pada benturan antar aktor. Ketika definisi yang lebih terbatas
digunakan, kejahatan transnasional hanya kejahatan lintas perbatasan vyang
dilakukan oleh penjahat terorganisir. Dalam hal pelaku legal akan terlibat dengan
para penjahat, benturan legal-ilegal akan ada dengan definisi tertentu. Hal ini
kemudian diasumsikan bahwa para pelaku legal adalah kurang tepat dibandingkan
dengan penjahat yang sesungguhnya. Namun, dalam kasus yang menggabungkan
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku legal, muncul dua masalah. Pertama,
kejahatan ini sering tidak berkomitmen bekerja sama dengan pelaku ilegal tetapi
dengan aktor legal lainnya. Kedua, kita harus memutuskan apakah para aktor legal
sebagai entitas organisasi, terlibat dalam kejahatan transnasional, harus disebut
legal sama sekali. Terutama ketika pelaku dihukum karena bertindak sebagai pihak
RFNR &SodzZ K 2NHIFYyAalaiar {NAYAYLFEZ Y} I RI
ataulebiK aLISAATA] GINRYAYLI T D

Sehubungan dengan (awalnya) aktor legal melakukan kejahatan transnasional,
seseorang dapat berargumentasi bahwa para pelaku harus dilihat sebagai legal,
meskipun aktivitas dan keyakinan ilegal mereka sebagai anggota dari organisasi
kriminal. Hal ini memiliki keuntungan bahwa kita tidak mengabaikan fakta bahwa
menjadi bagian dari kegiatan perusahaan atau lembaga negara adalah sah. Namun,
saat ini aktor legal yang melakukan kejahatan bekerjasama dengan aktor legal
lainnya, tidak ada benturan legal-ilegal. Hal ini akan meninggalkan sejumlah besar
contoh kejahatan transnasional seperti penyelundupan rokok, perdagangan limbah
beracun dan perdagangan senjata ilegal.

5A aAaAir fLFLAYy>S 2Nly3 oAal YSyeéeSodziyel I
dalam kejahatan transnasional. Apalagi ketika aktor dihukum, ini tampaknya

menjadi solusi yang masuk akal. Dalam kasus seorang aktor yang disebut ilegal
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melakukan kejahatan bersama-sama dengan penjahat lainnya, maka benar-benar
tidak ada benturan legal-ilegal. Ketika misalnya, produsen rokok bekerja sama
dengan para penyelundup, ini akan berada di luar studi benturan karena mereka
F1FyYy RAEAKFG aSol 3l kmalodrlak® uduk kejahadyarfg € & | | f
dilakukan oleh pelaku legal. Ketika mereka akan juga didefinisikan sebagai aktor
GAEfSILEée arld YSNBlIF GSNIAoO6FG REfEFY (1S2IK
el y3 Kl NXza RALISNKAGdzy 31 'y NBRFIAIEK & 7 S 81FNRAYS
d4S0Sftdzy YSYlFy3I3aat 102N £tS3rf aAfS3ALEE&d b
kasus yang bisa dipelajari tergantung pada keberhasilan dan prioritas dari sistem
peradilan pidana. Hal ini tidak sulit untuk membayangkan bahwa, misalnya, lembaga
AyiStAiaaSy GARI] 11y RAKdzl dzy &aSol 3FA &2N.
mereka dalam transaksi senjata ilegal atau perdagangan narkoba.

Meskipun ada definisi tentang kejahatan transnasional dan penggunaan
fleksibel konsep benturan, masih ada beberapa keterbatasan. Banyak kasus yang
memiliki karakteristik transnasional tidak jatuh ke dalam kategori kejahatan
transnasional. Seringkali aktor, misalnya perusahaan multinasional, beroperasi di
banyak yurisdiksi. Namun, ini tidak membuat semua kejahatan korporasi terlibat
dalam kejahatan transnasional oleh definisi. Selain itu, ketika perusahaan atau aktor
negara melakukan kejahatan transnasional sendiri, tanpa koneksi ke aktor legal atau
ilegal lainnya, benturan dapat berkurang. Namun, dalam banyak kasus akan ada

setidaknya terjadi hubungan yang tidak langsung dengan aktor-aktor lain.

E. Kejahatan Korporasi, Kejahatan Politik Dan Kejahatan Hibfida
Passas membedakan antara tiga jenis kejahatan transnasional: kejahatan
korporasi, kejahatan politik dan kombinasi dari dua jenis kejahatan tersebut,
kejahatan hibrida. Perbedaan ini didasarkan pada motivasi yang berbeda untuk
pelaku kejahatan transnasional. Menurut Passas, perbedaan ini penting untuk alasan
baik teoritis dan kebijakan. Pertamg tidak ada perhatian yang lengkap tentang akar

penyebab kejahatan seperti ini yang dapat ditawarkan tanpa perhatian ke motif

33 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBiansnational
crime and the interface between legal and illegal actoithe case of the illicit art and antiquities trade,
(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).
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kejahatan itu sendiri. Kedug berbagai jenis intervensi kebijakan akan diperlukan
untuk solusi jangka panjang yang efektif. Hal ini dapat dihipotesiskan bahwa masing-
masing dari ketiga jenis kejahatan (korporasi, politik dan hibrida) menumbuhkan

berbagai jenis hubungan antara pelaku legal dan ilegal.*

Ketiga jenis yang berbeda
akan dijelaskan secara singkat dengan menggunakan kutipan dari artikel Passas.

Kejahatan korporasi mengacu pada tindak pidana yang dilakukan dalam struktur
kewirausahaan, termotivasi terutama oleh keuntungan finansial. Ini adalah jauh
jenis kejahatan transnasional yang paling umum. Pelaku ilegal jenis ini mengambil
keuntungan dari permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Di ujung lain dari
kontinum legal-ilegal, kegiatan kriminal pelaku yang sah dapat mencerminkan
kemampuan organisasi atau tingkat perusahaan mereka. Karena aktor legal,
pelanggaran mereka cukup sering bersifat predator. Dalam hal ini, ada kejutan kecil
ketika pengusaha yang sah dan ilegal bertindak bersama-sama.*

Kejahatan politik mengacu pada kejahatan transnasional yang dimotivasi oleh
tujuan-tujuan politik atau agama. Tujuan utama berkisar dari menggulingkan
pemerintah untuk kemerdekaan politik atau hak atas tanah. Ketika datang ke
kejahatan transnasional politik, kita harus mengharapkan hubungan dengan agen-
agen politik dan pemerintah dan lembaga. Contoh umum dapat ditemukan dalam
kasus negara-negara yang dituduh mendukung terorisme.*

Kejahatan hibrida, sebesar kombinasi kejahatan perusahaan dan politik, akan
memiliki motif keuangan dan politik sangat penting yang hampir sama besarnya.?’7
Hal ini dapat lebih mencerahkan kita untuk menunjuk pada tujuan yang berbeda dari
para pelaku transnasional. Hal ini menekankan cakupan yang luas dari kejahatan
transnasional, di luar kendala pasar ilegal transnasional.

Selanjutnya, untuk tujuan heuristik, perbedaan ini dapat berguna untuk
memahami jenis kejahatan yang berbeda serta menimbulkan pertanyaan penelitian
baru. Namun, dalam makalah ini tujuan dari analisis tipologi lebih terbatas, seperti

yang ditunjukkan sebelumnya. Selain itu, definisi kejahatan transnasional yang

Journal vol. 16(1), pp. 1938, him. 22.
35 bid., him. 22.
36 1pid., him. 23.
37 1bid., him. 23.
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digunakan di sini sudah menggabungkan jenis yang berbeda dan sisanya dari
penelitian ini akan menarik cukupan pada semua tiga jenis kejahtan transnasional.
Selain itu, tujuan yang berbeda tidak selalu mengarah pada benturan yang berbeda.
Mereka akan menuju benturan antara aktor-aktor yang berbeda tapi itu tidak berarti

bahwa berbagai jenis benturan yang ditemukan antara aktor.

F. Benturanbenturan Antitesis®

Di antara keterlibatan aktor legal dan ilegal dalam kejahatan transnasional,
beberapa jenis benturan dapat ditemukan. Passas membagi benturan ini dalam dua
kategori besar: benturan antitesis dan simbiosis. Perbedaan antara antitesis dan
simbiosis dapat dibandingkan dengan melihat perbedaan antara benturan parasit
dan simbiosis yang dijelaskan oleh Bruinsma dan Bovenkerk, dan model
perkembangan yang dijelaskan oleh Lupsha, dari tahap predator, parasit melalui
tahap ke tahap simbiosis.>*®> Namun, berbeda dengan Lupsha, Passas tidak
menggambarkan proses perkembangan yang bertentangan dengan simbiosis
melainkan dua jenis hubungan antara perusahaan legal dan illegal.

F.1. Hubungan Antagonis
Hubungan antagonis diperoleh ketika ada persaingan antara pelaku legal

dan ilegal. Aktor dapat bersaing untuk pangsa pasar bertindak secara
independen, seperti dalam kasus lotere, kasino, dan operasi perjudian ilegal.
Demikian independennya hubungan dapat dilihat dari hubungan antagonis
antara lembaga keuangan yang tidak jelas identitasnya di internet menawarkan
jasa ilegal untuk klien yang dinyatakan akan melakukan bisnis dengan bank
konvensional (misalnya Bank Uni Eropa di Karibia). Dalam bidang politik,
ideologi atau agama, kompetisi mungkin untuk legitimasi. Aktor mungkin
berusaha untuk mendapatkan dukungan populer dan berikut di daerah

geografis yang sama dengan cara legal. llustrasi dari antagonisme tersebut

38 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBransnational

crime and the interface between legal and illegal actofithe case of the illicit art and antiquities trade,

(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).

o OOET O Ah "Oi i1 AUR 0O 3Ch@Geastitutiorsin ThailBTHE A ® BT Adw§ E &
Health Care, vol. 12, no. 2, pp. 14tv v 8 , EEA O E O C ATransfeficddt Arhanie@Crigie wwe O
Versus the Nation Staf@ ransnational Organized Crimevol. 2(1), pp. 2148.

28



dapat ditemukan dalam konflik politik, seperti di Irlandia Utara, Timur Tengah,
mantan Republik Soviet, Angola, Peru, bagian Utara India atau Sri Lanka.*®

Benturan antagonis seperti yang dikembangkan oleh Passas adalah analitis
berguna untuk memperjelas hubungan antara aktor legal dan ilegal di banyak
situasi kejahatan transnasional. Ada banyak situasi di mana kelompok-kelompok
politik lokal terkait dengan pelaku kejahatan lintas-perbatasan. Konflik baru-
baru ini, seperti perang di bekas Yugoslavia, telah menunjukkan jaringan yang
rumit antara pemerintah dan kejahatan terorganisir.41 Menurut beberapa
penulis, jaringan ini tidak harus dilihat sebagai contoh atipikal, melainkan
sebagai versi umum perang modern.*? Perdagangan ilegal banyak juga
melibatkan hubungan antagonis. Penyelundupan senjata, barang antik, dan
rokok yang tidak kena pajak menyebabkan persaingan antara pelaku legal dan
ilegal.

Namun, beberapa contoh yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan
definisi benturan ini. Alasannya adalah tidak adanya karakter transnasional.
Perjudian, misalnya, tidak menurut definisi aktivitas transnasional. Hal yang
sama berlaku untuk konflik politik, meskipun akan sering ada koneksi dengan
aktor luar negeri. Jika demikian, hal ini perlu dibuat eksplisit, jika contoh
tampaknya melibatkan kejahatan semata-mata nasional. Terutama selama
Perang Dingin, AS dan Uni Soviet mendukung semua jenis organisasi politik luar
negeri, baik aktor politik yang sah atau 'teroris' atau 'pemberontakan' menurut
pihak berwenang di negara-negara yang bersangkutan.

F.2. Benturan Redator dan Parasit
Hubungan itu predator ketika tujuan atau efek adalah untuk

menghancurkan organisasi atau sampai mati, misalnya untuk mengontrol dan

menipu bisnis agar bangkrut. Hubungan adalah parasit ketika tujuannya adalah

“0Passas, N., 200®p.Cit, him. 24. o - o
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Crime report of a Chatham House workshop, 11 December 2007 (London: Royal Institute of |
)y T OAOT AGET T Al | ZEAEOOT#EAOQOEAI The GeStAdieh of the Euiutal EOCA 4|

heritage of Thailand and Cambod@d - A $ 1 TufelPréss,)Cantb@i§ed pp.-18.
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untuk melestarikan kelangsungan hidup target, sehingga manfaat ilegal dapat
diperas secara teratur. Misalnya anggota triad menjual perlindungan bagi
pemilik bisnis di Asia, atau perusahaan asuransi menjual kebijakan campuran
dan palsu untuk lembaga asing tertarik memasuki pasar AS".*

Kedua benturan yang dijelaskan oleh Passas memiliki beberapa tumpang
tindih satu sama lain dan berpotensi dengan benturan lainnya. Tujuan
melestarikan kelangsungan hidup target tidak mengesampingkan bahwa
efeknya mungkin bahwa target hancur atau berdarah sampai mati. Selain itu,
tujuannya mungkin untuk menghancurkan target sementara efeknya mungkin
bahwa target bertahan. Untuk alasan ini, banyak pakar sarankan definisi yang
lebih terbatas dari benturan predator. Benturan predator melibatkan hubungan
di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan organisasi atau sampai mati.

Secara empiris, lebih sulit untuk menemukan contoh dari benturan ini
daripada benturan antagonis. Passas tidak menyebutkan contoh-contoh empiris
dari benturan predator dan ini mungkin menyarankan kejadian langka dari
benturan ini. Upaya untuk menghancurkan organisasi atau sampai mati, jika hal
ituterjadi tidak bukanlak menurut definisi transnasional.

Dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa jaringan ke kegiatan atau
kebijakan luar negeri dari aktor legal. Pada 1980-an, berbagai insiden
pembakaran di toko milik SHV (perusahaan Belanda) oleh organisasi teroris
sayap kiri (RARA) di Belanda memaksa perusahaan untuk berhenti melakukan
bisnis di Afrika Selatan. Namun, dapat dipertanyakan apakah ini harus ditunjuk
sebagai contoh benturan predator atau lebih sebagai merugikan atau parasit.
Tujuannya tidak terutama untuk menghancurkan aktor yang sah yang terlibat
melainkan untuk memeras aktor ini untuk memaksa aktor untuk mengubah
kebijakannya.

Benturan parasit dapat digunakan untuk menafsirkan kasus pemerasan.
Pada tingkat lokal, banyak contoh organisasi kriminal, seperti mafia di AS atau

ltalia, dapat ditunjuksebagai pihak yang memeras perusahaan yang sah.*

43 Passas, N., 2008)p.Cit, him. 23.
44 |ihat misalnya: Jacobs, J. 200Gotham Unbound How New York City was liberated from the grip
of organized crimgNew York University Press, New York).
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Namun, dalam makalah ini harus jelas bahwa kasus tersebut memiliki beberapa
koneksi transnasional. Anggota Triad menjual perlindungan bagi pemilik bisnis
Asia tidak menurut definisi melibatkan kejahatan transnasional. Bahkan jika
memang ada unsur transnasional, kejahatan ini sering akan melibatkan aktor
RFNR fFGFNI oSt {Fy3a StdyAra &Fly3a &l YlF®d 5%
kehilangan beberapa maknanya. Laporan dari komisi penyelidikan parlemen di
Belanda (the parliamentary inquiry commission in the Netherlgnds
menggambarkan bagaimana kelompok Cina yang berbeda di satu sisi keras
berperang satu sama lain, sementara di sisi lain terlibat (di antara banyak hal
lainnya) dalam pemerasan terhadap pemilik restoran Cina dan bisnis Cina
lainnya.*®

F.3. Benturan yang Merugikan
Merusak hubungan terjadi ketika pelaku merusak, menyerang atau

menyakiti satu sama lain. Hal ini ditandai oleh kelompok-kelompok, yang dapat
menyabotase perusahaan asing yang mereka anggap sebagai eksploitatif.
Contoh lain adalah ketika pelaku melakukan perampokan untuk membiayai
gerilyawan. Benturan merugikan dan antagonis di atas mungkin tumpang tindih
dalam praktek: kombinasi hubungan antagonis dan merugikan adalah ketika
para aktivis menggunakan cara-cara kekerasan terhadap negara, simbol atau
warga negara".46

Benturan merugikan sampai batas tertentu termasuk semua benturan
antitesis lainnya. Semua benturan antitesis melibatkan situasi di mana aktor
membahayakan atau menyerang satu sama lain. Oleh karena itu, untuk tujuan
analisis, baik benturan merugikan harus didefinisikan lebih sempit atau
benturan lain harus dihilangkan. Karena ada perbedaan besar antara hubungan
yang dapat dipahami sebagai benturan bertentangan, tampaknya paling
produktif untuk mendefinisikan benturan merugikan lebih sempit, sementara
meninggalkan benturan lainnya utuh. Untuk alasan itu banyak pakar

mendefinisikan benturan merugikan seperti: benturan yang melibatkan aktor

s &EET AOOh (11 A8 - EOOEfhsnatipnalcngeC Gikil lafd ale@aiive deaiSh O
International Journal of the Sociology of Law, vol. 28, no. 3, pp. 18%9.
46 Passas, N., 200®)p.Cit, him. 25.
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yang merugikan, serangan atau melemahkan satu sama lain, dengan cara lain
selain ditutupi oleh predator, benturan parasit atau antagonis.

Sehubungan dengan contoh yang disebutkan dalam kutipan di atas, sifat
transnasional dari kejahatan membutuhkan beberapa penjelasan. Kelompok
yang menyabotase perusahaan asing pada prinsipnya hanya terlibat dalam
(lokal) vandalisme. Fakta bahwa sebuah perusahaan beroperasi di lebih dari
satu negara tidak berarti bahwa setiap tindakan melawan itu ilegal, atau,
perusahaan ini melibatkan kejahatan transnasional. Para pelaku vyang
melakukan perampokan untuk membiayai gerilya tidak terlibat dalam kejahatan

transnasional selama perampokan dan gerilya berlangsung di negara yang sama.

G.Benturan Simbiosi¥
G.1. Outsourcing
Outsourcingmengacu pada pembagian kerja antara pelaku legal dan ilegal,

di mana salah satu pihak menawarkan layanan khusus ke pihak lain. Ini
terutama mencakup kasus-]  @dz& RA Yl Yyl GLISTSNEBIIFY 12i
GLISy2lF K¢ ASRFEy3A]1 Yy Yaktof BgallHlbundanihiYI Y Sy
bisa menjadi berhenti atau berkelanjutan antara klien dan penyedia. Pekerjaan
kotor dapat didelegasikan kepada aktor luar organisasi atau badan untuk alasan
kenyamanan, efisiensi atau penyangkalan yang masuk akal. Kesalahan, dengan
demikian, tereksternal, jika kelakuan buruk atau pelaku yang pernah
ditemukan,* penggunaan agen atau anak perusahaan untuk menyuap pejabat
asing dalam rangka untuk menghindari pemeriksaan di bawah hukum. Dalam
kasus di atas, aktor legal adalah klien. Namun mugkin juga sebaliknya.
Pelaku legal dapat memberikan bantuan keuangan atau lainnya kepada
kelompok-kelompok kriminal. Ada kemungkinan bahwa hanya salah satu pihak
menyadari hubungan kuasi-kontrak. Organisasi Abu Nidal, misalnya, telah

menggunakan jaringan perusahaan yang sah yang dibiayai dana kegiatan teroris

47 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBransnational
crime and the interface between legal and illegal actofithe case of the illicit art and antiquities trade,
(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Bebknda, 2006)

"1 OAT EAOE8h 31 OOEh . 8EcoBomi Aiealizalidnhhd4CAoEBbrile®©@rime w w
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Journal of the Sociology of Law, vol. 26, no.@. 285-319.
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tanpa sepengetahuan manajer dan pekerja dari perusahaan—perusahaan”.49

Benturan ini melibatkan hubungan antara pelaku legal dan ilegal yang sangat
sering ditemukan dalam studi kejahatan transnasional.

Selain contoh-contoh yang disebutkan di atas, contoh Ilain banyak
ditemukan di bidang organisasi intelijen dan perdagangan senjata internasional
serta perdagangan transnasional, dan pembuangan, limbah beracun. Mengacu
salah satu jenis kejahatan tersebut sudah bisa membayangkan contoh aktor
legal yang menyediakan layanan khusus untuk penjahat. Perdagangan manusia
dari Cina ke AS tergantung pada layanan dari pejabat negara, paspor dan
pemberian izin keluar.>®

G.2. Kolaborasi
Dalam hal kolaborasi, jaringan menjadi lebih kuat dan lebih langsung

sebagai perusahaan legal dan ilegal atau pelaku bekerja sama untuk
pelaksanaan tindak pidana yang sama. Misalnya, petugas polisi bisa bekerja
dengan pengedar narkoba atau pemilik galeri seni yang mungkin mencuri pagar
kekayaan budaya. Dalam kategori ini, kita juga dapat memeriksa berbagai jenis
profesional - seperti pengacara, politisi, akuntan, bankir atau manajer kasino -
yang dengan sengaja menawarkan jasa mereka kepada operator kriminal.>*
Kolaborasi, seperti outsouréng, adalah jenis benturan yang sering dapat
ditemukan dalam studi terhadap kejahatan transnasional. Analitis benturan ini
jelas juga. Namun demikian, contoh terakhir yang disebutkan di atas, sekitar
profesional menawarkan jasa mereka, tidak menurut definisi sesuai dengan
definisi kolaborasi. Para profesional pada dasarnya menawarkan layanan khusus
kepada para penjahat dan lebih suka menjadi contoh outsourcingdaripada
kolaborasi. Jika para profesional benar-benar bekerja sama dengan klien
mereka, hal ini dapat didefinisikan sebagai kolaborasi. Pengecualian hanya bisa

menjadi politisi. Orang bisa membayangkan bahwa politisi mungkin kadang-

49 Passas, N., 200®)p.Cit, him. 25.

so0; EAT Ch 3888 O ' Bbwhtl fordshlden Ma&istadn: ThevsoajaBorgénization of Chinese
alien smugglingCrime, Law & Social Changeir. 25, pp. 116. Lihat juga Ghosh,Williams, P. 1998.

@ OAT O1 AGET 1T Al # @B. AfgLilla] D.F. Fobfeddt @ds.Q) dletworks and Netwars: The
Future of Terror, Crime, and Militancy, Rand, Santa Monica, CA, pp-%1

51 Passas, N., 200®)p.Cit, him. 26.
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kadang tulus berbagi tujuan para penjahat dan lebih dari penyedia layanan

tertentu. Misalnya ketika kelompok teroris dan aktor legal (politisi) dapat saling

membantu. Apakah seseorang memilih untuk merujuk pada contoh-contoh ini

hanya sebagai kolaborasi atau juga sebagai outsourcing tergantung pada

inklusifitas definisi outsourcing Ketika outsourcingmengacu situasi di mana
LISy 2 KFd YStlFldzallty GLS{TUSNEBIFFY 1202NE 0 |
untuk kolaborasi jelas berbeda.

G.3. Kooptasi
Dalam kategori ini, mungkin ada beberapa interaksi sukarela. Jadi,

sementara itu melibatkan benturan yang saling menguntungkan, ada hubungan
kekuasaan yang tidak merata antara para pihak. Misalnya, kesepakatan dapat
dibuat bagi sebuah perusahaan untuk beroperasi tanpa hambatan di suatu
negara atau sama sekali, jika instansi pemerintah diperbolehkan untuk
memonitor komputer dan mengumpulkan informasi tentang klien. Misalnya,
BCCI telah dituduh sebagai kawan dari badan intelijen di beberapa negara.
Beberapa manajer BCCl berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara BCCI
bisa berharap untuk bertahan hidup dan melakukan bisnis internasional ... >
Kooptasi bisa menjadi konsep yang berguna untuk membedakan beberapa
hubungan dari kolaborasi atau outsourcing Banyak contoh yang dapat
disebutkan dari perusahaan-perusahaan transnasional yang terlibat dalam
beberapa jenis kejahatan transnasional, seperti misalnya pencucian uang,
penyelundupan rokok, dan penyelundupan limbah beracun. Soudijn
menggambarkan kasus seorang pejabat pabean tinggi ditempatkan di bandara
Paris yang memungkinkan penyelundupan setidaknya 30 imigran Cina ilegal

oleh organisasi penyelundupan.

"Pejabat ini telah secara resmi telah ditunjuk untuk mencegah imigrasi
ilegal ke Amerika Serikat dan Kanada. Berdasarkan posisinya, ia
berkonsultasi secara teratur dengan personel Kedutaan Besar AS dan
pihak pabean. Dia bahkan memiliki hak untuk menolak migran izin untuk

melanjutkan perjalanan mereka jika ia memiliki keraguan".>

52 |pid.
337 OAEET h 0 E WMeihods hot reoivesc imptigations ©f the convergence of international
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Untuk setiap imigran ilegal yang diselundupkan dia membayar biaya
sebesar $ 2.000. Karena hubungan kekuasaan yang tidak merata, hal ini dapat
dipahami dengan benturan kooptasi, bukan kasus korupsi.

G.4. Timbal Balik
Benturan timbal balik atau resiprositas adalah kasus ketika ada kesadaran

akan manfaat saling menguntungkan antara pelaku legal dan ilegal (misalnya
manager bordil legal bekerja dengan penyelundup atau pekerja seks asing). Tipe
ini termasuk kemungkinan benturan yang paling umum, dimana aktor yang sah
atau konvensional adalah klien untuk barang dan jasa yang ditawarkan oleh
penjahat (misalnya obat, perjudian, senjata, pelacur, dan lain-lain). Contoh lain
dari timbal balik termasuk diktator atau pejabat pemerintah, yang menerima
komisi dan suap dalam pertukaran untuk kenikmatan dari perusahaan
transnasional. Yang terakhir ini kemudian dibiarkan untuk mengeksploitasi
tanah, orang atau seluruh negeri untuk keuntungan finansial. Penawaran serupa
jaminan keamanan dan perlindungan dibuat untuk pengusaha ilegal dan
organisasi kriminal juga (contoh dapat ditemukan di Bolivia, Aruba, Italia atau
Rusia)".>*

Benturan timbal balik memiliki satu masalah analitis yang besar, mirip
dengan benturan merugikan yang dibahas di atas. Definisi dari benturan timbal
balik mencakup hampir semua benturan simbiosis lain karena benturan ini
melibatkan situasi saling menguntungkan yang disadari oleh kedua pelaku, baik
legal maupun ilegal. Satu-satunya pengecualian adalah benturan sinergi yang
akan dibahas selanjutnya.

Untuk membedakan antara banturan timbal balik dan benturan lain, definisi
harus lebih terbatas. Karena itu banyak pakar menyarankan definisi sebagai
berikut:

cbenturan timbal balik dari bertujuan benturan yang melibatkan
situasi saling menguntungkan sadar, tidak tercakup oleh salah sat
benturan simbiosis lainny&”

Contoh-contoh empiris yang disebutkan oleh Passas®® menggambarkan

tumpang tindih antara benturan yang berbeda. Seorang manajer rumah bordil

54 Passas, N., 200®)p.Cit. him. 26.
55 Soudijn, Picarelli. 2006 0p.Cit, him. 73.
56 Passas, N., 2008)p.Cit, him. 27
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bekerja dengan penyelundup pekerja seks asing, misalnya, juga dapat diartikan
sebagai outsourcing Para penyelundup asing adalah menyediakan layanan
khusus secara ilegal memberikan perempuan untuk pelacuran. Diktator atau
pejabat pemerintah, yang juga dihargai dengan komisi dan suap dalam
pertukaran untuk bantuan kepada perusahaan transnasional, dapat dilihat
sebagai contoh terbaik untuk hubungan kooptasi. Selain itu, meskipun dilakukan
oleh aktor transnasional, contoh-contoh ini tidak melibatkan kejahatan
transnasional sesuai dengan definisi yang ada. Ketika komisi menyebabkan izin
terbatas untuk merusak lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kejahatan
lingkungan di beberapa negara. Namun, membayar komisi hanya dapat
beroperasi di negara, tanpa manfaat, tidak menurut definisi yang mengarah
pada kejahatan transnasional.

G.5. Sistemik / Sinergis
Pakar bisa berbicara tentang sinergi ketika aktor legal dan ilegal

menguntungkan satu sama lain sementara mereka beraktivitas dengan bisnis
mereka secara mandiri mempromosikan kepentingan mereka dan tujuan. Efek
praktis dari sinergis ini sebenarnya mirip dengan outsourcing Dalam kasus ini,
bagaimanapun, tidak ada hubungan konspirasi atau klien-penyedia. Sinergis
adalah konsekuensi dari faktor-faktor struktural. Aktor legal hanya meraup
keuntungan dari kegiatan kriminal lain. Sebagai contoh, lembaga keuangan di
Barat dapat menerima dana yang cukup besar dari luar negeri yang merupakan
hasil kejahatan. Dalam kasus tersebut, pencucian telah terjadi di tempat lain,
dan transaksi perantara telah menyembunyikan jejak ilegalitas. Penyelundupan
rokok melintasi perbatasan untuk menghindari pajak dan iuran bea cukai pada
akhirnya membantu perusahaan rokok menjual produk lebih murah untuk klien
mereka dan dengan demikian meningkatkan pangsa pasar mereka, yang pada
akhirnya menciptakan ekonomi bawah tanah yang rumit. Sebaliknya juga
mungkin, artinya, pelaku kriminal bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan
dan praktek-praktek legal. Misalnya, kerahasiaan yurisdiksi dan bebas pajak
tidak hanya melayani para penjahat. Jika itu terjadi, akan ada sedikit

perlawanan panggilan untuk tindakan terhadap vyurisdiksi tersebut oleh

36



penjahat.57 Situasi ini memperluas jangkauan dari benturan ke sejumlah besar
pelaku legal. Kasino, sewa perusahaan, bank, perusahaan asuransi, dan
produsen rokok adalah salah satu aktor yang terhubung dengan pelaku ilegal
melalui berbagai benturan sinergi.

Analisis benturan sinergis jelas. Namun, dalam praktiknya, seperti benturan
lainnya, akan sulit untuk menarik garis antara sinergis dan beberapa benturan
lainnya. Secara khusus outsourcingdan kolaborasi kadang-kadang juga sulit
untuk dipisahkan dari sinergis. Penyelundupan rokok internasional
menunjukkan variasi yang berbeda. Produsen rokok tahu bahwa secara umum
sejumlah produk mereka diselundupkan di seluruh dunia dan bahwa mereka
mendapatkan keuntungan dari penyelundupan ini. Dalam kasus beberapa
negara tertentu, di mana pajak yang luar biasa tinggi (absolut atau relatif),
penyelundupan menjadi mustahil untuk diabaikan bagi produsen.

Sinergis dimulai pada saat ini dan bergerak ke arah kolaborasi sebagai
hubungan antara penyelundup dan produsen semakin ketat. Salah satu contoh
kasus antara sinergis dan kolaborasi adalah ekspor rokok dari produsen Inggris
ke Andorra. Antara tahun 1993 dan 1997 ekspor meroket dari 13 juta menjadi
1.520 juta paket. Bahkan mempertimbangkan penjualan akun untuk wisatawan
dalam surga pajak, tidak ada cara bahwa 60.000 penduduk Andorra bisa
melewati mereka kuantitas. Hal ini tanpa diragukan lagi banyak yang mereka
rokok diekspor kembali ke Inggris dan produsen menyadari hal ini dan secara
sadar terlibat dalam memasok jaringan penyelundupan besar. Kerjasama yang
sebenarnya terbukti dalam gugatan terhadap cabang Kanada Reynolds Tobacco.
Mereka mengaku terlibat dalam mendirikan garis penyelundupan antara AS dan
Kanada.

G.6. Pendanaan
Hubungan Pendanaan juga mungkin, dengan organisasi yang sah

menyediakan, secara sadar atau tidak, dukungan keuangan penting untuk
operasi kelompok kriminal. Contoh terbaru terlihat setelah 11 September 2001

serangan terhadap Amerika Serikat oleh lembaga di seluruh dunia, yang

57 Ibid., him. 2627.
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mencari amal dan badan hukum lainnya (misalnya usaha peternakan) yang
mungkin telah memicu jaringan Al-Qaeda."®

Tampaknya dana yang harus terbelah dua untuk menghindari tumpang
tindih dengan outsourcing atau outsourcingharus didefinisikan lebih sempit.
Dalam hal organisasi yang sah tidak sadar memberikan dukungan keuangan
untuk kelompok-kelompok kriminal, situasi yang sama muncul seperti dalam
contoh organisasi Abu Nidal. Menurut Passas,” ini adalah contoh dari
outsourcing Namun, hubungan ini juga dapat digambarkan sebagai parasit.
Dalam pandangan pakar, tampaknya tidak sepenuhnya konsisten untuk label
pemerasan uang dari sebuah organisasi hukum dalam kasus kelompok teroris
sebagai outsourcingketika dalam situasi lain ini berarti perilaku parasit.

Dalam hal organisasi yang sah dengan sadar dan rela memberikan
dukungan keuangan, seseorang dapat berdebat tentang benturan yang tepat.
Dalam kasus mereka berdua berbagi tujuan yang sama, dapat disebut
kolaborasi. Ketika tujuan mereka berbeda, itu juga bisa disebut kolaborasi tapi
satu dapat memilih dana untuk menekankan pemisahan tugas dan tujuan yang
mungkin. Sebagai contoh teoritis, salah satu bahkan bisa membayangkan
seorang individu atau perusahaan yang dana terorisme untuk membuat uang
dengan itu. Dalam hal ini mereka membeli sejumlah besar opsi saham,
sementara mengetahui bahwa serangan teroris yang direncanakan akan sangat
mengganggu pasar saham serta pasar lainnya.

G.7. Hukum Interaksi
Tidak ada aktor kriminal yang hanya atau selalu melakukan kejahatan.

Diversifikasi diperlukan tidak hanya untuk tujuan pencucian uang, tetapi juga
untuk pengurangan risiko dan memaksimalkan manfaat. Beberapa di antaranya
mungkin melakukannya untuk meninggalkan kehidupan kejahatan pada
akhirnya, yang lain mencari perisai pelindung, sementara yang lain berusaha

untuk mendapatkan kehormatan secara ilegal. Jadi mereka semua memiliki

58 |bid., him. 27.
59 |bid., him. 28.
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aspek legal (misalnya Cali pengedar narkoba). Tak pelak lagi, kemudian, mereka
berinteraksi dengan aktor konvensional.®

Contoh-contoh dari interaksi legal menggambarkan sifat beragam kegiatan
dan hubungan pelaku kriminal. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk
melihat pelaku kriminal seperti bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas
yang aktor legal merupakan bagian tak terpisahkan. Namun, tidak sepenuhnya
jelas bagaimana benturan ini dianalisis dapat menambahkan sesuatu ke orang
lain. Pada dasarnya, ada benturan tetapi tidak ada kejahatan transnasional
dalam kasus interaksi legal. Contoh dari pencucian uang adalah pengecualian di
sini karena itu tidak sah. Oleh karena itu harus berada di bawah jenis
outsourcing kolaborasi atau sinergis. Dalam hal pelaku ilegal berinvestasi dalam
organisasi yang sah ini baik ilegal (dan dengan demikian melibatkan salah satu
benturan lainnya) atau legal karena dana telah berhasil dicuci sebelum dan
dengan demikian tidak ada benturan legal-ilegal lagi.

G.8.Pelaku Legal Melakukan Kejahatan Terorganisir
Dalam hal pelaku legal melakukan kejahatan terorganisir, tidak ada

benturan antara aktor legal dan ilegal. Sebaliknya, aktor legal sendiri terlibat
dalam kejahatan terorganisir dan canggih, aktor legal berperilaku dengan cara
ilegal.®*

Memahami adanya aktor legal yang melakukan kejahatan terorganisir
adalah sangat penting bagi upaya mendekati benturan antara legal dan ilegal.
Namun, analitis benturan ini tampaknya tidak konsisten atau setidaknya tidak
perlu dalam tipologi umum benturan dan definisi kejahatan transnasional yang
digunakan. Definisi ini tidak membedakan antara pelaku legal dan ilegal. Oleh
karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku legal tidak memerlukan
perhatian khusus. Selain itu, karena Passas menyebutkan, tidak ada benturan
antara legal dan ilegal dalam konteks ini.

G.9.Kesimpulan: Tipologi Benturan
Tipologi yang dibahas di atas, menyediakan alat analisis untuk menafsirkan

berbagai hubungan antar aktor legal dan ilegal. Kebanyakan dari mereka tidak

60 1bid., him. 27.
61 |bid., him. 27.
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dapat didefinisikan secara cermat dan hanya ada garis tipis yang memisahkan
beberapa benturan. Beberapa benturan tampaknya tidak sepenuhnya konsisten
dengan tipologi, dalam interaksi legal tertentu dan pelaku legal melakukan
kejahatan terorganisir. Benturan pendanaan sebagian tumpang tindih dengan
benturan parasit, sejauh organisasi yang sah tidak tahu atau bertentangan
dengan penyadapan dana dari sumber dayanya. Selain itu, sejauh organisasi
yang sah secara sukarela mendanai organisasi kriminal, tampaknya ada situasi
kolaborasi. Namun, seseorang dapat memilih untuk menggunakan benturan
pendanaan untuk situasi di mana aktor yang sah secara sukarela mendanai
aktor kriminal tapi melakukan hal ini untuk mengejar tujuan lain.

Empat benturan antitesis dan enam simbiosis menyediakan kerangka kerja
untuk mendefinisikan dan memahami contoh pembenturan hubungan dalam
literatur tentang kejahatan transnasional atau dalam studi empiris. Namun
demikian, banyak studi tidak dapat berhubungan dengan hanya satu benturan.
Seringkali, seseorang dapat membedakan benturan yang berbeda dalam satu

kasus.

H. Tiga Ekstensi Dari Tipolo@enturan: Individu, Organisasi, Dan Yurisdiksi Sebagai

Benturarf?
Banyak organisasi yang sah memelihara hubungan pembenturan berbeda

dengan banyak pelaku ilegal (atau melakukannya di masa lalu). Contoh yang dapat
disebutkan di sini adalah badan intelijen seperti CIA atau lembaga keuangan seperti
BCCL.®® Selain pelaku utama ada individu tunggal yang bertindak sebagai perantara
antara pelaku legal dan ilegal. Banyak benturan dapat ditemukan dalam
perdagangan seni terlarang, tetapi juga dalam perdagangan senjata atau dalam

perdagangan limbah beracun.® Akhirnya, pada tingkat makro, seseorang dapat

62 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus TijhuiBiansnational
crime and the interface between legal and illegal actoithe case of the illicit art and antiquities trade,
(Disertasi untuk memperoleh PhDdi Universitas Leiden Belanda, 2006).

63 Block, Manheim and Weaver, Thombs. 2004fhe New EuropearCriminology: Crime and Social
Order in Europe Routledge, London, pp. 28802. Lihat jugaPassas, N1996. @he Genesis of the BCCI
ScandafJournal of Law and Societyvol. 23(1), pp. 5772.

64 Gerstenblith van der Laan, F.J. 2004Crime without frontiers: Crime pattern analysis Eastern
Europe 20022003, Korps Landelijke Politiediensten, Driebergen, NLLihat juga Phytian, William.

¢ T 1t 8adowd states and the political economy of civiware ET - AOO " AOAAI
(eds) Greed and gevance: economic agendas in civil wars (Boulder: Lynne Riennedan Szasz,
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memahami seluruh negara sebagai benturan antara struktur engsel legal dan ilegal
atau antara sisi legal dan ilegal dari penawaran transnasional di bidang senjata, seni,
rokok atau limbah.®

Dari perspektif ini, tipologi benturan terdiri dari sejumlah batu bata dengan
mana keseluruhan benturan legal-ilegal dibangun. Selanjutnya, upaya akan
dilakukan untuk menunjukkan bagaimana beberapa batu bata dapat diatur pada
beberapa tingkat yang berbeda. Pada setiap tingkat proses yang sama dapat
ditemukan. Proses ini melibatkan transformasi legal dalam kegiatan ilegal atau
transformasi ilegal ke dalam kegiatan legal.

Biasanya, benturan dianggap terletak di antara aktor legal di satu sisi dan aktor
ilegal di sisi lain. Tipologi yang dibahas di atas memberikan label untuk membedakan
benturan yang berbeda antara pelaku legal dan ilegal. Namun, seringkali individu,
organisasi atau yurisdiksi dapat dilihat terletak antara domain legal di satu sisi dan
domain ilegal di sisi lain. Melalui entitas ini, aktivitas bisa menjadi legal atau malah
ilegal. Organisasi, misalnya, dapat menjadi bank di mana dana hasil kejahatan dicuci,
atau sebuah negara yang secara resmi bertindak sebagai pengguna akhir untuk
senjata pada akhirnya ditujukan untuk tujuan terlarang.

H.1. Individu Dalam Kejahatan Transnasional
Salah satu isu utama dalam studi kejahatan transnasional adalah terkait
dengan organisasi kejahatan. Berbagai rentang ide dapat ditemukan dari ide

Donald Cressey yang menganalisis kelompok kriminal terorganisir secara hirarki

dengan ide Peter Reuter tentang pasar ilegal fleksibel yang tidak teratur.®®
Selama 1990-an, gagasan kejahatan transnasional sebagai organisasi kejahatan
multinasional menjadi populer. Sedangkan pada tahun 1960, kejahatan

terorganisir dipahami sebagai semacam pasar kriminal ilegal, selama tahun

Annez- A OE A 8 Gqveming Be gbbal economy through government netwadks E1T - EAEAAT " U,
(ed.) Role of law in international politics (Oxford: Oxford University Press)

5Blum,( I OT OAUh 28h - 111 Ol AhA Zonk bflAmbQyuity: THe Rditical EBnompyw w8 O
of Cigarette Bootlegging h " OEOQOEOE *1 001 Al | £ # O%i. BHafijigdMoruh OT 1 8

"Ol T xh +1 Abed8rdbc Ehoc8 .ROxT OEET Erotokdl Expebedaps in mdkiGgO A A
multilateral evironmental agreements work (Paris: UNEP Division of Technology, Industry and

Economics). )
8 Cressey, D., 1969Dhe theft of the natiod(Harper & Row, New York) Lihat jugaReuter, Gregory. )
p w\ dPBor IBformed Consent: Hazardous Chemicdlds 2 AOEAx 1T £ %001 PAAI #1010

International Environmental Law 1(1): 64-8.
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1990-an, kejahatan terorganisir, oleh beberapa pakar lain, digambarkan sebagai
versi kejahatan korporasi multinasional yang fleksibel dan kuat.®’

Selain ide-ide di atas, saat ini, ide-ide lain tentang struktur dalam kejahatan
terorganisir transnasional banyak ditemukan dalam literatur. Salah satu
perspektif bersaing adalah ide yang didasarkan pada teori jaringan. Jumlah
artikel dan studi pada jaringan dalam kejahatan transnasional terorganisir telah
meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Belanda,
sejumlah penulis telah menggunakan teori jaringan untuk memperkaya studi
tentang kejahatan terorganisir dan transnasional, terutama didasarkan pada
data kepolisian.68

Meskipun perbedaan antara pendekatan yang disebutkan di atas, mereka
memiliki setidaknya satu elemen penting yang sama. Semua pendekatan yang
berbeda cenderung berfokus pada pelaku, bukan kegiatan. Mereka berbeda
sehubungan dengan struktur yang diasumsikan terkait dengan posisi dan peran
para pelaku. Obyek penelitian, sebenarnya, sebagian ditentukan oleh harapan
untuk menemukan struktur seperti organisasi kriminal, jaringan kriminal, atau
kelompok seperti mafia.

Selain itu, orang cenderung untuk fokus terutama pada penjahat yang
sesungguhnya. Unsur-unsur kriminal di dalam lembaga-lembaga negara,
perusahaan legal atau entitas non-kriminal dipandang sebagai fenomena yang
luar biasa di luar lingkup kejahatan terorganisir, atau sebagai fasilitator
membantu klien kriminal mereka tanpa menjadi bagian dari organisasi
kejahatan yang sebenarnya. Melalui definisi kejahatan terorganisir, kerah putih,
dan perusahaan, batas cenderung ditarik antara kegiatan yang tidak dapat

dipisahkan dalam praktek tanpa membawa unsur sewenang-wenang ke dalam

73 OAO1 ET Chh TraBsnaflodal molgingpanduite 8nakibgs of a pashodern statd h " OE OE OE
Journal of Criminology 35 (4): 61335. ELLIOTT WP12011. Lihat juga Williams, P. 1994

Gransnational criminal organizations and international security Survivélvol. 36(1), pp. 96113.

68 Kleemans, E. et al., 199&eorganiseerde criminaliteit in Nederlang Rapportage op basis van de
WODCmonitor§(WODC, Den Haag) dan Kleemans, E. et al., 20082organiseerde criminaliteit in

Nederland : Tweede rapportage op basis van de Wa@mitoré (WODC, Den Haag)Lihat juga

"OO0OET OI Ah "OT 11 AUR 0O " ATrhefCoriel Thd@randntiorialfOthanizdtiénd8 ¢ mmt 8
Art and Antiquites Thefo h  * T OOT Al 1T &£ #11 OAl DT OAOU #2821 ET Al * 000!
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definisi. Kecenderungan yang diberikan dapat ditentang dengan melihat
terutama pada kegiatan bukan aktor.

Ketika fokus digeser ke kegiatan, subjek seluruh benturan cenderung
bergeser dari sisi pinggir ke pusat, karena pasar ilegal hanya memiliki batas
kabur dengan dunia legal. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua aktor yang
berbeda tidak lagi relevan untuk dibahas. Sebaliknya, tanpa aktor adalah
mustahil untuk membahas kegiatan ilegal dan terutama cara di mana mereka
kadang-1] F RFy3 YSYRFLI G1FY OFN} aLISYyOdzOAl yé
saat itulah terdapat pergeseran fokus pada pelaku kegiatan, peran sejumlah
operasi individu independen dapat diberikan tempat yang layak dalam seluruh
kejahatan transnasional. Dalam sejumlah kejahatan transnasional, individu-
individu ini memainkan peran penting yang jelas berbeda dari organisasi
kriminal yang khas.

H.2. Organisasi Sah Sebagai Benturan

Dalam situasi yang dijelaskan di atas, broker bertindak sebagai benturan
antara aktor legal dan pasar gelap di bidang senjata, seni atau berlian, misalnya.
Untuk beberapa alasan, pelaku legal dan ilegal tidak dapat melakukan bisnis
tanpa menghadapi kesulitan legal, atau setidaknya ke dalam situasi memalukan.
Sebagian situasi sebaliknya dapat ditemukan dengan sejumlah aktor yang sah.
Para pelaku melakukan bisnis dengan pelaku ilegal lentur seperti dengan yang
legal. Namun, status mereka adalah sah, seperti biasanya penampilan mereka.

Transaksi dengan kedua sisi hukum tidak berhubungan, tetapi merupakan
bagian dari proses di mana barang-barang ilegal diubah menjadi barang legal.
Analog dengan pencucian uang, barang-barang ini dengan cara dicuci sehingga
mereka bisa masuk dalam perdagangan legal lagi, dan dijual untuk harga reguler
yang biasanya jauh lebih tinggi daripada di pasar gelap. Aktor yang sah dapat
digambarkan sebagai sebuah organisasi yang melakukan pembenturan antara
domain legal dan ilegal.

Organisasi-organisasi yang sah memberikan pintu terbuka bagi pelaku ilegal

untuk mendapatkan barang-barang mereka ke pasar legal, mencuci barang
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mereka dalam proses.69 Kegiatan ini biasanya dilihat sebagai kejahatan
terorganisir itu sendiri, dan adalah sangat penting untuk banyak penjahat
transnasional.”

Meskipun ada banyak cara bagi penjahat untuk mencuci uang hasil
kejahatan mereka sendiri, sektor perbankan mungkin bertanggung jawab atas
bagian terbesar dari bisnis ini. Dalam beberapa kasus, kegiatan bank telah
menjadi publik dan menyebabkan skandal besar. Contohnya adalah Nugan Hand
Bank, Banco Ambrosiano, the BCCI dan the European Union Bank.”* Baru-baru
ini, contoh baru ditambahkan ke daftar ini dalam kaitannya dengan praktik
pencucian uang oleh penjahat Rusia dan bank-bank AS.”?

Akhirnya, ada peran spesifik dari badan-badan intelijen. Meskipun lembaga
ini tidak secara langsung masuk dalam kategori organisasi yang disebutkan
sebelumnya, peran mereka dalam cara yang sebanding. Badan-badan intelijen
sering memberikan struktur perantara atau benturan antara semua jenis

penjahat dan pejabat Negara.”

6 EUAR 21 OAWillfeArade, canatipns andcompliance: lessons from the CITES rdgime
International Affairs 82(5): 881-97. Lihat juga Tailby, R. 2002 @he illicit market in diamond$
(Australian Institute of Criminology, Camberra)

" AAOAh 4 ET Gdnd ®owg thet Glacal: The Local Context of Organised Gime (1 x AOA
Journal, vol. 37, no. 4, pp. 40%22. Lihat juga" 1 EAET AT h ( |GlodaD@rganisedo@ipp® O
Contextand Pretexih  ET (1 x AOA 1 G434, AAGI IO0h 8 Frgmihied@dtog O

underground CriméLaw & Social Changevol. 24, pp. 79150; dan0 AOOA Oh Th& Mirropobbwuv 8 O
Global Evils: A Review Essay on the BCCI Affastice Quarterly vol. 12(2), pp. 377405.
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November.; Paoli, L. 1995@he Banco Ambrosiano cageAn investigation into the underestimationf

the relations between organized and economic crié@ime, Law & SoclaChange vol. 23, pp. 34536;

dan0 AOOA Oh Overseeing mmd mVerloking: The US federal authories OAODT 1 OA O1 111
i ABGT AAOET C AT A | OE Brine, iLaw@SbclalicBahgol. B5UL2), gp#Ip1AL75.

7 +1 AEAT h , T O Edakréoks Omtwittiry La® Agencidsh 2A006A00 . AxO 3A
<http://www.ecoearth.info.shared.reader.welcome.aspx?linkid=11490> (liakses tanggal 24 Juri

2009). Lihat juga Block, Manheim and Weaver, Thombs. 2004Fhe New European Criminology:

Crime and SocieOrder in Europé Routledge, London, pp. 28802.
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Manheim and Weaver, Thombs. 2004The New European Criminology: Crime and Social Order in
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H.4. Yurisdiksi Sebagai Benturan
Dalam paragraf sebelumnya, beberapa lubang dalam batas-batas kabur
Fy dF NI & Rupgpérivorid) £ (0 IR&Z vy 0 & R dayderivorldd ¢ 6 RK 0 0K | & @
Organisasi yang melakukan pembenturan menunjukkan batas yang dapat
ditembus antara legal dan ilegal. Selain benturan insidental antara pelaku legal
dan ilegal, apa yang terdapat dalam organisasi sebenarnya menyediakan
benturan kurang lebih dilembagakan. Namun, meskipun skala sering
mengesankan kegiatan tidak sah di organisasi-organisasi ini, seseorang dapat
bergerak melampaui tingkat ini berkaitan dengan benturan yang ada. Di luar

organisasi individu, terdapat yurisdiksi banyak yang dapat dilihat sebagai tingkat

0SYyuldzNy Yy YIF{NR® YI NBY kcabahgRekononi fsegedti: y 3 € R.
perdagangan seni atau industri perbankan, ada juga yurisdiksi keseluruhan yang
OSNFdzydar aSol3aFA aftdzoly3aé REEFY aradsSy

H.5. Kesimpulan

Bagian uraian di atas dimulai dengan diskusi tentang tipologi benturan yang
dikembangkan oleh Passas. Dia mendefinisikan tipologi dengan empat benturan
antitesis dan delapan simbiosis, antara pelaku legal dan ilegal. Setiap jenis dari
tipologi ini dijelaskan dan dibahas. Sebagai hasilnya, saya memutuskan untuk
meninggalkan dua benturan simbiosis keluar dari tipologi. Definisi dari benturan
lain diklarifikasi meskipun batas-batas antara berbagai jenis tidak dapat ditarik
cermat dalam praktek.

Di luar benturan tertentu antara aktor legal dan ilegal tunggal, seseorang
dapat melihat benturan di sejumlah tingkatan lainnya. Pertama, ada kategori
individu yang bertindak sebagai perantara atau broker antara pelaku legal dan
ilegal. Kedua, ada organisasi yang sah yang menghubungkan bagian legal dan
ilegal dari transaksi transnasional. Sementara itu, ada juga orang-orang atau

organisasi mencuci barang dagangan yang merupakan subjek transaksi.

Economic warfarez sanctions, embargo busting and their human cdbtortheastern University Press,
Boston).; dan Roth, Gregory. 2000@omparative Analysis of Compliance Mechanisms. In &oming
the Next Steps for MEA Compliance Enforcement: Background Documedtdted Nations
Environment  Programme, Division of Environmental Conventions, available at
http://www.unep.org/dec/support/mdg_meeting_col.htm.
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Organisasi-organisasi yang sah dapat dilihat sebagai sebuah organisasi
LISY o Sy & dzNI vy FydF N aRdzyAl Gl ace
dapat dipahami sebagai lubang dalam batas-batas antara bagian sah dan tidak
sah dari lini bisnis. Ketiga, ada wilayah, atau negara bahkan keduanya, yang juga
memberikan celah dalam sistem internasional. Wilayah tersebut dapat dilihat

sebagai tingkat makro benturan antara pelaku legal dan ilegal yang berbeda.
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BAB Il
KONSEP&HUKUMTINDAK PIDANARANSNASIONAL

A. Latar BelakangPengertian dan Istilah Tindak Pidafdaansnasional
A.l.Latar Belakang Tindak Pidana Transnasional
Tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian
dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional ini tidak dapat dilepaskan
dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping
dapat memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya,
dari satu negara ke negara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga
menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan
maraknya tindak pidana. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah
berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari
lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.74

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain
disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa
dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di
seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin
mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.
Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula
dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau
OGN yaylFairz2ylf o nge/f IIRY NRSYBRAIKY Gy GNI Yy
yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi, tidak dapat dipisahkan dari
fenomena globalisasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan konvensi mengenai
Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau United Nations
Convention against Transnational Organized Crifd8TOC), yang dikenal
dengan sebutan Palermo Conventiopada Plenary Meetingke-62 tanggal 15

November 2000. Konvensi ini memiliki 3 (tiga) Protokol yang melengkapi

74 Penjelasan Umum UndandgJndang Nanor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahatnited Nation
Convention Against Transnasional Organized Crinfgonvensi PBB Menentang Tindak Pidana
Transnational yang Terorganisasi)
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Konvensi dimaksud, yaitu: (i) Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land, Air and Seasupplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crimngi) Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Oizgoh Crimg(iii) Protocol
against the lllicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and
Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention
against Transnational Organized Crime

Adapun substansi dan struktur UNTOC meliputi:

1) Definisi dan terminologi standar;

2) Persyaratan agar setiap negara memiliki specific crim;

3) Langkah-langkah khusus untuk memonitor korupsi, money launderingdan
sebagainya;

4) Perampasan hasil kejahatan (proceeds of crime

5) Kerjasama internasional yang mencakup antara lain ekstradisi, mutual legal
assistancepenyelidikan/penyidikan dan bentuk lainnya;

6) Pelatihan dan penelitian;

7) Langkah Pencegahan;

8) Penandatanganan, ratifikasi, dan sebagainya.

Sementara itu, negara-negara ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi pada
tahun 1997 di Malaysia menyepakati Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan
Kejahatan Transnasional. ASEAN menyetujui pembentukan forum khusus
pembahasan kejahatan transnasional yaitu ASEAN Ministerial Meeting on
Transnational Meeting on Transnati@nCrime(AMMTC) yang bersidang setiap
dua tahun, dan Senior Official Meeting on Transnational Cri(R@MTC) yang
mengadakan pertemuan rutin tiap tahun. Negara-negara ASEAN selanjutnya
diminta untuk menyusun plan of action pemberantasan kejahatan
transnasional. ASEAN menyetujui delapan jenis kejahatan transnasional yang
dibahas dalam forum AMMTC dan SOMTC yaitu terrorism, money laundering,
drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, cyber crime, trafficking in person

(especially women and childrerlpn international economic crimeéora ASEAN
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ini lebih difokuskan pada pertukaran informasi, pengalaman, bantuan teknis dan
forum kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN. Secara rutin, fora
dimanfaatkan pula untuk berdialog dengan negara mitra dialog seperti Cina,
Korea, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Negara-negara
ASEAN memandang agar pertemuan rutin dapat lebih memfokuskan diri pada
upaya penegakan hukum.

Alasan mengapa kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia,
antara lain melemahkan sistem hukum karena apabila dilakukan oleh organized
criminal groupdapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum
dengan mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk putusan hakim yang
objektif dan berkeadilan, merusak sistem perekonomian karena pada umumnya
kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materiil
lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian
moneter (inflasi, jumlah uang beredar) dan kebijakan fiskal, penerimaan pajak,
integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat, mengganggu
sistem sosial dan sistem budaya apabila kejahatan transnasional tumbuh marak
di tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali sehingga masyarakat
menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum dan yang paling parah tidak
berani membela kebenaran dan keadilan, merusak tatanan pemerintah,
kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena organized criminal group
akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk
mengamankan eksistensinya, dan mengancam souvereignity (kedaulatan
negara) karena organized criminal grougapat mengendalikan aktivitasnya dari
luar jurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan. Aktivitas
d ONR & & inDkeciNEerBuNgkinan lolos dari jangkauan aparat negara, dan
mengingat kejahatan yang dilakukan & Y I & & ak#h Skierdampak pada
terancamnya kedaulatan negara.

Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat
cepat, disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada
batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa,

serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut

49



menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan,
ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan
keanekaragaman lokal, identitas etnik ¢ bangsa, sehingga melahirkan
penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di
antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka
sumber daya.

Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif
maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan
perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat
dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan
dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk
menanggulangi kejahatan.

Globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak
neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar.
Doktrinnya telah mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya ke
dalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan
dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta
merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan progam
pembangunan sosial dan ekonomi. Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan
Gyang menggilas segalasesuall dz & I Y3 | R ljugderhauieKekiiakayinf
membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi
dan kultural dunia. Di Indonesia ketidakpastian ini sudah terasa antara lain
terlihat pada keprihatinan terhadap kedaulatan ekonomi dan kebudayaan
LYR2Yy SaAl > 2dzal Y Sy 3l Iydénks dedgyh Eodskepyh
ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuatan globalisasi melalui kesepakatan dagang, deregulasi, dan
privatisasi, sangat melemahkan negara-bangsa dalam bertindak menurut
kebebasan politiknya. Kemudian menyusul kevakuman politik, yang kemudian
dipenuhi alternatif-alternatif moderen yang sudah nyata, yaitu perusahaan
multinasional/transnasional. Perusahaan tersebut lebih kaya melampaui

negara-negara bangsa, akan mampu mengatasi persoalan-persoalan dunia
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secara lebih rasional dan efsien. Sehubungan perusahaan tersebut terbebas dari

beban kewajiban yang dipikul negara bangsa (yang sudah melemah), seperti

tuntutan nasionalisme, dan emosional warga negara. Dalam dunia ekonomi

sangat dipengaruhi oleh global capitalismyang dikendalikan dan dimanipulasi

oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional (MNC dan TNC).

Yang turut juga mendorong perubahan-perubahan sosial di negara berkembang

adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya

juga mempengaruhi kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (global finance
market).

Berdasarkan laporan Konggres PBB VI tentang The Prevention of Crime and
The Treatment of Offendef4980 di Caracas), diidentifikasikan bentuk-bentuk
penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse Guiding principles for
Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New
International Economic Order (United Nation Congres VIl on The Prevention of
Crime and Treatment of Offendensienentukan protection against industrial
crime, economic crimePada 1991 diselenggarakan Konggres PBB: The
Prevention of the Treatment of Offendd¢s VIlI, yang dalam rekomendasinya
mengenai Crime prevention and crimihgustice in the context of development.
Dalam Konggres PBB ke VIII tersebut dirumuskan problem corruption in public
administration menyebabkan kerusakan dan melemahnya ekonomi.
Keprihatinan dikemukakan Kongres PBB Ke VIII mengenai the increase in the
abuse of computerspengakuan secara serius terhadap kejahatan transnational
crimes yang merusak the political and economical stability of natjopang
perkembangannya sophisticated and dynamic

Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal
(criminal policy) politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan
hukum (law enforcement policyyang mencakup pula penegakan hukum
perdata dan penegakan hukum administrasi. Politik penegakan hukum
merupakan bagian politik sosial (social pticy) yang merupakan usaha setiap
masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini

sejalan dengan a systematic approach to crime prevention planning
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sebagaimana diintroduksi Kongres PBB VIII mengenai The Prevention of Crime
and the Treatment of Offenderq41990). Konggres PBB ke IX tahun 1995
menyepakati perlunya memerangi organized crime Pada tahun 2000
diselenggarakan Konggres PBB menentukan International Cooperation in
CombatingTransnational @me: New Challenges in the Tweifityst Century

Sehubungan dengan organized crimg sebagaimana mafia, dijelaskan
Raymond P. Green, bahwa dalam perundang-undangan Amerika Serikat atau
United State of America Code (US Coalty pengaturan yang disebut dengan
Racketeer Influenced and CorruptNE I YA T | (G A 2 Y Bengatudaw ibi/ h € 0
ditujukan untuk memerangi organized crimedengan tindakan baik secara
hukum pidana maupun hukum perdata, agar dapat memecah kekuatan
organisasi kejahatan, seperti mafia, dari berbagai perusahaan yang sah maupun
yang terlarang. Peningkatan kejahatan terorganisasi menjadi dikenal berkaitan
dengan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk white
collar crime(WCC), yang mewujud dalam berbagai jenis kejahatan ekonomi.
Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan WCC, yang mencakup tindakan
ilegal yang dilakukan secara akal-bulus, penipuan, penyembunyian dan tidak
digantungkan pada penindakan paksaan fisik maupun ancaman kekerasan.
Dalam hal ini lebih sering disebut sebagai economic crimeebagai perbuatan
pelanggaran hukum dalam arti luas terhadap kehidupan perekonomian.

Potensi Indonesia bagi perkembangan organized crimgAdrianus Meliala
menjelaskan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan dunia akan narkoba, sindikat
narkoba internasional memisahkan tempat-tempat untuk kultivasi dan produksi.
Untuk itu, mereka mencari tempat yang dikategorikan sebagai soft state yakni
negara-negara yang pemerintahannya lemah, aparat penegak hukum dan
birokrasinya mudah ditembus, serta administrasi kependudukannya kacau.
Indonesia dapat termasuk dalam kategori ini.

Kemudian paparan Ronny Nitibaskoro, bahwa di Indonesia telah hidup
jaringan sindikat narkoba yang sangat sistematis, yang menyerupai organisasi
kejahatan yang selama ini dikenal di berbagai negara, seperti Mafia Sisilia, Triad

China, Yakuza Jepang, atau Kartel-kartel di Kolombia. Organisasi kejahatan itu
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juga dijalankan oleh warga negara Indonesia yang menjadi kepanjangan dan
binaannya, yang bermarkas besar di negara lain. Transnasionalisasi organisasi
kejahatan itu didukung juga oleh perdagangan bebas, sistem keuangan global,
kemudahan transportasi, dan teknologi komunikasi.

Sehubungan dengan ini, Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya
G1SerKFEdFy GSNBNHBLI YA SGlokalfyandhSrdbiRiwaypsdyi a A I 2
karena merupakan kelompok yang bisa jadi menguasai kekuasaan ekonomi
maupun politik pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi.
Mereka menginfiltrasi pemerintahan dan menyuap para pejabat, hakim, dan
penegak hukum lainnya, dan juga di Indonesia bisa mengobarkan konflik antar
golongan, mempersenjatai kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata
ilegal, mencari dana dengan menjual narkoba, trafficking, korupsi (penyuapan
pejabat publik), serta membantu melarikan asset korupsi ke luar negeri (money

laundering.

A.2. Pengertian / Definisi dan Istilah Tindak Pidana Transnasional
Menurut | Wayan Parthiana dalam bukunya, Pengantar Hukum

Internasional secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk

menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum

internasional, yaitu:

1. Tindak Pidangang Berdimensi Internasional:
Ini untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu
negara dan akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara
yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain.
Misalnya pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya warga negara
asing, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat.

2. Tindak Rlana Transnasional:
Adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau
negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau
negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada

terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih

53



tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling
berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih;
3. Tindak Pidana Internasional
Yaitu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa
mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut
membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana
Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga
akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena
perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak
pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara vyang
bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.
Ketiga pembagian tersebut sesungguhnya masih dapat disederhanakan menjadi:
tindak pidana internasionatian tindak pidana transnasionadimana butir 1
dikelompokkan ke dalam tindak pidana transnasional. Ada persamaan dan ada
perbedaan keduanya, persamaan tampak pada sisi praktis. Dalam praktek
penegakan hukum pidana internasional perbedaan antara tindak pidana
transnasional dan tindak pidana internasional tidak memiliki arti yang signifikan.
Oleh karena itu, kedua bentuk tindak pidana ini membutuhkan kerjasama
internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam penanggulangannya.”
Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang
selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang
setiap bagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring
dengan irama dalam semesta.’”® Karena itu kejahatan merupakan fenomena
sosial yang bersifat universal (a univerted social phenomenptalam kehidupan
manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social mblem of

human kind”’

75 Shinta Agustina, Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan PraktekfPadang: Andalas
University Press, 2006, him.56.

76 Schur, Edwin. (1965) Crimes without victims: Deviant behavior and public policy: Abortion,
homosexuality, drug addictionEnglewood Cliffs: Prentice Hall.

77 Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (196@¥inciples of criminology (6% ed.). Philadelphia:
Lippincott. Lihat jugaTaft, Donald R &ngland, Ralph WCriminology (Macmillan (New York), 1964,
4th edition.
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Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat
menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi
transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi
kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat
dapat melintasi batas-batas negara (borderless countri@sinilah yang dikenal
sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (transnational criminality.
Belum terdapat satu ketentuan di dalam hukum internasional baik dalam
perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional yang menetapkan
A a O Aiftérrié@tional crimes’® t Sy 3 S NI A | yansmatioriad t | K | de
dransnasiona ¥ dzy 1dzl LISNIFYF {FfA RALISN]SYLI€
seorang ahli hukum internasional. Yessup menegaskan bahwa, selain istilah
hukum internasional atau international law digunakan istilah nasional atau
transnasional yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan
atau kejadian yang melampaui batas terotorial.”
Oppenheim dan Sir Arnold Mc Nair, telah membedakan secara tajam antara
LJS y 3 S Ndieknhtignal definquencies RA Y I y I  LISY3ISNIUIALFY A
aSol 3 A KIf @l y3a odzl F'y YS NXHznlerhatioyfal & dzi G dz
crimeg RALF NLATKSel ES0 L @ bikterfayomQialifighdnges X
RAIF1dzA RA RFfFY Kdzl dzY 1 S0 Al iatértaybnald y i S Ny |
cimeg O0SNJ FAGFY RSy3ly &a&NXzl G§dzNJ Kdz] dzY Ay
Pengertian kejahatan internasional atau international crimes adalah
international crimes is any conduct which is designated as a crime in a
multilateral convention with asignificant number of state parties to it, provided
the instrument contains one of ten penal characteristegahatan internasional
dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang dilarang oleh hukum
internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan

internasional. Ciri-ciri terpenting dari kejahatan internasional adalah berlakunya

78 Romli Atmasasmita,Pengantar Hukum Pidana InternasionalBandung: Penerbit Refika Aditama,
2000), him. 35

79 Romli Atmasasmita, Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjsama Penegakan Hukum, Jurmal Hukum
Internasional, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2007, hlrii .

80 M Cheriff Bassiouni, International Criminal Law, Vol. I: Crimes(New York: Transnational
Publishers, 1986), him. 23.

55



asas universal, dimana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan,
dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.

Secara konseptual, transnational crimetau kejahatan transnasional adalah
tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini
diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam The
Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders’! Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah
organized crimePBB sendiri menyebut organized crimaebagai the largescale
and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely
or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the
expense of the community and its memb&rPada perkembangannya PBB
menambahkan bahwa istilah ini seringkali diartikan sebagai the largescale and
complex criminal activities carried out biightly or loosely organized
associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal
markets at the expense of sociéty.

Menurut Mueller dalam transnational crime: Defitions and Conceptpada
pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan "kejahatan
transnasional” untuk menyebut offences whose inception, prevention, and/or
direct or indirect effects involve more than one coufitMueller sendiri
menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi certain
criminal phenomena transcending international borders, trgressing the laws
of several states or having an impact on another coufitry.

Bassiouni menunjukkan adanya sepuluh karakter kejahatan internasional

sebagai berikut:®®

81 John R. Wagley,Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses
(Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006).

82 United Nations, Changes in Forms and Dimensions of Criminalitffransnational and Nationa)
Working paper prepared by the Secretariat for the Fifth United Nations Congress on the Preventi

of Crime and the Treatment of Offenders (Toronto, Canada 1P September 1975).

83 United Nations, Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 1990.

84 Gerhard O. W. MuellerTransnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized
Crime4, no. 1998 (n.d.).

85 |bid.

86 M Cheriff BassiouniOpCit.
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a. explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international
crime a crime under international law;

b. implicit recognition of the penal nature of an act by establishing a duty to
prohibit, prevent, prosecutr, punish, or the like;

c. criminalization of the proscribed conduct;

d. duty or right to prosecute;

e. duty and right to punish the proscribed conduct;

f. duty or right to extradite;

g. duty or right to cooperation in prosecution, punishment (inclgdudicial
assistance in penal prceeding);

h. establishment of a criminal jurisdiction basis;

i. reference to the establishment of an international criminal court;

j. elimination or the defense of superior order.

Dengan demikian apabila karakteristik di atas terpenuhi maka organisasi
transnasional tersebut dipandang telah melakukan kejahatan transnasional
yang terorganisasi. Keterlibatan multinational enterprisedapat dalam bentuk
pencucian uang hasil kejahatan, khususnya dalam bentuk integrasi.

Istilah kejahatan transnasional juga dimaksudkan untuk menunjukkan
adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek
transnasional atau lintas batas negara. Terjadinya kejahatan itu sendiri
sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam
beberapa hal terkait kepentingan ngara-negara lain, sehingga tampak adanya
dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan
itu. Dalam prakteknya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya
kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Misalnya kejahatan
yang terjadi di suatu negara ternyata menimbulkan korban, tidak saja di dalam
batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga di wilayah negara
tetangganya.

Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan

orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai sosial,
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budaya, faktor ekonomi.?’ Akibatnya, berbagai negara cenderung memiliki
definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda tergantung pada filosofi
tertentu. Menurut Martin dan Romano, transnational crime may bdefined as

the behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with
suchbehavior being defined as criminal by at least one of these natfons.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, kejahatan transnasional pada
hakikatnya merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh
dengan perencanaan matang. Dalam setiap peristiwa kejahatan transnasional
aktornya tidak selalu berkaitan dengan & Y I BAIZ Y0 S, meldhidag ihdBridu,
dan kelompok. Dalam setiap aksinya para mereka tidak hanya berperan sebagai
pelaku tetapi juga sebagai penyumbang dana maupun pikiran untuk
melancarkan aksinya. Latarbelakang kejahatan ini juga cukup luas, menyangkut
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Banyak juga
kejahatan transnasional yang tidak terkait dengan latar belakang tersebut.

Suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau
bukan, dapat dilihat dari:

1. melintasi batas negara,

2. pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actorataupun yang lain,

3. memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya
individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain,

4. melanggar hukum di lebih dari satu negara,

Bassiouni mengatakan, bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan
yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan
atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, dan
sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui
batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional

dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya

87 Mark Findlay, The globalization of Crime: Understanding Transnational Relationship Qontext
(Cambridge University Press, 2003).

88 Martin, J. M. and Romano, A. Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking
(SAGE Publications, 1992).
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nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait
kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara
yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan
transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak
pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat
internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah
meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional
yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat
maupun publik, politik maupun bukan politik.*

Menurut Bassiouni, kejahatan-kejahatan yang unsur transnasionalnya
signifikan yaitu:»
1. Aircraft hijackingpembajakan udara);
2. Threat and use fo force against internationally protected person
(membahayakan dan menyerang orang vyang dilindungi secara
internasional);
Taking of civilian hostag@nembawa pengungsi sipil);
Drug offencgpenyalahgunaan obat-obatan terlarang);

International traffic in obence publicatiofperedaran publikasi pornografi);

o v & W

Destruction and / or theft of national treasun@enghancuran dan atau
pencurian harta karun suatu negara);
7. Environmental protectiofperusakan lingkungan);
8. Theft of nuclear materialgpencurian bahan-bahan nuklir);
9. Unlawfull use the maibenggunaan surat secara melanggar hukum);
10. Interference of submarine cabl@serusakan kabel bawah laut);
11. Falsifaction and counterfightinggemalsuan mata uang);
12. Bribery of foreign public officialpenyuapan pegawai publik asing).
Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan
transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan
budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap,

pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan

89 M. Cheriff Bassiouni OpCit.
90 |bid.
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komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian
tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis,
korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.

PBB mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang melintasi batas negara dan
pelaku lebih dari satu memiliki efek terhadap aktor di negara lain melanggar
hukum di lebih dari satu negara seperti, pencucian uang, terorisme, pencurian
benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata
gelap, pembajakan pesawat, pembajakan tanah, serta pembajakan laut.

Dalam konteks Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against
Transnasional Organized Crimténdak pidana transnasional yang terorganisasi
itu dikualifikasi antara lain: (a) Tindak Pidana atas Kesertaan (partisipasi) dalam
Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi’’, (b) Tindak Pidana atas
Pencucian Hasil Tindak Pidana (termasuk, tidak terbatas pencucian uang)gz, (c)
Tindak Pidana Korupsi,” (d) Tindak Pidana yang berkaitan dengan gangguan
proses peradilan.94

Berdasarkan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi (United Nations Nabtns Convention gainst Transnaonal
Organizd Crimé Tindak Pidana adalah bersifat transnasional,”” jika:

(a) dilakukan di lebih dari satwnegara;

91 Pasal 5 United Nation Convention AgainsiTransnaional Organized Crime Dalam konteks
Indonesia ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin dilakukan secara terorganisasi
diantaranya: Tindak Pidana (TP) Narkotika (UndandgJndang No.35 Tahun 2009), TP Pencucian
Uang, TP. Terorisme, TP. Pembalakan liar illegal Loging (UndangUndang Kehutanan), TP.
Perdagangan Orang an sebagainya

92 pasal 6United Nation Convention Against Transtianal Organized CrimeUntuk tindak pidana
pencucian hasil lejahatan, Indonesia sendiri telah mempunyai Undanrgndang tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Undargndang Na 15 Tahun 2002 sebagimana telahdiubah dengan
UndangUndang No.25 Tahun 2003) terakhir diganti dengan UndangUndang No. 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undaftndang ini juga memberikan kewenangan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkannya.

98 Pasal 8United Nation Convention Against Transnasional Organized Criratuk tindak pidana
Korupsi, Indonesia telahmempunyai UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9 Pasal 23 United Nation Convention Against Transtianal Organized Crime Dalam konteks
gangguan terhadapproses peradilan utamanya yang berkaitan dengan ancaman dan intimidasi
terhadap sakstsaksi, Indonesia telah mempunyai Undangndang No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

9% Pasal 3 ayat 2Jnited Nation Convention Against Transhianal Organized Crime
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(b) dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan,
perencanaan, pengarahanau kontrol terjadi di negara lain;

(c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat
terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara;
atau

(d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai
tindak pidana transnasional ini, KUHP di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini
terlihat dari bunyi ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu antara
lain:

Pasal 2 KUHP :
OAturan pidana dalam perundaagndangan Indonesia berlaku bagi
setiaporang yang melakukan perbuatan pidanaddiam Indonesiéa
Ketentuan ini selain menunjukan penganutan terhadap azas teritorialitas

(wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak
pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti
bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul
berada di Indonesia, tetapi deliknya (strafbaar feit) terjadi diwilayah
Indonesia.”® Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga
tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia.

Pasal 3 KUHP :
OAturan pidana dalam perundanAgndangan Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana
didalam perahu Indonesia

Demikian juga ketentuan ini selain menunjukan penganutan azas teritorialitas

RAYL VI Kdzl dz¥y LYR2yS&Al O6SNIIF{1dz RA gAfl &
LYR2y SaAl é¢ RA fdzZr NJ LYR2ySaAl = GF LA 2dz3
nasional juga bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau

transnasional.

% AZ Abidin & Andi Hamzah,Pengantar Hukum Pidana IndonesjdJakarta: PT. Yarsif Watampone,
2010), him. 84.
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Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam KUHP,
yaitu Pasal 4 KUHP®’ yang diperluas dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976
tentang Kejahatan Penerbangan menunjukan bahwa pengaturan tentang tindak
pidana yang melintasi batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum
disebut dengan terminologi transnasional. Pasal 5 KUHP pun mengatur tentang
berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia, bagi warga negara
Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia.

Pengaturan tentang kejahatan transnasional sebagaimana dimuat dalam
KUHP dilandasi oleh asas-asas berlakunya hukum pidana®®, dalam hal ini 4
(empat) asas berlakunya hukum pidana nasional®: yaitu asas teritorial (Pasal 2
& 3), asas nasional aktif (Pasal 5), asas nasional pasif (Pasal 4 ke 1, 2 dan 4) dan
asas universal (Pasal 4 ke 2 dan ke 4).

Namun demikian asas-asas berlakunya hukum pidana berdasarkan KUHP
tersebut juga dibatasi pemberlakuan ketentuan hukum internasional yang telah
diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 KUHP'®.
Bunyi ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut mengandung makna yang mendalam
dan luas, dalam arti bahwa, praktisi penegak hukum di Indonesia termasuk juga
pembentuk undang-undang harus memahami sungguh-sungguh kekuatan
hukum mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh
Indonesia.'®*

Demikian juga halnya, yuridiksi dalam hukum pidana Internasional, Lotika

Sarkermembedakannya dengan pembagian yang klasik, yaitu asas teritorial,

97 Pasal 4 kel KUHP mengenai orang Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan
tindak pidana terhadap keamanan negara yang tersebut dalam pasal 104, 106, 107, 108,111, 127
dan 131 KUHP; Pasal 4 ke 2 mengenai orang Indonesia yang berada di luélayah Indonesia
melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas Bank tentang materi
atau merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Indonesia; Pasal 4 ke 3 mengenai
orang Indonesia yang melakukn pemalsuan surat uang atau sertifikatsertifikat utang yang
ditanggung Pemerintah Indonesia.

% Jan RemelingHukum Pidana (Jakarta: Gramedia, 2001), Im. 355-389, menggunakan istilah
AAROI AEOT UA EOEOI DPEAAT A AAT CAT O+AAAOI AEOAL, EOEOI |
keberlakuan yang terkait dengan waktu tindak pidanatempus delict) dan keberlakuan yang terkait
dengan tempat terjadinya tindak pidana lfocus delict).

99 Moeljatno, Asasasas Hukum Pidana(Jakarta: Bina Aksara, 1987), . 38-53.

100 Pasal 9 KUHP Iibunyi: Berlakunya Pasal 2 s/d 5, 7dan8 dibatasi oleh pengecualian
pengecualian yang diakui oleh hukum internasional.

101 Romli Atmasasmita,Perbandingan Hukum Pidana Kontemporge¢Jakarta: Fikahati Aneska, 2009),
him. 114.
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asas nasional, dan asas perlindungan dan tidak secara khusus membahas asas
universal. Bertolak dari referensi mengenai berlakunya hukum pidana dapat
dikatakan bahwa, pembedaan yuridiksi ke dalam 4 (empat) lingkup tersebut

1.192 selain

termasuk pembagian yang bersifat tradisional atau konvensiona
yuridiksi konvensional tersebut, berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi
mengenai kejahatan transnasional/internasional, juga terdapat pembedaan
yuridiksi kriminal yang dilaksanakan dalam praktek hukum internasional. Cryer
Frima, Robinsonan Wilmshursf telah membedakan 3 (tiga) bentuk yuridiksi
kriminal'®Z & | l4gislaiiYe judidiction™ o & dzNA RA | & Adjudic&tider &€ | G A

AAAAAA

jurisdictiors’® 0 & dzNA RA 1 & A LISFSDRA A DS O (RN &4 RA O A
eksekutif).1%
Dari rangkaian uraian diatas, bagian tulisan ini hendak mengatakan:
1. Perbedaan antara tindak pidana internasional dengan tindak pidana
transnasional terletak pada unsur internasionalang tidak dimiliki tindak
pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung

maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan dunia atau

menggoyahkan rasa kemanusiaan;

102 Romli Atmasasmitabid., him. 116.

103 27 AROO #OUAOh (AEAT 2EI AT h$ AOOUIAn Iatiodu&ionOtb T h %l E U
International Criminal Law and Procedur(Cambridge University Press: 2007), him. 3B9 (dikutip

dari Romli Atmasasmita,Perbandingan Hukum Pidana Kontemporgrim. 116).

104yyridiksi  Legislatif adalah wewenang badan legislatif untuk menentukan/mengatur
pemberlakuan suatuundang-undang keluar batas teritorial dari negara yang bersangkutarebagai
contoh  pemberlakuan Wdang-Undang Pemberantasan Terorisme Indonesia (@03) khusus
ketentuan mengenai penyertaan dan pembantuan. Undangdang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia (2010) yang memberlakukan ketentuan
yang sama.

10sYuridikasi Pengadilan adalah putusan pengadilan terhadap kasdk®sus kejahatan transnasional
atau kejahatan internasional seperti: penangkapan &penahanan Adolf Eichman atas perintah Jaksa
Agung lIsrael, penagkapan & penahanan Noriega oleh DEA Amerika Serikat, dan penangkapan &
penahananPinochet atas perintah pengadan Inggris.

106 Yuridiksi Eksekutif adalah kebijakan eksekutif (Presiden) untuk memerintahkan penangkapan
dan penahanan seseorang pelaku kejahatan yang merupakan ancaman terhadap keamanan &
kedaulatan suatu negara. Yuridiksi ini model pendekatan baru yangrogresif/agresif, dan
dilaksanakan atas perintah lembaga eksekutif yang kemudian dituntut dan diadili di negara yang
memiliki yuridiksi atas kejahatan pelaku yang bersangkutan. Model ini terjadi dalam penangkapan
pelaku terorisme secara luas yang dilakuén Amerika Serikat dan ditempatkan dicamp tahanan
Guantanamo tanpa diadili, penyerahan Hambali kepada Amerika Serikat oleh Pemerintah Kerajaan
Thailand. Pembentukan peradilan Nuremberg, disusul dengan pembentukan Mahkamah Adhoc di
Rwanda dan bekas jajaha Yugoslavia.
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2. Suatu tindak pidana internasional belum tentu atau tidak serta merta disebut
sebagai tindak pidana transnasional. Demikian juga sebaliknya tindak pidana
transnasional tidak serta merta dapat disebut sebagai tindak pidana
internasional;

3. Dalam keadaan tertentu tindak pidana internasional berkarakter tindak
pidana transnasional jika locusdelictinya terjadi di dua negara atau lebih.
Demikian pun tindak pidana transnasional merupakan tindak pidana
internasional karena dikualifikasi sebagai kejahatan internasional baik oleh
konvensi maupun oleh hukum kebiasaan internasional.

4. Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi lintas negara
yang tidak mengandung unsur internasional (mengancam perdamaian dan

keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan).

B. Perkembangan Ruang Lingku@énis Tindak Pidan&ransnasional
B.1. Perkembangan Tindak Pidana Transnasional
Perkembangan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional

merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana dewasa ini.

Perkembangan kejahatan tersebut telah memberikan dampak luas dan

mendasar, selain terhadap kehidupan manusia, juga terhadap asas-asas hukum,

norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam

menanggulangi kejahatan tersebut. Dilihat dari perkembangan dan asal usul

kejahatan internasional dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam
praktik hukum internasional;

2. kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;

3. kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi
mengenai HAM.

Pada era global dewasa ini, batas-batas negara sudah sangat maya, dalam
arti hubungan internasional telah sangat dinamis sehingga batas nasional
seolah-olah dengan mudah dapat ditembus dalam hitungan waktu yang sangat
cepat. Masyarakat internasional dalam era globalisasi seperti sekarang ini

dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi,
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telekomunikasi, dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejaharan vyang
berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh
negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik

secara bilateral maupun multilateral.

B.2. Ruang Lingkup / Jenis Tindak Pidana Transnasional

United Nations Conventiorgainst Transnational Organized CrirfigNTOC)
secara garis besar membahas dua substansi, yaitu:

a. Kaedah hukum materiil-substansial yakni kejahatan-kejahatan sebagaimana
dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23 tentang yuridiksi (Pasal 15) maupun
hal-hal terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan
(pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan
dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada
Konvensi (Pasal 4);

b. Kaedah hukum formal-prosedural, vyakni tentang masalah-masalah
prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama international
antara negara-negara peserta Konvensi, seperti Ekstradisi (Pasal 16),
pemindahan narapidana (pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam
masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (Pasal
18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama
international.

Dari dua substansi tersebut berdasarkan ruang lingkup berlakunya UNTOC

(Pasal 3) ada lima jenis tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu:

1. Berpartisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5);

2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6);

3. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 8);

4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (pasal

23).
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5. Tindak pidana serius (serious crimgsebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2
huruf b.*”’

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum semua jenis

tindak pidana diatur dalam UNTOC dapat dipenuhi, namun secara sporadis

pengaturan hal tersebut ada pada beberapa undang-undang, antara lain:

Ad 1. Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana

terorganisasi;

Ketentuan ini menyiratkan bagaimana seseorang atau beberapa orang

melibatkan diri dalam kegiatan dari kelompok terorganisasi yang sudah ada dan

diketahuinya beraktivitas melakukan tindak pidana.

Ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada dalam

perundang-undangan Indonesia, dapat dikatakan belum memenuhi kriteria

tindak pidana dalam kelompok pelaku yang terorganisasi, karena:

a. Penyertaan dan permufakatan jahat bukan merupakan tindak pidanalos;

b. Penyertaan dan permufakatan jahat selama ini digunakan dalam hal
keterlibatan orang-perorangan, bukan untuk keterlibatan seseorang dalam
hubungannya dengan kelompok terorganisasi.

Pasal 169 KUHP melarang keterlibatan seseorang dalam perkumpulan yang

bertujuan melakukan kejahatan. Meski ketentuan tersebut sesungguhnya telah

sejalan dan memenuhi unsur semangat Pasal 5 Konvensi, namun ketentuan ini
masih bersifat sangat umum dan pada prakteknya pasal 169 KUHP hampir tidak
pernah digunakan lagi.

Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) & Undang-

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

9

Uang10 telah mengakomodasi sebagian ketentuan Pasal 5 Konvensi dalam

107 Pasal 2 huruf b UNTOC : Tindak pidana serius berarti tindakan yang berarti suatu tindak pidana
yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun

atau sanksi yang lebih berat.

108 Diatur dalam Bab V (Psl 5 s/d Psl 62) KUHP tentang penyertaandeelneming dan Pasal 88
KUHP tentang permufakatan jahat serta dalam perundangndangan pidana lainnya seperti
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismealan lain-lain.

109 Pasal 10 Wwdang-Undang No. 8 Tahun 2010
Pidana Pencucian Uang : Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat
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memaknai permufakatan jahat, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi tindak
pidana narkotika, sedangkan bentuk keterlibatan lainnya belum diatur secara

khusus.

Ad.2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana;
Tindak pidana ini sudah diatur dalam undang-undang, terakhir Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah merumuskan perbuatan
pemindahan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain telah merinci tindak
pidana asal yang termasuk dalam lingkup tindak pidana pencucian uang,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini juga telah memperluas pengertian
tindak pidana asal sebagai tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau
lebih.

Undang-Undang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
ini secara tegas menyatakan menganut asas kriminalitas ganda (double
criminality)yaitu perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, sepanjang
dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum di negara yang besangkutan,
dan menurut hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana maka dianggap
termasuk dalam katagori tindak pidana asal sebagai dirinci dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Ad.3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
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Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

United Nations Conventiongainst Corruption

Ad.4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dipandang sebagai bentuk gangguan proses

peradilan, yaitu:

a. Objek gangguannya: Saksi dan Bukti
Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman
atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak
semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu atau mencampuri
dalam pemberian satu kesaksian atau pembuatan bukti dalam proses
beracara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, tidak saja
mengatur perlindungan secara fisik tapi juga perlindungan dalam bentuk
pemberian keterangan kesaksian yang memungkinkan tidak perlu hadir di
pengadilan.

b. Objek gangguannya Pejabat Peradilan atau Penegak Hukum

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman
atau intimidasi mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau
penegak hukum. Ketentuan ini tidak mengurangi hak negara (dalam

perundang-undangan) untuk melindungi pejabat publik dalam katagori lain.

Jenis / ruang lingkup tindak pidana transnasional yang menjadi fokus
pembahasan tim kompedium ini, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang,
Narkotika; Korupsi dan Perdagangan orang.

B.2.1.Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Negara-negara berkembang dan negara transisi ekonomi menghadapi
persoalan yang sama dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti
kejahatan pencucian uang, vyaitu: (i) legitimasi pemerintah lemah; (ii)

pengawasan perbatasan lemah; (iii) hukum tidak efektif; (iv) skala prioritas
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rendah; (v) regulasi bisnis lemah; (vi) kontrol sosial melalui sistem peradilan
pidana yang adil dan efisien tidak tersedia; dan (vii) penyelenggaraan
pemerintahan vyang tidak efektif dan efisien. Lemahnya pemerintahan
menyebabkan munculnya jurang kapasitas (capacity gap yang pada gilirannya
mengarah pada terjadinya hambatan fungsional berupa kegagalan pemerintah
dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan sebagaimana yang
diharapkan masyarakat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi
kejahatan dengan cara mengisi kekosongan tersebut dengan limpahan dana
sehingga pada akhirnya dapat mendikte penyelenggara negara. Organisasi
kejahatan lokal misalnya menyediakan jasa sebagai perlindung dunia bisnis,
sedangkan kejahatan terorganisir internasional memanfaatkan penjaga
perbatasan untuk menjaga kepentingan mereka.

Melalui tindakan pencucian uang para pelaku kejahatan berusaha untuk
menyembunyikan hasil kejahatannya agar tidak dilacak oleh aparat penegak
hukum, sehingga uang hasil kejahatan tersebut seakan-akan merupakan uang
legal yang tidak terkait dengan kejahatan asal (predicate crine) seperti
perdagangan narkotika, perdagangan manusia, korupsi, penyelundupan senjata
yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Kebanyakan kejahatan
pencucian uang dilakukan oleh kelompok pelaku kejahatan bisnis atau business
crime yang tergabung dalam sindikat kejahatan. Money launderingatau
pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang sangat
merugikan banyak negara, karena pencucian uang mempunyai dampak global
bagi perkembangan ekonomi makro vyang mengakibatkan hilangnya
kepercayaan negara lain akibat keterkaitannya dengan kegiatan pencucian
uang. Pencucian uang dikatakan bersifat transnasional, karena kejahatan ini
tidak hanya melibatkan satu warga negara dari suatu negara, namun lebih dari
beberapa negara. Cara dan sarana untuk melakukan kejahatannya melampui
batas-batas wilayah negara lain. Disamping itu, sebagai bentuk kejahatan
transnasional money launderingcenderung merupakan bentuk kejahatan
transnasional terorganisir, dengan melibatkan kelompok-kelompok kejahatan

yang tersebar di berbagai negara.

69



Money launderingmerupakan delik khusus di luar Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya bersumber pada instrument
internasional seperti konvensi tentang perdagangan narkotika dan bahan
psikotropika 1988, International Convention for the Suppression of the Financing
of Terrorism 1998. Convention against TransmaloOrganized Crime 2000
(Palemo Convention)lnstrumen-instrumen internasional tersebut lebih lanjut
diimplementasikan ke dalam hukum pidana internasional, khususnya untuk
memberantas kejahatan internasional, yang bersifat transnasional.

Berbicara mengenai money laundering maka pembahasan ini tidak dapat

dilepaskan dari berbagai instrumen internasional yang mempunyai konstribusi

penting bagi pemberantasan money laundering Adapun konvensi-konvensi

internasional tersebut adalah:

1. Convention against illicit traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance
1988, (UN Drug Convention 19B&ang merumuskan tentang kejahatan
money launderinglalam article 3 sub b (i) dan (1) berbunyi sebagai berikut:

(i) The conversion or transfer of property; knowing that such of
property is derived from any offence or offence establish in
accordance with subparagraph (a) of his paragraph, or from an act
of participation insuch offence or offences, for the purpose of
concealing or disguising the illicit origin or the property of the
property or of assisting any person who is involve in the
commission of such an offences to evade the legal consequences of
his action":

(i) The cacealment or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement, right with respect to, or ownership of
property, knowing that such property is derived from an offence or
offences establish in accordance with subparagraph (a) of this or
from an act of participation in such offence of offence.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberantas pencucian uang

(money laundering dari hasil perdagangan gelap narkotika dan bahan
psikotropik lainnya. Dengan tujuan agar hasil kejahatan narkotika sebagai
asal kejahatan (predicatecrime) dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

2. Convention gainst Transnational Organized Crime (Palmero Convention)
2000.
Dalam konvensi tentang kejahatan transnasional terorganisir tahun 2000 ini,

ditegaskan bahwa money &undering merupakan salah satu bentuk
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kejahatan transnasional yang terorgansisir. Sebagaimana disebutkan dalam
article 3 bahwa ruang lingkup dari penerapan Konvensi Transnhational
Organized Crim2000 mencakup:'*°

Mendasari ketentuan tersebut, maka money lauering merupakan salah
satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, disamping kejahatan
lainnya yang merupakan scopedari penerapan Konvensi Palmero 2000
tersebut. Selanjutnya pengertian money launderinglisebutkan dalam article
6 paragraph (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental
principle if its domestic law, such legislative and other measures as
maybe necessary to establish as criminal offenmésn committed
intentionally:

(@) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such
property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or
disguising the illicit origin of the property or of helping any persons
who is involvedn the commission of the predicate offence to evade
the legal consequences of his or her acti@ferubahan atau
transfer kekayaan yang diketahui berasal atau merupakan hasil
kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau
mengaburkan asal-usul kejahatan dengan maksud membantu
pelaku tindak pidana menghindar dari konsekuensi hukum atas
tindakannya).

(i) The concealment or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement or ownership of or rights with respect to
property, knowing that wch property is the proceed of crime;
(penyembunyian atau pengaburan sumber, lokasi, penarikan,
pemindahan hak-hak yang berhubungan dengan kekayaan atau
kepemilikan dari suatu kekayaan).

(b) (i) The acquisition, possession or use of property, knowing at
time of receipt knowing that such property is the proceeds of crime;
(Akuisisi kepemilikan atau penggunaan kekayaan yang diketahui
berasal dari atau merupakan hasil kejahatan).

(i) Participation in, association with or conspiracy to commit,
attempt to commi and aiding abetting, facilitating and councelling
the commission of any of the offences establisire@ccordance
with the article. (keikutsertaan, kerjasama atau persekongkolan,
percobaan untuk melakukan atau memberikan bantuan,
mempermudah dan menyuruh lakukan kejahatan tersebut sesuai
dengan pasal ini).

110 Convention Against Transnational Organized CriniBalmero Convention), 2000.
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Konvensi tentang Transnational Organized Crime&000 tersebut,
mewajibkan bagi setiap negara peserta konvensi untuk
mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang dalam hukum pidana
nasionalnya. Adapun definisi tentang kejahatan pencucian uang
rumusannya tidak berbeda dengan pengertian kejahatan pencucian uang
sebagaimana dimaksud dalam UN Drug Conventior1i988. Dari kedua
pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa money launderingnerupakan
suatu upaya atau proses untuk merubah harta tunai yang didapat dari hasil
suatu kejahatan asal (predicate crime),dan dimanipulasinya menjadi
property yang seakan-akan merupakan harta legal atau sah. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Welling sebagai berikut:

"Money laundering is the process by which one conceals the
existence illegal source, or illegal application of income, and than
disguised that income to make appear legitimat&".

Sedangkan Chakin memberikan definisinya secara sederhana sebagai

berikut:
"Money laundering is the process by which one conceals or
disguises that true nature source, disposition, movement or
ownership of money for whatever reason.

Selanjutnya, money launderingdikatakan sebagai kejahatan transnasional

yang terorganisir, karena memenuhi kriteria transnaional crime
sebagaimana tersebut dalam Konvensi Transnational Organized Crir2e00.
Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Cakupan pengaturan sanksi pidana
dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh
orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan
tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Secara umum, rumusan TPPU cukup banyak unsurnya, namun pada
dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut
tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur

subyektif dan unsur obyektif, maupun actus reusdan mens reanya. Untuk

111 Sutan Rerny SjahdeiniSelukBeluk TindakPidana Pencucian Uang dan Pembiayaggdakarta:
Grafiti, 2004),him. 1.
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memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam
Pasal 3, 4, dan 5, dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam
2 klasifikasi, yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif. Pengelompokan ke dalam dua
klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan
perbuatan yang dilarang (commissiol) sedangkan pasif berarti tidak
melakukan perbuatan yang diwajibkan (ommissioi.
Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya
pada:
1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal,
b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga
bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan
b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara aktif dalam hal pelaku

tindak pidana melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud

dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 3, mengatur tentang setiap orang yang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
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Dari rumusan TPPU dalam Pasal 3, terdapat unsur-unsur sebagai

1)
2)

berikut:

Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, ¥ membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga, atau perbuatan lainnya;

a) menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar
penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan,
seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan
sejumlah uang.

b) mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari penyedia
jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam
maupun diluar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya
di kantor bank yang sama.

c¢) mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta
Kekayaan.

d) membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi
jual beli.

e) membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari satu pihak
kepihak lain atas prestasi tertentu.

f) menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan
kebendaan secara hibah (cuma-uma) atau sering disebut dengan
pemberian secara cuma-cuma, sebagaimana yang telah dikenal
dalam pengertian hukum keperdataan.

g) menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan
atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

h) membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang

secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia.
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i) mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur,
volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

j) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah
transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta
Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi
mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang
lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank,
sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar
modal dan pasar uang.

k) perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan
yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan
maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan.

3) Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

4) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana:

a) diketahuinya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana
seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa
suatu Harta Kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana.
Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat
diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya
unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang
dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila
seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana
dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan

atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana

RAYF{&dzR RAY dzF t AFALFAALFY
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b) patut diduganya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana
seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau
informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum
seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau
Harta Kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana.
Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat
diklasifikasikan sebagai culpa(lalai). Untuk menilai adanya unsur
kealfaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki
dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat.
Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya
transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang
mendasari).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penegak

hukum dalam membuktikan pelanggaran pada Pasal 3 ini harus dapat

memahami adanya unsur umum, yaitu :

1) objek dari perbuatan Pasal 3 adalah Harta Kekayaan yang berasal
dari kejahatan, baik diketahuinya maupun patut diduganya.

2) Tujuan dari aktifitas/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Pasal 3
adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari
Harta Kekayaan yang berasal dari kejahatan tersebut.

Sedangkan aktifitas/perbuatan yang termasuk dalam rumusan Pasal 3,

misalnya menempatkan, mentransfer, dan seterusnya, serta bersifat

khusus dalam arti tergantung kepada kasus yang sedang ditangani.

. Pasal 4, mengatur tentang setiap orang yang menyem-bunyikan atau

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Unsur-unsur rumusan Pasal 4 adalah :

1) Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;
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2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

3)

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

a)
b)

c)

d)

f)
g)

h)

menyembunyikan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
menyamarkan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana
sesungguhnya harta kekayaan berasal.

sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil
usaha, gaji, honor, fee infag, shodaqoh, hibah, warisan dan
sebagainya.

lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta
Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.

peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara
formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.

kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya
terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas

kepemilikan Harta kekayaan.

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana. Unsur ini telah dijelaskan dalam uraian Pasal 3

UU TPPU di atas.

Pasal 4 ini untuk mengakomodir adanya aktifitas/perbuatan yang

memenuhi unsur Pasal 3, yang diketahui oleh seseorang, namun orang

tersebut tidak ikut mengungkap asal usul Harta Kekayaan dimaksud

padahal dia mengetahuinya.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara pasif dalam hal pelaku
melakukan perbuatan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) vyaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
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penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dari rumusan ini, terdapat unsur-unsur :

a. setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

b. menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang
memperoleh harta kekayaan dari orang lain.

c. menguasai adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya
pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang
atau harta kekayaan.

d. penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan
atau penukaran, sebagaimana telah diuraikan di atas.

e. menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh
manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

f. harta kekayaan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

g. vyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari rumusan Pasal 5 tersebut, untuk tindak pidana pencucian uang yang
pasif seluruhnya bersifat objektif, artinya penuntut umum tidak perlu
mencari dan membuktikan aspek mens rea(unsur batin), cukup apabila
perbuatan pelaku dimaksud memenuhi aspek actus reugqperbuatan nyata)
yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan
ketentuan unsur objektifnya yaitu objek perbuatan tersebut adalah harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi

Tindak pidana Pencucian Uang oleh Korporasi secara tegas diatur dalam

Pasal 6 bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi,

pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali

Korporasi. Persyaratan pemidanaan dijatuhkan terhadap Korporasi (Pasal 6

Avyat 2), apabila tindak pidana Pencucian Uang:
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a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Yang dimaksud dengan Korporasi menurut UU TPPU adalah kumpulan orang

dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Ayat 10).

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok

terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya

untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau

lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan

memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Sedangkan Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki

kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa

harus mendapat otorisasi dari atasannya Pasal 1 Ayat 14).

Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan Jahat

UU TPPU juga mengatur masalah percobaan, pembantuan dan

Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang

dianggap sebagai delik telah selesai dan dihukum sama dengan delik selesai.

Pasal 10 mengatur bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan

percobaan, Pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak

pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 tersebut, pengaturan ini

dimaksudkan untuk mengedepankan sifat perbuatannya yang diperberat,

atau ancaman pidananya disamakan dengan perbuatan sempurna (selesai),

sedangkan pengertian percobaan mengacu kepada pasal 53 KUHP, demikian
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pula dengan perbuatan pembantuan yang menginduk kepada pasal 56
KUHP. Sedang khusus untuk permufakatan jahat, yang menurut pasal 103
KUHP hanya diperuntukkan kepada pasal pokok yang diatur dalam KUHP,
maka dibuat pengertian sendiri oleh UU TPPU, namun maknanya tetap
sama, yaitu dianggap delik selesai dan dengan ancaman yang disamakan.

Salah satu contoh yang termasuk jenis tindak pidana pencucian uang dan
juga tindak pidana korupsi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

112 palam

transnasional, yaitu kasus Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi.
kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan pemilik
Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi, masing-masing 15 tahun
penjara. Persidangan berlangsung secara in absensiamenyatakan, kedua
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian
uang, yang menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 3,1 triliun. Selain
menjatuhkan hukuman penjara, kedua terdakwa juga diharuskan membayar
uang pengganti sebesar Rp. 3,1 triliun, plus denda Rp. 15 miliar dengan
subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim dalam pertimbangannya
menyatakan, perbuatan kedua terdakwa yang melanggar Undang-Undang
Perbankan telah menyebabkan Bank Century mengalami kesulitan likuiditas,
sehingga Bank Indonesia menggulirkan dana talangan sebesar Rp. 6,7 triliun,
pada dua tahun yang lalu. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan
menemukan fakta bahwa Rp. 6,7 triliun kebutuhan dana talangan Bank
Century penuh dengan rekayasa. Sebesar Rp. 5,8 triliun sebenarnya dipakai
untuk menutupi kewajiban para pemegang saham. Pengadilan menganggap
keduanya merupakan "double criminality sehingga meskipun asetnya ada
yang dikuasai oleh pihak ketiga yakni Robert Tantular, tetap ikut serta
dirampas untuk negara. Aset Robert Tantular beserta istrinya, Tan Chi Fang
ikut serta dirampas karena Robert Tantular ikut bersama-sama dengan
Hesham-Rafat menandatangani letter of commitment tertanggal 16

November 2008 untuk mengatasi permasalahan Bank Century.

112 pytusan RengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomof0399/PID.B/2010/PN.JKT.PST
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B.2.2. Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana

khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi

tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan

hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin
terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan
perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi

2003 (United Nations Convention Againstorruption (UNCAC), 206%)

mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap

stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan
institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan
berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Arti penting dari dilakukannya ratifikasi konvensi ini adalah merupakan
komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam
percaturan politik internasional. Adapun arti penting lainnya dari ratifikasi
konvensi tersebut adalah:"**

a. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak,
membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana
korupsi yang ditempatkan di luar negeri.

b. Untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik.

c. Untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan
proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.

d. Untuk mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah

113 Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB
Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan KorporéBaper, Jakarta, 2006, him.;ldan
Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan
Kejahatan Korpaasi di Indonesia: Membentuk lus Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB
Menentang Korupsi Tahun 2008aper, Jakarta, 2006, him. 1.

1 PenjelasanUndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesah&imited Nations Convention
Against Corruption, 2003
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payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup
bilateral, regional dan multilateral.
e. Untuk harmonisasi peraturan perundangan-undangan nasional dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan
konvensi ini.
Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi
merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crimedan
mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional.
Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenaidt NB @Sy A2y 2F [/ N
¢CNBIGYSyYy( FahgmenkekabkynReSoNdiE/ 2 NNHzLIG A 2y Ay D2
di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:
1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official):
a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program
pemerintah 0 a OF Yy RSaiNRe& (KS Lialitgysiok I f ST
2PSNYSyYy Gt ;LINBPINF YYSagD
b. Dapat menghambat pembangunan 6 & K AR/SREBSNI 2 LIY Sy (1 € 0
c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat 6 & @A OG A YA T S
AYRAGARdzZE £ A YR INRdAzZLIAE O
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan
ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.'®
Dalam persfektif internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang
sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. Centre for Crime Prevention
(CICP3ebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai
GYAraadza 27F 0Lz f A Obenwd 6P NruFsiardchpldh JF G S 3
dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (bribery),penggelapan
(emblezzlement)penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan
(exortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan
kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan
yang bersifat ilegal (exploiting a conflict interest, insider trading)epotisme,

komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission)dan

115 Barda Nawawi Arief Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1998), him. 69.
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kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia,
korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (transhational border crime)dan
mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, tindak pidana korupsi
merupakan extra ordinary crimesehingga diperlukan penanggulangan yang
bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement)an tindakan-tindakan yang luar
biasa pula (extra ordinarymeasures) Dari dimensi ini maka fungsi Hukum
Pidana Internasional adalah sangat penting. Sebagai kejahatan yang bersifat
transnasional maka kebijakan legislasi di Indonesia haruslah mengacu kepada
tindak pidana korupsi yang terdapat di negara lain sepanjang hal tersebut relatif
sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan kultur orang Indonesia.

Korupsi terjadi hampir di semua negara-negara sedang berkembang,
termasuk Indonesia, selain Nigeria, Peru, Filipina. Kini berkembang suatu issue
bahwa korupsi mempunyai kaitan pula dengan kejahatan-kejahatan lain yang
terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil
korupsinya melalui pencucian uang (money launderingdengan pemanfaatan
transaksi derivatif yakni melalui transfer-transfer internasional yang efektif.
Sebagai suatu kejahatan yang melintasi batas teritorial suatu negara (trans-
nasional) dan sebagai kejahatan terorganisasi (organzed crimég, bahkan korupsi
seringkali melibatkan korporasi sebagai pelaku. Gambaran ini mengingatkan
kepada kita bahwa penanganan korupsi menjadi semakin rumit. Persoalan ini
akan menjadi semakin rumit, dengan semakin banyaknya aset publik yang
dikorup kemudian disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju
terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut, ditambah lagi
dengan jasa para professional yang disewa oleh koruptor sehingga tidak mudah
untuk melacak, apalagi memperoleh kembali aset tersebut. Pengembalian aset
menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara
berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara

yang bersangkutan merupakan masalah serius.'®

116 | Gusti Ketut Ariawan,8tolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset

. A C AJbrAa Kertha PatrikaVol. 33 No. 1, Januari 2008
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Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio¢ corruptus dalam Bahasa
Indonesia disebut corruptie dalam Bahasa Inggris disebut corruption dan dalam
Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti
harfiah corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak
jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.117

Korupsi di dalam . £ I O1 Q& [ FRISIAICKI A@&/ dzINBdz LIS ND d:
dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak
sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan
kewajibannyadanhak-K I { RF NA ™LA KF {1 fFAYyE®

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak
mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi,
baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik,
menyimpang dari aturan yang berlaku.’™® Hakekat korupsi berdasarkan hasil
penelitian World Bank adalah &An Abuse of Public PowenrfPrivate Gairis?
(penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi).

Pengertian korupsi secara vyuridis, baik arti maupun jenisnya telah
dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada
perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negaara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang
memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang
perseorangan.

Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

117 Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana(Bandung, Alumni, Cetakan Keempat, 1996), him. 115.

1990).

119 Vito Tanzi,Corruption, Governmental Activities, and MarketdIF Working Paper, Agustus 1994.
120 World Bank, World Development Reporz The State in Changing WorJdVashington, DC, World
Bank, 1997.
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1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang
disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat
(2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, ¢, dan d, serta
Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Piddana Korupsi).

3. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10
huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion).
(sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan
rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12
huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi).

Dari 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang

memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan 3,

sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku

menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.
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Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undaimglang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi, meliputi:
Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan vyang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Pasal 6
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab
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Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda
paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15
Setiap orang vyang melakukan percobaan, pembantuan, atau
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk
terjadi’ tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama
sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

B.2.3. Tindak Pidana Narkotika
Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke(Bahasa Yunani)

yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa
lagi. Yang dimaksud dengan narcoticadalah a drug that dulls the sense, relieves
pain, induces slee@mnd can produce addiction in varying degrd&sdargo,
1981). Karena itu, penggunaan karkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan
dapat menimbulkan ketergantungan (addiction/craving karena menimbulkan

kaidah-kaidah ilmu kedokteran.
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Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi
sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika
menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupum maupun semi sintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan
keputusan menteri kesehatan.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk
memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan
suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.
Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika
apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat
menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat
menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan
sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut
secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu,
melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata
kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu
bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang
kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra

suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai
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kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan
baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan
Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah
diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan
perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium
(Opium Commisigntelah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan
obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (International Opium
Conventiohdi Den Haag Belanda pada tahun 1912.

Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal
Narkotika 1961 (Single Convention Narcotic Drugs, 19@in telah diubah
dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (Protocol
Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, ) 18&1 Konvensi
Psikotropika 1971 (Convention onPsychotropic Sucstances, 197di Austria
pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika 1988 (United Nation Convention Againts lllicit Traffic on N&cco
Drugs and Psychotropic Substances, 1988

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan
upaya memberantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut,
Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna
mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam
menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, pada zaman
Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan undang-undang tentang obat bius
yang dikenal dengan Verdoovende Middelen Ordoantie Stbl 1927 No. 278 jo.
536 telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan Undang-Undang Obat
Bius. Undang-Undang obat bius (Verdoovende Middelen Ordonnaie27-278 jo
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536 tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-Undang obat
bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu
(1927).

Mengingat Stbl 1927 No. 278, jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah
terlampau lama, sehingga tidak bisa di terapkan untuk menanggulangi
kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operandi
yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih. Menanggapi hal tersebut,
guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikeluarkan
Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-saha
penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan
narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan
yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkotika, sehingga Instruksi
Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan
Verdoovenden Midden Ordonantiedan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan
dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,
sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di
bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika
sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan
sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran
narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan
perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat
menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya
bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan  pengendalian dan  pengawasan  sebagai  upaya

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
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narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara

bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine
yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan
menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk
pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan
narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan
umat manusia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan
serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang
baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,
hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan
baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan
peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Dengan demikian Undang-Undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif
untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mempunyai
cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun
ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain
didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan
kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai
lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup
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pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan
publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu
penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan vyang
diawasi (controlled deliverydan pembelian terselubung, serta permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah
mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika
melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan
pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi
medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di
dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di
kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab
itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek
psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana
narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan
maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan
nasional.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang juga terkait dengan
tindak pidana pencucian uang, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

121 palam kasus tersebut Terdakwa

transnasional, adalah kasus Agbashi Chika.
Agbasi Chika ditangkap oleh saksi Sutikno dan saksi Bambang Supriyadi.
Keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan

Reserse Kriminal Polri karena menerima aliran dan atau mentransfer dana hasil

2! putusan Mahkamah AgungNo. 1105 K / Pid.Sus / 2010.
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tindak pidana dari Joseph Nsubuga alias JO. Setelah beberapa kali pertemuan,
Terdakwa mengetahui bahwa bisnis Joseph Nsubuga alias JO adalah lllegal Drug
Trafiking, yang diketahui dari Amechi teman dari Joseph Nsubuga alias JO dan
uang berasal dari Amechi. Pada tahun 2007 Joseph Nsubuga alias JO
memberikan dua nomor rekening antara lain Oceanix Bank milik Phinex
Investment di Nigeria dan Zenith Bank kepada Terdakwa melalui SMS ke
handphone Terdakwa dimana kedua rekening tersebut untuk menampung
aliran dana dan atau kiriman uang. Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria
atas suruhan Joseph Nsubuga alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail
milik Terdakwa ke Rekening di Oceanic Bank dan Rekening di Zenith Bank.

Selanjutnya Terdakwa juga terbukti membawa uang tersebut dengan cara
meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam
pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan
menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

Terdakwa telah memiliki rekening atas nama Agbasi Chika serta
menguasai rekening Bank BCA atas nama Cruspina Maria yang sebelumnya
Terdakwa peroleh dari Sdr. Jubai atau JEO yang merupakan Narapidana di LP
Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama Cruspina Maria
digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : Heny Avalidia
Siboro alias Anna, Zalman alias Zacky Idris melalui rekening atas nama Erica
Sundary, Rasyi Yolanda, Oktavia Darmansyah alias Hana Silvy Agustine alias
Jumaini, dan Blessing Mariska alias Grace Mary Jones alias Stella Maris CT.
Rekening atas nama Cruspina Maria yang dikuasai Terdakwa adalah untuk
pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa
sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa Agbasi Chika
digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank
Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai. Di dalam buku tabungan
milik Terdakwa terbukti Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari
rekening Cruspina Maria. Rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan

pendebetan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang.
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Rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, dimana
terdapat mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,-
dengan keterangan penjualan dollar, serta rekening lainnya terdapat mutasi
masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,-
dengan keterangan penjualan dollar.

Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Agbasi Chika terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

A Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor,
mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar
Narkotika Golongan | secara terorganisasi (terbukti Tindak Pidana
Narkotika).

A Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau
membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau
perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (terbukti Tindak Pidana Pencucian
Uang).

A Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20
(dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek ¢ aspek yang direformasi
dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 5
tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman
hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang terberat di susul dengan
golongan Il dan Il (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam
pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat).

Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
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2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa
dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui
permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang
dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.

3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku
penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa
penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat ¢ sindikat yang terorganisasi
rapi dalam operasionalnya.

4. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di
perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah
direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus

melalui yurisprudensi.

B.2.4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(amandemen kedua) dalam Pasal 28A menyebutkan bahwa, setiap orang
berhak untuk hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Pasal 28B setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam era globalisasi saat ini, transportasi baik di dalam negeri suatu
negara maupun lintas negara baik transportasi dengan peralatan sederhana
(perahu, sepeda, kereta kuda/sapi, dan lain-lain) maupun dengan alat
transportasi dengan peralatan anggih (pesawat terbang, kapal bermesin
modern dan lain-lain), menyebabkan timbulnya roda perekonomian suatu
negara mempunyai variable dan memungkinkan bermunculan berbagai industri
barang maupun industri jasa. Perdagangan manusia memanfaatkan kemajuan
industri jasa sebagai salah satu cara untuk mengeruk keuntungan secara terus
menerus, dan merupakan industri yang paling menguntungkan diantara
berbagai kejahatan trans nasional lainnya termasuk trafficking of drugs and

arms.
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Berbeda halnya dengan kejahatan untuk komoditi barang yang habis
sekali dipakai sebagaimana narkoba, komoditi manusia dapat dibeli, dijual dan
diperlakukan secara kejam dan berulang-ulang untuk meningkatkan margin
keuntungan. Kejahatan ini mencari mangsa pada mereka yang lemah secara
pisik, emosional atau ekonomi, mengekploitasi aspirasi dan mimpi-mimpi
mereka yang tidak berdosa, dalam situasi ini maka tidak akan terjadi

kekurangan calon korban.'*

Tindak pidana Perdagangan Orang dilakukan oleh
berbagai kelompok besar dan kecil, terorganisasi atau tidak, bahkan oleh
anggota keluarga sekalipun.'?®

Definisi perdangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000,
ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan
protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas
manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal
dengan sebutan ¢ t N2 @i 2 © & NM6tBkéI ini merupakan sebuah perjanjian
yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban
bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal

31" yang berbunyi:

a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan,
pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan
melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan,
penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk
mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.
Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui
bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-

praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui

pemindahan organ tubuhnya.

122 Nugroho, Susanti, AdiGambaran Umum Tentang Manusia/Trafficking In Perso@eramah di
Hotel

Quality Makassar, tanggal Auli 2007.

123 |OM Indonesia,Fenomena Traficking Manusia dan Konteks Hukum Internasignahkarta, 2006,
him. 11.

124 10M, Combating Traficking in Person in Indonesijalakarta, 2006, him. 4
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b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada
Pasal 3 sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana
yang dimaksud pada sub (a).
c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan
seorang anak untuk YI { &dzR Sl1aLX 2Ad4laA RA Fy33l L
2N y3Ie€ YS&a1ALlzy | LIOATI Kl f AYA GARI
termaktub pada sub (a) pasal ini.
d. €1yl 1é¢ O0OSNINIHA &aSaS2Nlry3a ely3a YIaiAK |
tahun. Berpokok pangkal dari definisi tersebut diatas dalam Pasal 3 sub (a),
maka dapat di lihat unsur pokoknya, yaitu :
1) Proses: terdiri dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan,
penampungan atau penerimaan orang.
2) Cara: ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara
kekerasan lain, penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan,
pemberian atau penerimaan pembayaran tertentu untuk persetujuan
atau mengendalikan orang lain.
3) Tujuan: Eksploitasi (setidaknya melalui eksploitasi melalui pelacuran,
melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau
memberikan pelayanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-
praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui

pemindahan organ tubuh)'®>.

SelanjutnyaR I @ F NJ LISYATANI Y RA{Sftdzr NJFyyel dat N
- Untuk memperkenalkan definisi internasional pertama tentang perdagangan

orang.
- Menjabarkan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menunjukan

kejahatan perdagangan orang.
- Menggariskan dan menyarankan upaya-upaya kooperasi antar negara guna

memerangi perdagangan orang dan melindungi serta melayani korban®?®,

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam

Rapat Paripurna Terbuka tanggal 20 maret 2007 telah menyetujui Rancangan

125|0M,Ibid., him. 5
126 |OM, Ibid., him. &
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Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO) untuk disahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4720. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia

untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tersebut dan telah diundangkan

pada tanggal 19 April 2007. Sebagai perbandingan dengan protokol palermo,

maka definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

N2Y2N) HmM ¢ Kdzy HAnT I RFfEFK E¢AYRITIY

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi

FdFdz YSYy3lF{1AolFG1rYy 2NIy3 GSNBTLIX 2A0F aAé
Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 tahun

HANT RA aSodzi{ly ol Kgl €9laLx 2A01 &aA ||

persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik berupa perbudakan, penindasan,

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/ atau jaringan tubuh atau

memenfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

YSYRFLI Gy 1Sdzyldzy3aty oFA1l YFGSNRAE YI
Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang

YSyeFdFrlFyYét SNRIFIFYALY &I-Mdyang belerh y LIS NR

dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama ey | Y (| jlgalzy ¢ X

didalam Pasal 324 Y | | t RAY@FGIETFY €. FN}¥y3 airl LI F

dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja

turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan

tersebut diatas, diancamdey A+ y LIARF Yyl LISy al NI LI fAy3 f
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Disamping di dalam KUHP, perdagangan orang juga telah diatur dalam
Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia,
gly3a YSyeldal{1ly ¢{SGAIFILI FyI] 0 SIMIK | | dzy
kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,
serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan, narkotika, psikotropika, dan zat

FRATGAT fFAYyYyel ¢ o { SindaAgyWombriaiZah8ndza?

Pl
>
P

tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perdagangan anak dan
eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal
88. Di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
t SN AYRdzy 3ty !'yI 13X RA&ASOodzilltYy oOlakKkgl €{S
menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 23Tk Kdzy wHnnuw GSydGry3 tSNIAYyRdzy3Ily !yl
yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan,
ol Kgl @ly3a RAYLI 1 &dzR RSy 3dgyeluh petusja 18 RI f | K
ORStIFLIY o0Sflao GFKdzys GSNXYIFadzl kFylF1 @&l
undang tersebut tidak bisa diterapkan kepada pelaku perdagangan orang yang
korbannya bukan anak-anak.
Di dalam praktek pasal-pasal pemidanaan tersebut sulit untuk diterapkan,
sebagaimana prediksi pihak kepolisian, bahwa pelaku perdagangan orang
seringkali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada tahapan perdangan orang
seperti misalnya Orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar
atau membawa korban. Upaya penuntutan kepada germoyang sering berlaku
sebagai pelaku perdagangan orang menggunakan Pasal 333 KUHP tentang
EYSNY YLI & {(SYSNRS{FlIY &aSaS2Nly3¢ 2dal
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FadzKyel ¢ O0SNESRAF £€YSYOSNATIlIYéE LISNyel gl
atas kemauan sendiri dan seijin orang tua.'”’
YSNI yOdzl y LISy T a AdNshwgh uMius, Wi dafanl Padal 451 | V' I | €
Yot RA &S 0DEm hallp&dntutan dpidana terhadap orang yang
belum dewasa, karena melakukan sesuatu tindak pidana sebelum umur 16
(enam) belas tahuné.
Anak adalah orang yang dalam masalah anak nakal telah mencapai 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dalam Pasalm @1 G0 6mM0O RAYye@LFGlFLY
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
YFaAK RIFEfTFY 1FYyRdzy3dlyés RIETFY KIf§ AY A
Undang-undang yang satu dan Undang-undang yang lainnya, yang bisa
berpengaruh terhadap penindakan hukum bagi pelaku perdagangan orang.
Selanjutnya dalam Pasal 297 KUHP mengenai larangan perdagangan
wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan
tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan yang sanksinya di nilai terlalu ringan
yang tidak sebanding dengan dampak yang di derita korban akibat perdagangan
orang, yakni dengan di pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan pada
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO) dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
GSyidly3 te¢tth YSyeSodziily €éWA{ll YSyeSol
menderita luka berat, terganggu jiwanya, hilangnya fungsi reproduksi,
kehamilan maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana seperti
tersebut di atas, dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur

121 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan
orang/trafficking in person di Indonesialahun 20032004,Jakarta, 2004. him11.

101



hidup dan dipidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang di lakukan suatu korperasi
(korperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum)- selain pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya juga dipidana denda dan pemberatan 3 (tiga)
kali lipat dari pidana denda sebagaimana di atur dalam Pasal 2,3,4,5 dan 6
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dan pencabutan ijin
usaha, perampasan kekayaan hasil tinda pidana pencabutan status badan
hukum (Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang
PTPPO).

Di samping Undang-undang tersebut diatas, sebagai dasar hukum nasional
untuk menindak pelaku perdagangan orang, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 26,28
dan 29 ayat(2)).

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor
138/1973 tentang usia minimum di perbolehkan bekerja.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang HAM.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Rl 182
tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak.

7. Keppres Rl Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak-
anak (Convention the Right of CHild

8. Keppres Rl Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi
kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara (Pasal 5).

9. Keppres RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan.

10. Keppres Rl Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI.
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BAB IV
KERANGKA TEORITIK KERJASAMA INTERNASIONAL

A.Landasan TeoriKerjasama InternasionalDalam Penanggulangan Kejahatan
Transnasional
Interaksi antar negara tidak dipahami sebagai sesuatu kondisi yang statis.

Aturan-aturan, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi
internasional bukanlah sesuatu yang terjadi dalam kehampaan tetapi merupakan
hasil dari proses panjang dan dinamis yang dihasilkan oleh dinamika dalam interaksi
antarnegara. Ini tentu saja berbeda dengan lensa dan cara pandang hukum
internasional yang cenderung untuk melihat aturan, norma-norma dan prinsip-
prinsip itu yang dikembangkan di tingkat internasional sebagai sesuatu variabel yang
independen yang mempolakan perilaku antarnegara.

Karena itu pemikiran yang akan diuraikan dalam tulis dalam sub bab ini
bukanlah dengan membahas dokumen-dokumen hukum internasional yang telah
dihasilkan dari perspektif hukum internasional, yang lebih dikupas dalam
pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan pertanyaan mengapa terdapat
keenderungan untuk membicarakan kejahatan internasional? Kesulitan-kesulitan
apakah yang muncul terkait dengan konsep kejahatan transnasional itu? Pilihan-
pilihan apakah vyang tersedia bagi Indonesia terkait dengan isu kejahatan
transnasional ini.

Istilah kejahatan transnasional mulai muncul secara resmi dan banyak
digunakan sejak tahun 2000 ketika PBB mengeluarkan The UN Convention Against
Transnational Organized Crimevienurut kajian yang dilakukan oleh John
McFarlane®?® terhadap dokumen ini, istilah transnasional dalam konteks kejahatan
itu menunjukkan empat hal (1) bahwa kejahatan itu dilakukan tidak hanya di suatu
negara (2) kejahatan itu dilakukan di suatu negara tetapi sebagian besar
perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliaannya terjadi di negara lain (3)
kejahatan dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kriminal yang
melakukan kegiatan-kegiatan kriminal di lebih satu negara (4) kejahatan itu

dilakukan di suatu negara tetapi membawa akibat yang besar pada negara lain.

ws* [ ET - A& A OIRAgiodah and; imemat®nal@ooperation in tackling transnational crime,
terrorism and the problems of disrupted stat§slournal of Financial Crime, Vol. 12 Iss: 4, pp.3@1
309.
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Dengan karakeristik seperti ini istilah transnasional menggambarkan adanya suatu
jaringan (network) yang melintasi batas nasional.

Walau baru dikeluarkan dan dipopulerkan sejak tahun 2000, namun tindakan-
tindakan apa vyang dimaksud dengan kejahatan transnasional mengalami
perkembangan. Kalau kita merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Abdullahhi Y
Sehhu, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita petik. Pertama, pada
awalnya fokus perhatian dari kejahatan internasional adalah pada drug trafficking,

people smuggling, illegal trafficking in fire armtan money laundry Namun

kemudian korupsidan terrorisme internasiona dz3+ YSy a2k RA o6l 3A LYy R

OGNl yaylairzzylft¢éRSy3ary {Stdz2d Nyel 0dKS
Desember 2004 dan resolusi DK PBB 1373 pada 28 September 2001 menyusul
terjadinya persitiwa 11 yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil tindakan-
tindakan untuk membekukan dana-dan dan asset keuangan dari orang-orang yang
memiliki kaitan dengan tindakan-tindakan teroris.

Dalam kaitan ini menarik mencatat fakta bahwa ASEAN telah memberikan
perhatian terjadap kejahatan transnasional jauh lebih dulu daripada PBB. Tiga tahun
sebelum dikeluarkannya Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional, ASEAN telah
mengeluarkan ASEAN Delaration on Transnational CrirBegjak dikeluarkannya
deklarasi ini pada 1997, ASEAN telah pula melaksanakan secara rutin pertemuan

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Créaetelah pula membuat ASEAN

Plan of Action to combatransnational Crime dan Treaty on Mutual Legal Assistance

in Criminal MattersCakupan yang termasuk dalam kejahatan transnasional ASEAN
ini cukup luas yaitu perdagangan obat terlarang, penyeludupan dan perdagangan
senjata ringan dan manusia, bajak laut, pencucian uang, kejahatan internet dan dan
kejahatan ekenomi internasional.

Di luar mekanisme internasional, dan regional, mekanisme bilateral juga telah
dilakukan untuk mecegah dan memberantas kejahatan transnasional ini. Studi yang
dilakukan oleh Louise Shelley (2002) misalnya memaparkan secara rinci bagaimana

kerjasama bilateral telah dilakukan antara Amerika Serikat dengan Rusia untuk
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menghadapi kejahatan transanasional ini sebagai bagian dari apa yang disebut
penulisnya sebagai kerjasama penegakan hukum (law enforcement cooperatigri®’
Terdapat dua alasan utama mengapa kerjasama internasional, regional, dan
bilateral ini dilakukan. Alasan pertama tentu saja adalah karena proses globalisasi.
Globalisasi tentu saja telah memudahkan kehidupan kita. Perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi, telah membuat
semakin mudahnya setiap orang berhubungan dengan orang lain. Globalisasi telah
membuat tidak ada satupun negeri dapat menutup dirinya dari bagian lain dunia ini.
Kita --seperti yang diyakini oleh kalangan pendukung globalisasi (hyperglobalizens-
1AYA o1 KARdzZL) RIFIf Y &adzt Gdz aRS&al 3t20lf¢
RFEY 1N} o6 RSy3aAly {SKARdzZIY 2Nry3 fFAYyd YA
0 I { Ibérderless world ® LI 1 FK LISNFYRI@IYiF &aRdzakAildz @R
terus berlangsung, masihlah problematik. Namun yang pasti adalah bahwa
globalisasi juga memunculkan tantangan-tantangan baru.
Salah satu tantangan itu adalah dalam bidang penegakan hukum. Globalisasi
tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang taat hukum. Dalam arus gelombang
perpindahan modal, barang dan manusia itu yang semakin cepat dengan intensitas
yang semakin tinggi itu, pelaku-pelaku kejahatan juga ikut serta bersileweran
memanfaatkan gelombang kemudahan itu. Para pelaku kriminal lintas nasional
memahami benaNJ G Sy dFy3a al aLlS|y yS3aFriA¥Té RENR T
mereka, Mereka memahami benar bahwa otoritas penegak hukum hanya bekerja
dalam kerangka batas-batas nasional. Mereka juga memahami benar bahwa
terdapat perbedaan di antara sistem hukum dan cara kerja birokrasi antar negara.
Celah-celah di antara sistem hukum dan operasi birokrasi itu yang dimanfaatkan
semaksimal mungkin oleh para kriminal lintas nasional untuk meloloskan diri dari
jerat hukum. Situasi inilah yang membatasi kapasitas lembaga-lembaga penegak
hukum untuk memberi hukuman bagi para pelaku kejahatan lintas nasional kecuali
jika para penegak hukum itu juga melakukan kerjasama seperti halnya kerjasama

yang dilakukan oleh para pelaku kriminal lintas nasional itu.

129 | ouise ShelleyO# AT 2 000EA &ECEO [/ OCAT o Rodquevile Revlew/lal A #1 OC
Revue Tocquevillgol. XXIll, No.2, 2002, pp.385.
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Di samping alasan praktis seperti disebutkan di atas, terdapat alasan lainnya
yaitu keyakinan dari kaum liberal institutionalis. Di dalam kajian studi hubungan
internasional, pandangan dari liberal institusionalis sangat mempengaruhi kuatnya
dorongan untuk melakukan kerjasama. Pandangan ini pada dasarnya menyatakan
bahwa walau kedaulatan hanya dimiliki negara --yang berarti tidak ada otoritas yang
lebih tinggi daripada negaraT namun peluang untuk kerjasama tetap terbuka lebar.
Bagi pendukung liberal-institusionalis, kerjasama itu dapat dilakukan melalui
kesepakatan dalam pembentukan norma-norma tertentu (norms building dan
melalui pembuatan prosedur-prosedur baku untuk melakukan kerjasama hingga
penyeleseaian sengketa (mechanism for dispute resolutiprinsipirasi dari gagasan
liberal institusionalis inilah yang memberikan inspirasi bagi penciptaan kerjasama
regional dan internasional, termasuk dalam bidang penegakan hukum.

Dalam kaitan ini patut pula mencatat kerjasama-kerjasama itu memiliki dua
tipe. Pertama, kerjasama yang hanya melibatkan cabang-cabang pemerintahan yang
kerap disebut dengan disebut dengan intergoverntalism Kedua, kerjasama yang
juga melibatkan kelompok di luar pemerintah yang sering disebut dengan istilah
people centered regionalisnKerjasama penegakan hukum dalam menghadapi
kejahatan transnasional pada dasarnya termasuk dalam tipe yang pertama. Hal ini
disebabkan ranah penegakan hukum hanya ada di tangan negara dimana
pemerintah menjadi representasi dari wibawa dan otoritas negara itu. Sebagai
bagian dari intergoverntalism kerjasama internasional dalam penegakan hukum
yang dilakukan Indonesia dengan pihak luar teroperasionalisasikan melalui tiga
lembaga yaitu kejaksaan, polisi dan KPK. Tiga lembaga inilah yang secara ketentuan
hukum memiliki otoritas dalam bidang penegakan hukum di Indonesia dan yang
karena itu secara operasional dimungkinkan untuk melaksanakan kerjasama
internasional dan regional untuk menghadapi kejahatan internasional. Pengaturan
tentang bagaimana kerjasama itu dilakukan berada di bawah koordinasi
Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai regulatory bodydalam pengembangan

hukum di Indonesia.
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Identifikasi dan lacakan awal terhadap praktik-pratik yang telah dilakukan
Indonesia dalam kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum
menunjukkan beberapa hal menarik.

Pertamg landasan hukum untuk melakukan kerjasama dalam bidang hukum,
yang sering disebut dengan istilah Mutual Legal Assistand®1LA), telah dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana.

Kedua Indonesia telah menandatangani sejumlah MLA bilateral dengan
beberapa negara (dengan Australia, dengan China, dengan Hongkong dan Korea)

Tiga yang disebut pertama telah disetujui oleh parlemen masing-masing melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara

Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah

Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual

Asisstance in rninal Mattery; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat

China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty
SipSSy GKS wSLlz f A O RepyRc2ofGhilaion MlitualRegal K St S

Assistance in Criminal MattgrsUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan

Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government

Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special

l RYAYAAUGNI 0AGS wS3aAA2y h¥ ¢KS tS2LX SQa wSl

Assistance In Criminal Mats), dan satu yang terakhir masih menunggu

persetujuan DPR.

Ketigg disamping yang bersifat bilateral, Indonesia juga telah menjadi salah
pihak dalam kesepakatan regional. Pada 29 November 2004, Indonesia salah satu
penandatangan dari ASEAN Mutual Leg#issistance Treatydan telah disahkan
menjadi bagian ketentuan hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal

Matters (Perjanjian ttg Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
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Keempajf di tataran internasional, ada dua momen penting yang patut dicatat.
Yang pertama pada tahun 2006, Indonesia menghasilkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption,
2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) untuk menunjukkan
komitmen Indonesia yang kuat terhadap UN Convention Against Corruption
(UNCAC). Yang kedua, tiga tahun kemudian, tepatnya pada 12 Januari 2009.
Indonesia telah mengadopsi UN Convetion Against Transnational Organized Crime
Salah satu tekanan penting dari Konvensi ini adalah keharusan untuk melakukan
MLA dalam menghadapi kejahatan yang teroganisir lintas-nasional.

Kelimg sebenarnya jauh sebelum munculnya isu kejahatan transnasional
LYR2Yy SaaAl G§St K YSydzyadzZl 1y aderfg-UdGdRglzt A | Yy &
Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ada tiga poin penting dari ketentuan
hukum ini (1) negara pemohon (requesting statg dapat meminta kepada negara
yang dimohon (requested &ate) untuk mengekstradisi seseorang yang menjadi
tersangka dan terdakwa kejahatan dengan syarat seseorang itu tidak menjadi
tersangka atau terdakwa di negara yang dimohon; (2) ekstradisi dapat dilakukan
melalui kerangka bilateral, multilateral; (3) azas untuk melakukan ekstradisi adalah
atas dasar prinsip timbal balik (reciprocity dan atas dasar kepentingan nasional
(national interes). Dalam kaitan ini menarik mencatat bahwa Indonesia telah
menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan beberapa Negara. (Dengan
Malaysia pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, dengan
Filipina melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1976, dengan Thailand melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978, dengan Australia melalui Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1999, dengan Hongkong pada tahun 2001 melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2001 dan dengan Republik Korea melalui Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2007).

Keenam,di luar jalur-jalur formal di atas, dalam praktik Indonesia juga telah
berupaya untuk menghadapi kejahatan-kejahatan transnasional ini melalui jalur-
jalur informal. Dalam hal ini ada dua ciri khas dari jalur informal ini. Pertama,
kerjasama itu dilakukan tanpa harus terlebih dahulu menghasilkan kesepakatan

(treaty). Kedua, kerjasama ini dilakukan atas dasar permintaan. Ketiga, kerjasama ini
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dilakukan secara langsung antara lembaga penegak hukum. Sebagai contoh menarik
untuk menjelaskan jalur informal ini. Tahun 2010 misalnya, Kejaksaan Agung
Indonesia Indonesia telah menerima rogatory letter dari Rumania dan Belanda
walupun Indonesia tidak memiliki MLA formal dengan kedua negara. Dalam kaitan
ini, ada dua manfaat dari jalur informal ini. Pertama untuk mengatasi kemacetan
birokrasi (bureaucratic hurdlesylan proses panjang diplomatik dalam pembuatan
MLA. Kedua, untuk memberikan efek deterrenceyang lebih tinggi bagi pelaku
kejahatan transnasional, khususnya dalam konteks ekstradisi. Ketujuh, muatan dari
karakter atau watak dari seluruh kerjasama-kerjasama ini sangat luas. la dapat
bergerak mulai dari yang sangat lembut yaitu konferensi dan pertemuan reguler,
exchange b information human reseources developmemechnical cooperation
hingga yang sangat operasional seperti pembekuan asset (asset frozef dan

ekstradisi.

. Tipologi StrategisKerjasamalnternasional (Studi Kasus di ASEAN dan Opsi di
Indonesia)
B.1. Pendahuluan

Tulisan ini disusun untuk memberikan sebuah panduan bagi Pemerintah
Indonesia untuk menyusun strategi kerjasama internasional dalam penegakan
hukum kejahatan transnasional. Dalam tulisan ini, digunakan pendekatan
menggunakan dua tipologi, yaitu berdasarkan budaya hukum dan dependensi antar
YySAFNI ® 5A aAAYyAI RATdzyl1ly O2yG2K -1 &dza
negara tersebut berada di lingkar dekat sekaligus prioritas kebijakan luar negeri
Indonesia dan termasuk dalam satu kawasan regional yang sama. Lebih jauh, tulisan
ini akan memberikan tawaran pilihan rasional atas beberapa skenario kerjasama
internasional dalam penegakan hukum dengan negara-negara di ASEAN demi

menunjang kepentingan nasional Indonesia.

B.2.Kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum
Disini, diasumsikan bahwa kerjasama internasional akan bisa terjadi dengan
baik, apabila terjadi rekonsiliasi budaya. Rekonsiliasi budaya terjadi dengan baik

apabila terjadi pemahaman akan tipologi budaya hukum negara yang bersangkutan
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dengan tipologi budaya hukum mitra kerjasamanya, dan keinginan yang kuat untuk
bekerjasama atau bertemu di suatu titik, daripada mempertahankan ego atau
interestbelaka.

B.2.1.Vaiabel-variabel pembentuk tipologi budaya hukum

Disini, digunakan tipologi budaya hukum dengan mendasarkan pada dua
variabel dalam dilema kultural, yaitu : (1) Power Distancesebuah konsep yang
dituliskan oleh Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede dan Michael Minkov dalam
Cultures and OrganizatiomsSoftware of the Mind: Intercultural Cooperation and Its
Importance for SurvivalHofstede et al.,, 2010) ; dan (2) Universalism vers
Particularism sebuah konsep yang dituliskan oleh Charles Hampden-Turner dan
Fons Trompenars dalam Building Cros€ultural Competence : How to create wealth
from conflicting valuegHampden-Turner and Trompenaars, 2000). Selanjutnya, dua
variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Power Distancamengindikasikan tentang dependensi suatu hubungan
dalam relasi kuasa di suatu negara.

Di suatu negara dengan tingkat power distancerendah, terdapat dependensi
yang terbatas dari bawahan terhadap atasan, dan ada preferensi untuk terjadinya
konsultasi yang hal ini mengindikasikan adanya interdependensi antara bawahan
dan atasan. Jarak emosional antara bawahan dan atasan relatif rendah, bawahan
dapat dengan mudah menegur atau berseberangan pendapat dengan atasan
mereka. Dengan kata lain, negara dengan tingkat power distancerendah lebih
cenderung egaliter.

Sedangkan negara dengan tingkat power distancetinggi, terdapat dependensi
yang tinggi dari bawahan terhadap atasan. Di sini, secara umum, tanggapan
bawahan ada 2, yaitu menerima dependensi yang totalitas, bahkan dalam suatu
bentuk kepemimpinan yang otoriter dan paternalistik, atau menolak sama sekali
dependensi, yang secara psikologis dikenal sebagai counterdependence hal ini
mengindikasikan dependensi dalam pengertian yang negatif. Negara dengan tingkat
power distancetinggi menunjukkan secara tegas polarisasi antara dependencelan
conterdependencedalam hal ini, jarak emosional antara bawahan dan atas menjadi

sangat lebar, di mana bawahan cenderung tak akan menegur atau berseberangan
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pendapat dengan atasannya secara langsung. Dengan kata lain, negara dengan
tingkat power distanceinggi lebih cenderung hierarkis.

Dengan demikian, power distance dapat didefinisikan sebagai perluasan
terhadap pengharapan dan penerimaan anggota masyarakat yang lebih kecil
kekuasaannya dalam suatu institusi dan organisasi di suatu negara terhadap
distribusi kekuasaan yang tidak setara. Institusi menjadi dasar yang penting dari

masyarakat, baik itu keluarga, sekolah, dan komunitas. Dengan kata lain, organisasi

YSyelrRA aSodz2 K gl KIFIYyl RA YIyl 2NIy3an2Nly3

Kedua, Universalism versus Particularisimmengindikasikan tentang orientasi

YIael Ny FdFra LINBFSNByaAa GSNKI RI LI

(universlism) atau hubungan personal yang berlaku khusus (particularisn) di suatu
negara.

Negara yang memiliki karakter Universalismlebih fokus pada aturan-aturan

RFENRARLI RIFI Kdzodzy 3l ynKdzodzy Aty LISNE2Y Lt ® 5A

untuk disepakati dan ditaati pelaksanaanya. Orang yang dapat dipercaya adalah
seseorang yang dapat menjaga kata-katanya atau menepati janjinya atau mereka
yang menaati kontrak. Hanya ada satu kebenaran atau realitas di negara dengan
karakter ini, yaitu segala sesuatu yang telah disepakati. Dengan kata lain,
kesepakatan adalah kesepakatan (a deal is a deal

Sedangkan negara yang memiliki karakter Particularism lebih fokus pada
Kdzo dzy 3| ynmKdzo dzy 3y LISNBR2Y I RIENRLI R
kontrak hukum siap untuk dimodifikasi atau diubah isinya. Orang yang dapat
dipercaya adalah seseorang yang mementingkan perubahan hubungan yang saling
berketergantungan (mutualitieg. Ada beberapa perspektif terhadap realitas dan hal
itu bergantung secara relatif terhadap setiap partisipan. Dengan kata lain, hubungan
antar persona berkembang atau berevolusi.
B.2.2.Tipologi budaya hukum

Dari kedua variabel tersebut di atas dan dari data yang diperoleh dari dua buku

NHz2dzl 'y RA idFasxs aSNIt RSy 3l yaMWIlFRFLI

dengan rentang nilai 0 sampai 1, maka didapatkan hasil perhitungan dalam bentuk

diagram tipologi sebagai berikut:
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Diagram I. Tipologi Budaya Hukum Negaf¥egara ASEAN

Country
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Sumber: (SYALTOUT et al., 2012 (forthcoming))

Dari diagram di atas, dapat dibuat tipologi budaya hukum negara-negara ASEAN
sebagai berikut :

Kuadran )] Y S3 I NI my S 3 IPewer DRsGuycadany Universalism versus
Particularism®  y3 GAYy3IIADP YI NI 1 GSNI 6 dzR I pérbon-K dz] dzY
Toriented culture.Negara-negara ini memiliki kesenjangan kekuasaan yang tinggi
atau dengan kata lain sangat hierarkis, dan di lain sisi juga sangat mengedepankan
kedekatan hubungan personal yang khusus (particulan daripada aturan hukum yang
bersifat umum dan menyeluruh (universa). Di negara-negara tersebut, pemimpin
sering dianggap sebagai seorang figur ayah yang baik, yang mengetahui dengan baik
apa yang harus dilakukan dan apa yang baik bagi bawahannya. Di negara-negara ini,
tekanan lebih berupa moral dan sosial, daripada finansial atau hukum. Kekuasaan
dan perbedaan status dilihat sebagai sesuatu yang alamiah, suatu karakter dari para
pemimpin itu sendiri yang penting, dan tidak terkait dengan berhasil atau tidaknya
mereka melakukan sesuatu. Bagi masyarakat negara di kuadran ini, pertanyaan siapa
lebih penting daripada apa, maksudnya siapa yang melakukan sesuatu lebih penting
daripada apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan diagram di atas, negara-negara

yang termasuk dalam kuadran ini adalah Malaysia, Brunei dan Philippines.
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Kuadran 1) negara-negara dengan Power Distanceéinggi namun Universalism versus

Particularism yang rendah. Karakter budaya hukum negara-negara ini bersifat
roleroriented culture Negara-negara ini memiliki karakter di mana suatu pembagian
kerja secara irokratis dengan beberapa peran dan fungsi diatur lebih dulu dan sangat
maju. Struktur-struktur tersebut bertahap, simetris, terarah di atas dan sangat luas
di bawah, stabil, rigid dan kuat. Hierarkinya sangat berbeda jika dibandingkan
dengan hierarki dalam keluarga. Setiap hierarki yang lebih tinggi memiliki fungsi
yang jelas dan dapat dibuktikan menciptakan manfaat sekaligus kestabilan dari
seluruh hierarki yang ada. Para bawahan mengikuti atasan, lebih karena peran
atasan yang memang memiliki kewenangan untuk memerintah mereka, bukan
karena status atasan belaka. Status tidak melekat secara personal, tetapi pada
sebuah peran. Berdasarkan diagram di atas, tidak ada satu pun Negara di ASEAN
yang termasuk dalam kuadran ini.

Kuadran 1) Y S3 I NI my S 3 PoMir Digtdhgeandayf namun Universalism

versus Particularismang tinggi. Karakter budaya hukum negara-negara ini bersifat

fulfilment-oriented culture.b S3 I NJ mmy S3 I NI AYA YSYATALA

didasarkan pada ide bahwa organisasi merupakan suatu upaya sekunder untuk
melengkapi hal-hal yang bersifat individual. Organisasi seharusnya dipandang untuk
berperan sebagai inkubator dari ekspresi diri dan penyempurnaan diri. Karakter
masyarakat di negara ini sangat personal dan egaliter secara bersamaan. Dengan
demikian, hampir tidak ada struktur sama sekali, atau apabila ada struktur, itu lebih
merupakan untuk kenyamanan tiap orang. Dengan mengedepankan hubungan yang
sangat personal daripada sebuah aturan yang berlaku umum namun sekaligus
egaliter, membuat budaya hukum, konsultan hukum, para penegak hukum dan
semua orang yang terlibat dengan hukum menjadi inovatif, namun memiliki
kecenderungan bekerja sendiri-sendiri. Di sini, pemimpin lebih dilihat performa
kinerjanya, daripada statusnya. Di kuadran ini, kerjasama mengikuti siapa yang
dapat memberikan impresi atau kesan akan progresifitas atau kemajuan hukum dan
ide siapa yang berjalan dengan baik. Artinya, pertarungan ide atau usulan kerjasama
internasional dalam penegakan hukum, hanya akan diterima apabila penegakan

hukum di negara mitra dinilai progresif dan telah terbukti baik, jika tidak, maka
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dalam kuadran ini adalah Indonesia, Singapura, Vietnam dan Myanmar.

Kuadran IV y S 3 NI my S 3 IPbler DistantedidnyUniversalism versus

Particularism@  y3 NBYRI K® Y| NI {GSNJ o6dzRI &l
projectoriented culture.Negara-negara ini memiliki karakter yang egaliter, namun
berbeda dengan karakter dalam kuadran | dan menggabungkan karakter dalam
kuadran Il yang lebih personal sekaligus berorientasi tugas. Jika orientasi dalam
kuadran Il adalah cara (meang, maka orientasi dalam kuadran ini adalah tujuan
akhir (end9 dari suatu kerjasama internasional. Segala sesuatu harus dilakukan

untuk menjaga intensitas atau kepentingan strategis dan capaian terhadap suatu

GFNBSG® bSIAFNInySIFNF RA {(dzr RNIY AYA

secara khusus ditangani oleh team atau kelompok proyek (project group¥ artinya
kerjasama internasional dalam penegakan hukum di kuadran ini sangat
mengandalkan pada taskforces groupsDi kuadran ini, biasanya peran-peran dari
tiap anggota dalam suatu kerjasama internasional sudah ditentukan terlebih dahulu.
Kriteria yang penting adalah bagaimana performa kinerja mitra dalam kerjasama
internasional dan bagaimana kontribusinya dalam luaran yang diinginkan (desired
outcomg. Berdasarkan diagram di atas, negara-negara yang termasuk dalam

kuadran ini adalah Cambodia, Laos dan Thailand.

B.2.3.Skenario kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum
Dengan tipologi budaya hukum di atas, maka dapat diprediksikan skenario
terbaik dari kerjasama internasional antara negara-negara tersebut adalah sebagai
berikut :
Pertama, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum yang paling
mudah sekaligus menguntungkan adalah dengan negara-negara berkuadran sama,
karena tidak terjadi perbedaan yang besar dalam karakter budaya hukumnya. Jadi
bagi suatu negara di kuadran |, paling mudah melakukan kerjasama intenasional
dengan negara-negara lain di kuadran |. Begitu pula bagi negara yang berada di

kuadran lll, paling mudah bekerjasama dengan negara di kuadran Il juga. Serta
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tentu saja, bagi negara di kuadran IV, paling menguntungkan bila bekerja sama
dengan negara di kuadran IV juga.

Kedua, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN,
memberikan kemungkinan sekaligus keuntungan paling besar di kuadran Ill, di
mana negara-negara yang berada di kuadran lll tetap, sedangkan negara-negara
yang berada di kuadran | dan kuadran IV berpindah ke kuadran lll. Dalam skenario
ini, negara-negara yang berskala di kuadran Ill mendapatkan temptation atau
absolute gainsedangkan negara-negara yang berasal dari kuadran I dan kuadran IV
mendapatkan reward, dimana temptation dan reward bernilai positif. Diskenario ini,

kerjasama internasional yang terjadi haruslah fulfilment-oriented culture.Di sini,

1SOSYRSNHzy Il yyel GAl L) yS3l idékatah yardg Yfarud S1 SNE |

dilakukan adalah yang personal sekaligus egaliter. Diskenario ini, tiap negara ASEAN

harus berlomba untuk menunjukkan performa kinerja penegakan hukumnya yang

OFA1Z F3IFNI OoAAlF RAGSNAYEF RIEYkEGlumyaRALl | dzA

kerjasama internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa tercapai dengan

OFATZ FLIOAELF dzLJ- &1 LISyS3F{ly KdzldzY ylF aaz

Dengan demikian, pendekatan sharing and comparing experience®njadi sangat
efektif bagi terciptanya kerjasama internasional ini. Lebih jauh, forum pembelajaran
bersama (learning community Yy i F NJ LISy S3t+ 1 Kdz] dzY
atau pertukaran maupun pengiriman pengajar atau pelatih penegakan hukum dari
satu negara ke negara ASEAN lainnya, menjadi lebih penting dan sangat efektif.
Ketiga, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan
YSYOSNALIlIY {1Sdzyildzy3aly LI fAYy3I o0Sal NJ

RI

yang baik bagi negara-negara di kuadran Ill, namun 0 A | € | GAYy3I3aA ol

di kuadran IV, apabila kerjasama internasional diarahkan pada kuadran I. Diskenario

ol

NA
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AYAS yS3AFNInyS3F NI Rémptdtiozl neghkd §f kuddranYIS Yy R LI @

mendapatkan rewarddan negara di kuadran IV cenderung menjadi pecundang. Bagi

YyS3AF NI my S3F NI RA {1dzZRN}Y LLLX GARLI

rekonsiliasi budaya hukum, mereka hanya perlu mengubah pendekatan yang selama
ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan kerjasama yang personal dan

hierarkis. Sedangkan bagi Negara-negara di kuadran IV, mereka harus melakukan
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aturan dan egaliter, menjadi pendekatan yang personal dan hierarkis. Diskenario
dengan karakter personoriented culture ini, kerjasama internasional sejatinya
FRFfIFTK {SNEBF&al YLl LISNBR 2 Y I f Iy il NI

StAl R

LISNI SYdzty GAy3A1TFG GAY3I3IAA LI MBEANISUMAIY A LIA Y

menemukan elan vitalnya.

Keempat,kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan
memberikan keuntungan paling besar bagi Negara-negara di kuadran IV, kompensasi
yang baik bagi negara-negara di kuadran Ill, namun biaya tinggi bagi negara-negara
di kuadran |, apabila kerjasama internasional diarahkan pada kuadran IV. Di skenario
ini, negara-negara di kuadran IV mendapatkan temptation, negara di kuadran IlI
mendapatkan reward dan negara di kuadran | cenderung menjadi pecundang. Bagi
negara-negara di kuadran Ill, tidak terjadi kesulitan adaptasi dalam rangka
rekonsiliasi budaya hukum, mereka hanya perlu mengubah pendekatan yang selama
ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan kerjasama yang berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku universal dan egaliter. Sedangkan bagi negara-negara di

kuadran I YSNB {1l KINHza YStl 1dzlly WNB@2ftdzaA o

pendekatan yang selama ini personal dan hierarkis, menjadi pendekatan yang
berbasis aturan dan egaliter. Diskenario dengan karakter projectoriented cultureini,
kerjasama internasional dalam penegekan hukum sejatinya adalah membentuk task-
force groupsuntuk menangani suatu penegakan hukum dalam menangani suatu
kejahatan transnasional tertentu (a specific transnational crimeecara bersama-
sama. Di pola ini, hasil dari kerjasama internasional antar lembaga penegak hukum
RFNA &St dzNUzK yS3I NI LJSa S NI | I 3 NJ
transnasional lebih penting daripada pembahasan suatu mekanisme internasional
dalam pemberantasan kejahatan transnasional, terlebih lagi yang ditentukan dalam
ddzl Gdz F2NHzY St AO RI NRAASEANSuyirditmt Y & A y 3
Kelima, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan
memberikan kompensasi yang baik bagi negara-negara di kuadran | dan IV, namun
biaya tinggi bagi negara-negara di kuadran lll, apabila kerjasama internasional

diarahkan pada kuadran Il. Di skenario ini negara-negara di kuadran | dan IV
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mendapatkan reward, sedangkan negara-negara di kuadran Ill cenderung menjadi
pecundang. Dalam skenario ini, terjadi rekonsiliasi yang baik antara negara-negara di
kuadran | dan kuadran IV. Di skenario ini negara-negara di kuadran |, harus
mengubah pola pendekatan yang sebelumnya personal dan hierarkis, menjadi
pendekatan yang berbasis aturan dan hierarkis. Begitu pula negara-negara di
kuadran IV, harus mengubah pola pendekatan yang sebelumnya berbasis aturan dan
egaliter menjadi pendekatan yang berbasis aturan dan hierarkis. Sedangkan negara-
YyS3IIFINI RA (1dzFr RN} Y LLLX KIFNd¥za aStlldzlly WN
pendekatan yang selama ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan berbasis
aturan dan hierarkis. Di skenario dengan karakter role-oriented cultureini, kerjasama
internasional dalam penegakan hukum hakikatnya adalah sinkronisasi dan/atau
pembentukan aturan bersama, sekaligus pembentukan mekanisme serta pembagian
peran masing-masing negara dalam suatu penegakan hukum atas kejahatan
transnasional. Sebenarnya, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 20 November 2004, maupun
kesepakatan bersama untuk mengadopsi sebuah konvensi internasional, termasuk di
dalamnya ratifikasi bersama Unitede Nation Convention Against Transnational
Organized Crim@JNTOC) merupakan salah satu bentuk dari pendekatan kerjasama
internasional berdasarkan skenario ini. Dengan kata lain, skenario ini menghendaki
pendekatan yang sangat legalis, strukturalis dan institusionalis.

Jika melihat pilihan skenario di atas, maka Pemerintah Indonesia disarankan untuk

memprioritaskan skenario yang berkarakter fulfilment-oriented culture

B.3.Kerjasama internasional berdaskan tipologi dependensi antar Negara
Dalam konteks ini, kerjasama internasional dilihat berdasarkan tipologi
dependensi atau ketergantungan satu negara dengan negara yang lain. Tipologi
dependensi ini berguna untuk menentukan apakah kerjasama internasional tersebut
berbentuk unilateral, bilateral, regional atau multilateral.
B.3.1.Variabelvariabel pembentuk tipologi dependensi antar Negara
Dalam konteks ini, dependensi yang akan diukur adalah dependensi

perdagangan antar negara, seperti yang digunakan oleh Katherine Barbieri dalam
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disertasinya yang telah dibukukan dengan judul The liberal illusion: Does trade
promote peace?(BARBIERI, 2008). Dependensi perdagangan merupakan rasio
besaran kontribusi perdagangan antara suatu negara dengan negara lain, terhadap
nilai total perdagangan internasional negara tersebut. Sehingga, dependensi
perdagangan antar negara tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

w v

Di mana

Da :Dependensi A terhadap B
Ds :Dependensi B terhadap A
Xag :ExportAkeB

Xsa :ExportBkeA

Xaw : Export A ke seluruh dunia
Maw : Import A dari seluruh dunia
Xsw : Export B ke seluruh dunia
Mgw : Import B dari seluruh dunia
t=n :Seri waktu sejumlah n

Setelah mendapatkan nilai dependensi masing-masing negara, maka dapat dihitung
kemudian Symmetrydan Saliencedari relasi tersebut. Symmetry menunjukkan
keseteraan relasi dependensi antar kedua negara. Jika semakin mendekati nilai
dependensi yang sama, maka nilai Symmetry dari relasi dependensi tersebut

semakin besar. Sehingga Symmetrydapat dihitung sebagai berikut :
m p ¥0s pO Os

Di mana

M: Symmetryantara relasi A dan B
'O : Dependensi A terhadap B

'O :Dependensi B terhadap A

Sedangkan Saliencamenunjukkan seberapa penting relasi dependensi tersebut bagi
suatu negara. Esensinya Salienceini mengukur berapakah besaran jarak antar
dependensi suatu negara terhadap dependensi negara lainnya. Sehingga Salience

dapat dihitung sebagai berikut :
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Di mana

— Symmetryantara relasi A dan B
‘O : Dependensi A terhadap B

‘O : Dependensi B terhadap A

B.3.2.Tipologi dependensi antar Negara
Jika rumus-rumus di atas, dipakai untuk mengukur Symmetrydan Saliencenegara-
negara ASEAN terhadap ASEAN pada periode 2000-2010, maka didapatkan hasil

perhitungan dalam bentuk diagram tipologi sebagai berikut :

Diagram Il. Tipologi Dependensi Negamdegara ASEAN terhadap ASEAN

Count
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Sumber : (SYALTOUT, 2011)

Dari diagram di atas, dapat dibuat tipologi dependensi negara-negara ASEAN

terhadap ASEAN sebagai berikut :

Kuadran ) negara-negara dengan Symmetrydan Salienc&  y3 GAy3IIA P b ST
ini memiliki daya tawar yang baik secara regional sekaligus keterikatan yang kuat

dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. Dengan posisi seperti ini,
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negara-negara yang berada di kuadran ini memiliki semua kemungkinan skenario

strategi bergantung pada kepentingan ekonomi-politiknya, baik menggunakan

pendekatan unilateral (khususnya terhadap negara-negara yang memiliki Symmetry

dan Salienceyang rendah), 6 A f I (0 SNJ f GSNKIFRFLI yS3lFNFmny
Symmetryrendah namun Salienceyang relatif sama tingginya terhadap stabilitas

regional. Berdasarkan diagram di atas, maka diketahui negara-negara ASEAN yang

termasuk dalam kuadran ini adalah Singapura dan Malaysia (beririsan pula dengan

kuadran Il).

Kuadran 1] negara-negara dengan Symmetrytinggi namun Salienceyang rendah.
Negara-negara ini memiliki daya tawar yang baik secara regional namun memiliki

keterikatan yang lemah dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional.

Dengan bertumpu padaSymmetny@ ' y3 o A1 X yS3IFNInnyS3aF NI Ay
menghendaki kerjasama berbentuk bilateral. Namun demikian, kerjasama

internasional dalam forum regional dan multilateral yang direncanakan dengan

matang dan cermat, dapat bermanfaat bagi negara-negara tersebut untuk

meningkatkan Saliencemereka yang sebelumnya cenderung rendah. Berdasarkan
RAFAINIY RA FaGlFaz YEFE1F YF@2NRGFE& yS3IF NI my
tepatnya adalah Indonesia (berisan pula dengan kuadran 1), Philippines, Thailand,

Cambodia dan Brunei.

Kuadran Ill,negara-negara dengan Symmetryrendah namun Salienceyang tinggi.
Negara-negara ini memiliki daya tawar yang rendah secara regional namun memiliki

keterikatan yang tinggi dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional.

Dengan bertumpu pada Salienceyang tinggi, negara-negara ini secara alamiah lebih

menghendaki kerjasama berbentuk regional. Namun demikian, kerjasama

internasional berbentuk bilateral yang disusun secara hati-hati dapat bermanfaat

bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan Symmetry mereka yang

sebelumnya cenderung lemah. Berdasarkan diagram di atas, maka diketahui negara-

negara ASEAN yang termasuk dalam kuadran ini adalah Laos, Vietnam dan

Myanmar.

Kuadran IV,negara-negara dengan Symmetrydan Salienceyang rendah. Negara-

negara ini memiliki daya tawar yang rendah secara regional dan memiliki keterikatan
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yang lemah dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. Dengan keadaan
seperti ini, negara-negara yang berada di kuadran ini cenderung pasif atau bahkan
acuh dalam upaya pembentukan suatu kerjasama internasional di tingkat regional.
Jika melihat kecenderungan negara-negara ini yang tak dapat memanfaatkan
Symmetrymaupun Saliencemereka di tingkat regional, maka pilihan menyusun
kerjasama internasional secara multilateral bersama-sama negara lain di luar region
menjadi lebih besar. Berdasarkan diagram di atas, tidak ada satu pun Negara ASEAN
yang termasuk dalam kuadran ini.

B.3.3.Skenario berdasarkan tipologi dependensi antar Negara

Dengan tipologi dependensi antara negara di atas, maka dapat diprediksikan
skenario terbaik dari kerjasama internasional antara negara-negara tersebut adalah
sebagai berikut:

Pertamg kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar
negara di ASEAN vyang paling menguntungkan adalah double track dengan
pendekatan bilateral dan regional sekaligus, di mana dalam kerjasama ini, negara-
negara ASEAN seluruhnya tanpa terkecuali, di kuadran I, Il dan Ill, mendapatkan
keuntungan. Negara-negara di kuadran | dalam pola ini akan mendapatkan
keuntungan absolut, sedangkan negara-negara di kuadran Il dan Il akan
mendapatkan keuntungan relatif sebagai hasil rekonsiliasi strategi kebijakan ini.
Secara praksis, kerjasama dengan pola ini menghendaki agar kerjasama
internasional dalam penegakan hukum atas kejahatan transnasional dibahas dan
disepakati di forum regional ASEAN, namun juga diiringi dengan forum-forum
bilateral antar negara-negara ASEAN, khususnya terkait pelaksanaan teknis dan
operasional penegakan hukum yang melibatkan dua negara, baik dalam konteks
locus delicti pelaku, maupun korban, serta kemungkinan pelaksanaan penegakan
hukum represifnya, mulai dari penyidikan dan bersama (joint investigation,
ekstradisi hingga proses peradilan, pemidanaan maupun pembekuan serta
pengembalian aset. Kerangka mutual legal assistancgang diatur di ASEAN yang
kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan mutual antar 2 negara ASEAN adalah

contoh ideal menurut skenario ini.
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Kedua,kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar negara
di ASEAN yang memberikan keuntungan sangat besar bagi negara di kuadran | dan
I, namun moderat bagi negara di kuadran Il adalah yang berbentuk kerjasama
regional yang bersifat umum dan mengikat seluruh negara ASEAN tanpa terkecuali
(legal binding. Hal ini mengingat kondisi alamiah di mana negara-negara di kuadran
| dan kuadran Ill memiliki preferensi kerjasama internasional dalam tingkat regional
untuk mengoptimalkan Salienceyang mereka miliki. Sedangkan negara-negara di
kuadran Il, lebih cenderung tidak mendapatkan keuntungan yang besar, karena
mereka tidak dapat memanfaatkan Symmetrymereka yang tinggi secara optimum
demi kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Treaty on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters(2004) di tingkat ASEAN belaka tanpa diiringi kesepakatan-
kesepakatan bersifat operasional bilateral, menjadi contoh yang baik bagi
penerapan skenario ini.

Ketiga, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar negara
di ASEAN yang memberikan keuntungan sangat besar bagi Negara di kuadran | dan
I, namun moderat bagi negara di kuadran Il adalah yang berbentuk kerjasama
bilateral. Hal ini mengingat kondisi alamiah di mana negara-negara di kuadran | dan
kuadran II memiliki preferensi kerjasama internasional berbentuk kerjasama
bilateral untuk mengoptimalkan Symmetryyang mereka miliki. Sedangkan negara-
negara di kuadran lll, lebih cenderung tidak mendapatkan keuntungan yang besar,
karena mereka tidak dapat memanfaatkan Saliencemereka yang tinggi secara
optimum demi kepentingan nasional mereka. Dalam kerangka ini, kerjasama
bilateral dall Y A adzmA ddz GSNISyGdz YI dzLddzy LINR &S & L
baik antar negara maupun antar lembaga penegak hukum antar negara, semisal
perjanjian ekstradisi, perjanjian pembekuan dan pengembalian aset, perjanjian dan
kerjasama penanggulangan money laindering antara 2 negara ASEAN, menjadi
contoh yang baik dalam skenario ini.

Keempat, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar
negara di ASEAN yang paling menguntungkan khusus bagi negara di kuadran |
namun berisiko tinggi bagi negara di kuadran lain adalah dengan pendekatan

unilateral dan/atau multilateral. Hal ini mengingat, yang dapat memanfaatkan
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skenario ini dengan baik secara alamiah adalah negara kuadran I. Sedangkan bagi
negara-negara lain, skenario ini mengandung risiko yang lebih besar dan lebih sulit
dimitigasi. Dalam konteks ini, maka dapat dipahami keengganan Singapore untuk
berkerjasama dengan Indonesia dalam pembekuan dan pengembalian asset yang
patut diduga dari hasil tindak pidana (korupsi) atau dengan kata lain Singapore
memilih kebijakan unilateral adalah dalam rangka memaksimalkan keuntungan
(gain) bagi kepentingan nasional Singapore, dan bukan sebaliknya. Selanjutnya,
penandatanganan kesepakatan dalam forum multilateral yang lebih luas seperti
UNTOC, hakikatnya tidak member keuntungan besar bagi negara-negara di ASEAN,
kecuali Singapore dan Malaysia, yang secara ekonomi berada di posisi yang
menguntungkan dan siap secara operasional untuk menerapkan konvensi ini. Jika
melihat pilihan skenario di atas, maka Pemerintah Indonesia disarankan untuk

memprioritaskan skenario kerjasama bilateral.

B.4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diketahui bahwa dalam tipologi budaya
hukum yang berdasarkan 2 variabel determinan (Power Distancelan Universalism
versusParticularisn), Indonesia termasuk kategori Kuadran 1ll, yang berarti memiliki
Power Distancerendah namun Universalism versus Particularisgang tinggi,
sedangkan dalam tipologi berdasarkan dependensi antar Negara yang dilihat dari 2
variabel independen pembentuknya (Symmetrydan Saliencg Indonesia masuk
kategori Kuadran Il, yang berarti memiliki Symmetrytinggi namun Salienceyang
rendah. Dari sini, Indonesia direkomendasikan untuk memilih strategi kerjasama
bilateral yang berorientasi pada fulfilment-oriented Di mana upaya kerjasama
internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa tercapai dengan baik,
apabila upaya penegakan hukum nasional di Indonesia sudah baik. Indonesia
melalui pendekatan sharing and comparing experiencdsngan mitra kerjasama
bilateral, secara operasional dapat membentuk sebuah forum pembelajaran
bersama (learning community antara penegak hukum Indonesia dengan penegak

hukum Negara anggota ASEAN lainnya, secara teknis misalnya dalam bentuk Focus
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Group Discussion(FGD) atau Training for Indonesian and Malaysian Law

Enforcement Agency on Corruption and Money Launddagseterusnya.
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BAB V
KONSEPSI HUKIKERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM PENEGAKAN HUKUMDAK PIDANARANSIASIONAL

A. Konsepsi dan TeoKerjasama Internasional

Dalam konteks penegakan hukum pidana transnasional maupun internasional,
kerjasama internasional merupakan sesuatu yang conditio cine qua norKebutuhan
akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak
hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional,
juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan
perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana
internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta
perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan
hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan
ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang
tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Karenanya tidaklah
mengherankan jika dewasa ini dan masa-masa yang akan datang akan semakin
banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-
perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian
internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum
kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan
hukum internasional menduduki tempat yang utama. G.I. Tunkin mengatakan bahwa
secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang
utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas
persetujuan-persetujuan internasional.*°

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian
perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang
diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses
perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling

tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat

130 | Wayan Parthiana,Hukum Perjanjian Internasional Bagian ,1(Bandung: Mandar Maju, 2002),
him. 3.
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didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada
kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah
organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun
hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim internasional,
yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-
regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana
harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam
suatu lingkup hubungan internasional.**
Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap
kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci
dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang
lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah
didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil vyang
menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada
dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Ada beberapa alasan mengapa
negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara
Iainnya:l‘:‘2
1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara
yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang
harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan
bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-
tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang

bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang

131 Dougherty, James E. &obert L. Pfaltzgraff,. Contending Theories(New York: Harper and Row
Publisher, 1997), dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him: 418.

132 Kalevi J. Holsti|nternational Politics : A Framework foAnalysis(USA: Prentice Hall, 1994), him
362-363.
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efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis,
sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang
memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai
pihak sangatlah penting.

Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi
dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-
tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum
sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori
kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional.

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua
negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan
multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua
negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama
multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk
institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan
pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai
bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional,
dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.’*

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal,
dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma
yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori
kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan
kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai
dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik
mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang.
Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor
internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana

kesatuan diciptakan. Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

133 |bid., him . 420.
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1. Kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan
yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu
dengan yang lainnya.

2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan
negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-
bangsa.

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk
saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode
kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi
akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.”*

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi
geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali
mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara serius, sebab
pengaruh kejahatan transnasional sangat buruk dan akan mengganggu tujuan
pembangunan baik nasional, regional maupun internasional. Permasalahan hukum
yang timbul bertalian dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan
transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara yang berwenang mengadili si
pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat
kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili
atau dihukum. Apakah aparat dan perangkat penegakan hukum Indonesia serta
aturan hukum yang ada sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan dan
penanggulangan jenis-jenis kejahatan vyang tergolong dalam kejahatan

transnasional.

A.1Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama Internasional
Dalam Penegakan Hukuifindak Pidana Transnasional
Penegakan hukum kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari satu

sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau akan menimbulkan saling

ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong

134 Koesnadi KartasasmitaQrganisasi dan Administrasi InternasionglBandung: PTAngkasa 1998),
him. 19.
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dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal
dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum

tertentu.’*

Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah
kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta
suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek
tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk
hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum
internasional.’*® Sajana hukum internasional lainnya Oppenheimetauterpacht
menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar
negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang
mengadakannya.**’

Perjanjian internasional secara bebas dapat diartikan sebagai hubungan
kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang berdaulat untuk
mencapai tujuan-tujuan vyang ingin dicapai oleh masing-masing negara,
diantaranya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara,
untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi, atau untuk mempererat
hubungan antar negara di berbagai bidang. Kerjasama yang dilakukan oleh dua
negara, kemudian menggariskan dasar kerjasamanya melalui perjanjian
internasional, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah
demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, tidak ada satu
negara yang tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan negara lain yang
juga dalam arti lain, tidak ada satu negarapun yang tidak diatur oleh perjanjian
dalam kehidupan internasionalnya.138

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa:

135 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. AgoeBengantar Hukum Internasionagledisi kedua cetakan

I, (Bandung: Alumni, 2003), him117.

136 | Wayan ParthianaPerjanjian Internasional bagian 1, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2002), him.
11.

137 http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional , diunduh tanggal 10 Oktober 2012.

138 Boer Mauna,Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global
(Bandung: PT. Alumni, 2005)him. 83.
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"Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk deama
tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum
publik.”
Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

mengamanatkan, bahwa dalam membuat perjanjian internasional baik dengan

satu negara maupun dengan organisasi internasional atau subjek hukum

139

internasional lainnya, wajib memperhatikan dan memenubhi:

1) harus didasarkan pada kesepakatan paragk, dan para pihak
berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan
iktikad baik.

2) harus berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan
prinsipprinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan,
dan memperhatikan baik hukum nasional maupudmukum
internasional yang berlaku.

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa meski perjanjian international sebagai

wujud kerjasama internasional utamanya di bidang penegakan hukum sebagai
keniscayaan, namun dalam setiap proses pembuatannya tetap harus berangkat
dari kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan
kedudukan, saling menguntungkan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum
nasional maupun internasional.
Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 9, bahwa
dalam kontekd GAYRIF 1 LIARI YL OGN} yaylairzyl f a
@ dzZNA RA T &aA Kdzl dzy y Il aAaz2yl f ¢ 2dzal GStFK Y
sebagai pengecualiannya. Artinya dalam hal perjanjian internasional mengatur
yuridiksi yang lain selain yang telah diatur oleh KUHP (Pasal 2 s.d. 8), maka
perjanjian internasional itulah yang akan digunakan. Ketentuan ini juga
menyiratkan bahwa terhadap penegakan hukum tindak pidana transnasional
hukum Indonesia terbuka lebar untuk bekerjasama dalam penegakannya
Konvensi Winalahun 1969 dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan
perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: Treaty
means an international agreement concluded between States in written form

and governed by international law, whether embodied isingle instrument or

139 Pasal 4 UndangJndang Nanor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
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in two or more related instruments and whatever its particular designation
(Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara
negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik
yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang
saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya).

Konvensi Wina 198@lalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjan
antara negara dengan organisasi internasional serta antara organisasi
internasional dan organisasi internasional, yang menyatakan: Treaty means
international agreement governed by international law and concluded in written
form (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum
internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis):

a. between one or more States and one or more international
organizations; ofantara satu atau lebih negara dan satu atau lebih
organisasi internasional; atau)

b. between international organizations, whether thagreement is
embodied in a single instrument or in two or more related
instruments and whatever its particular designatidsesama
organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu
instrumen atau lebih dari suatu instrument yang saling berkaitan
tanpa memandang apapun juga namanya).

A.2.Unsurunsur Perjanjian Internasional
Berdasarkan pengertian para sarjana serta Konvensi Wina tersebut, maka
dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi suatu
perjanjian internasional, yaitu:'*°

a. Kata sepakat unsur yang esensial dalam sebuah perjanjian termasuk
perjanjian internasional, sekaligus sebagai inti dari perjanjian. Kesepakatan
inilah yang dirumuskan dalam pasal-pasal perjanjian yang mencerminkan
kesepakatan para pihak;

b. Subjeksubjek hukum internasional yang memiliki kemampuan mengadakan
perjanjian internasionalDalam sejarah perkembangan hukum internasional,
semula hanya negaralah yang diakui sebagai subjek hukum internasional,
tetapi pada awal abad keduapuluh setelah Perang Dunia |l dengan
meningkatnya hubungan-hubungan internasional dan lahirnya organisasi
internasional yang bersifat permanen, maka subjek hukum internasional

tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional dan subjek hukum

140 | Wayan ParthianaOp.Cit, him 14.
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dengan piagam PBB.

internasional selain negara (non-state entities. Lengkapnya subjek hukum
internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian
internasional, adalah: Negara, Negara Bagian, Tahta Suci atau Vatikan,
Wilayah Perwalian, Organisasi Internasional, Kelompok vyang sedang
Berperang / Kaum Belligerensi dan Bangsa yang sedang memperjuangkan
haknya.

. Berbentuk tertulis Bentuk tertulis merupakan perwujudan kesepakatan
dalam bahasa yang dipahami para pihak, dan umumnya digunakan bahasa
Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional.

. Objek tertentu Objek adalah hal tertentu yang diatur di dalam perjanjian
internasional dan biasanya langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut.
Sebagai contoh konvensi hukum laut yang berarti objeknya laut.

. Tunduk pada hukum internasiondejak perundingan untuk merumuskan
naskah, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahannya
serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum
internasional maupun hukum perjanjian internasional. Inilah yang
membedakan perjanjian internasional yang bersifat publik dengan perjanjian
atau kontrak-kontrak yang bersifat perdata atau perdagangan.

Mengenai ketundukan terhadap hukum internasional, maka Piagam PBB

YSNHzLI { Iy LISNEBFYZ2AlLY AYOGSNYFaixz2yrf
Karena Pasal 103 Piagam PBB menyatakan :

dn the event of a conflict between obligations of the Members of the
United Nations under the present Charter and their obligations under
any other international agreement, their obligations under the present

Charter shall p@ | A f ®¢

Dengan demikian negara-negara peserta Piagam PBB telah membatasi diri

untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian internasional yang bertentangan

%2 Dalam kaitan ini Oppenheinmengatakan:'*

141 Hikmahanto JuwanaBunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional dengan sub judul:
Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Bertentangahentera Hati 2001, hin. 123z124.
Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa konsekwensi lain dari perjanjiaperjanjian
internasional yang telah dibuat sebelum lahirnya Piagam PBB apabila setelah berlakunya Piagam
mempunyaiisi yang bertentangan, maka perjanjian internasional tersebut dinyatakan tidak berlaku.
143 | . OppenheimInternational Law A TreatiesEd by Lauterpacht, 8th ed. (Great Britain: Longman,
Green and Co, 1995) hh. 896 dikutip dari Hikmahanto Juwanajbid., him.123.
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GThe Charter (thus) establishes a signiftdaierarchy in the system of

conventional rules of international law. It constitutes what may be

OFff SR I GKAIKSNI fl g gALGK | NB
1
|

& dz
OF LI OAGe 2F GKS YSYoSNmB 2F GKS VA

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Piagam PBB, walaupun juga

merupakan perjanjian internasional, memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional pada umumnya.

A.3. MacamMacam Istilah Perjanjian Internasional
Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknya cukup
beragam, antara lain: treaty; convention, agreement, memorandum of
understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange
of notes, agreed minutes, summary records,cess verbal, modus vivendi, dan
letter of intent Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan
bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama
yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan
tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di
dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama
tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan
dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak
tersebut.'**
Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tentang pengertian dari

beberapa istilah yang secara umum sudah digunakan, namun demikian uraian
ini bukanlah suatu pengertian umum atau kriteria yang berlaku umum, jadi
terbuka untuk dikritik dan disanggah:
a. Traktat(Tractaatatau Treaty)

Traktat atau treaty adalah istilah yang umum dipergunakan untuk perjanjian-

perjanjian internasional antara negara negara yang substansinya tergolong

penting bagi para pihak. Sebagai Contoh:

- UnitedNation Model Treaty on Extradition (1990);

- Treaty on Extradition Between the United States of America and Japan of

March 1978.

144 penjelasan UndangJndang Nanor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
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b. Konvensi(convention)
Konvensi juga salah satu istilah perjanjian internasional, biasanya digunakan
untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral yang mengatur tentang
masalah besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaedah
hukum internasional yang berlaku secara luas baik regional maupun umum.
Sebagai contoh:
- United Nations Convention Against Corrupt{2803);
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

c. Deklarasi(declaration)
Deklarasi atau dalam bahasa Indonesia pernyataan atau pengumuman,
biasanya digunakan bagi kesepakatan yang masih sangat bersifat umum dan
berisi hal-hal pokok saja. Tetapi ada pula deklarasi yang berisi kaedah hukum
yang mengikat (Declaration of Human Right 10 Desember 194Rla
deklarasi yang menjadi lampiran perjanjian internasional (konvensi/traktat)
sebagai penafsiran / penjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
(Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International Labour
Organisation), dan ada juga deklarasi sebagai sebuah resolusi yang
dikeluarkan dalam sebuah pertemuan diplomatik.

d. Statuta(statute)
Statuta biasanya digunakan dalam perjanjian-perjanjian international yang
dijadikan konstitusi sebuah organisasi internasional, seperti: Statute of
Permanent Court of International Justiten Statute of International Court of
Justice.

e. Piagam(charter)
Charter atau piagam juga digunakan untuk perjanjian-perjanjian
internasional yang digunakan sebagai konstitusi organisasi organisasi
internasional, seperti: Charter of United Nation.

f. Protokol (protoco)
Istilah protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang kurang formal
jika dibandingkan dengan traktat atau konvensi, karenanya Protokol bisa

sebagai instrumen tambahan konvensi, Protokol bisa sebagai instrumen
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pembantu pada suatu konvensi, Protokol bisa sebagai suatu perjanjian yang
sifat dan derajatnya sama dengan konvensi, dan Protokol juga bisa

merupakan rekaman atas saling pengertian antara para pihak mengenai

A

masalah-Y'I &1 £ I K G SNJX Sy (i dz piodeyvarbaR®h 4 Sodzi aSol :
g. Persetujuan(agreement
Agreement merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang digunakan
untuk hal-hal yang dilihat dari isinya lebih bersifat teknis.
h. Pakta(Pac)
Pakta merupakan istilah perjanjian internasional yang digunakan dalam
bidang militer, pertahanan keamanan. Misalnya Pakta Atlantik untuk
perjanjian tentang organisasi kerjasama pertahanan keamanan Atlantik Utara
(Nort Atlantic Treaty Organisation / NAT&au Pakta Warsawa : Perjanjian
kerjasama pertahanan dan keamanan negara-negara Eropah Timur

berkedudukan di Warsawa (Polandia).

B. Jenis / Ruang Lingkuerjasamanternasional di Bidang Penegakan Hukufmdak
Pidana Transnasional
Dari perspektif ruang lingkupnya, kerjasama international dapat dibedakan
berdasarkan jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu
perjanjian international. Berdasarkan kelaziman dapat dibedakan, antara lain:
B.1.Kerjasama Bilateral
Perjanjian internasional bilateral ini, pihak-pihak atau negara-negara yang

menjadi peserta yang terikat adalah hanya dua pihak atau dua negara saja.
Perjanjian internasional bilateral ini sering juga disebut sebagai Perjanjian
Internasional Khusus, yaitu perjanjian yang substansinya merupakan kaedah hukum
yang khusus berlaku bagi para pihak yang bersangkutan saja, oleh karena memang
perjanjian ini hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terikat.
Sering disebut pula sebagai perjanjian tertutup, karena tertutup bagi pihak lain
untuk menjadi pihak. Sebagai contoh Perjanjian garis batas wilayah, garis batas
landas kontinen, atau Perjanjian kerjasama bidang perdagangan antar dua negara.
Perjanjian Bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hal kerjasama di

bidang Mutual Legal Assistangcentara lain:

145 JG Starke/ntroduction to International Law, Seenth Edition, (London: Butterworths, 1977)
dikutip dari | Wayan Parthiana,Op.Cit. 2002.
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1. Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in
Criminal Mattergelah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999;

2. Perjanjian MLA RI-RRC telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2006;

3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah
Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2012;

4. Perjanjian MLA RI-Korea, sedang dalam proses ratifikasi;

5. Perjanjian MLA RI-India, sedang dalam proses ratifikasi.

Sedangkan dalam hal kerjasama di bidang ekstradisi, perjanjian bilateral Indonesia

dengan negara lain, antara lain:

1. Perjanjian Bilateral dengan Pemerintah Malaysia, ditandatangani di Jakarta 7
Januari 1974, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974;

2. Perjanjian Bilateral dengan Republik Philippina, ditandatangani di Jakarta 10
Pebruari 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976

3. Perjanjian Bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, ditandatangani di
Bangkok 29 Juni 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1978;

4. Perjanjian Bilateral dengan Australia, ditandatangani di Jakarta tanggal 22 April
1992, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994;

5. Perjanjian Bilateral dengan Hong Kong, ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1997,
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001;

6. Perjanjian Bilateral dengan Republik Korea, ditandatangani di Jakarta tanggal 28
Nopember 2000, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2007;

7. Perjanjian Bilateral dengan Singapura, ditandatangani pada tanggal 27 April 2007,
belum diratifikasi.

8. Perjanjian Bilateral dengan India, ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011

B.2.Kerjasma Regional
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Perjanjan Regional ini adalah perjanjian internasional yang ruang lingkup
berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja. Berbeda dengan perjanjian
internasional bilateral / khusus, perjanjian internasional regional ini berlaku dan
mengikat negara-negara yang berada dalam satu kawasan, yang sekaligus
mencirikan regionalnya, misalnya: perjanjian internasional antar negara-negara
kawasan Amerika Latin, kawasan Afrika, kawasan Timur Tengah dan kawasan
lainnya. Namun demikian, suatu perjanjian internasional sudah dapat dipandang
sebagai perjanjian internasional regional, meskipun tidak / belum seluruh negara
dalam kawasan itu menandatanganinya, yang penting perjanjian itu sudah
memperlihatkan ciri dan corak regionalnya. Sebagai contoh Deklarasi Bangkok 8
Agustus 1976 tentang pembentukan ASEAN sudah dapat dipandang sebagai
perjanjian internasional regional, meskipun tidak / belum semua negara-negara Asia
Tenggara menandatanganinya dan belum menjadi anggota ASEAN.

Dalam hal kerjasama regional di bidang bantuan timbal balik, Indonesia telah
meratifikasi Treaty on MutualLegal Assistance in Criminal Matters, 2Q{hgan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008. Treaty on MLAni melibatkan 8 (delapan)

negara di kawasan ASEAN ditandatangani pada tanggal 29 November 2004.

B.3.Kerjasama Multilateral
Perjanjian Internasional Multilateral ini adalah suatu perjanjian internasional yang

pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta lebih dari dua negara dan
tidak terikat pada kawasan tertentu. Perjanjian ini terbuka bagi negara-negara yang
semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian ini. Jika
suatu negara ingin menjadi pihak atau peserta, dapat melakukannya dengan jalan
menyatakan persetujuan untuk terikat (consent to be bourdpada perjanjian itu.
Karena keterbukaannya disebut juga universal, karena perjanjian internasional ini
melahirkan kaedah-kaedah hukum yang berlakunya universal tidak hanya pada
negara-negara yang terlibat proses perundingannya (negotiating state§ tetapi juga
bagi negara-negara yang tidak ikut dan berkeinginan menjadi pihak. Sebagai contoh:
Konvensi Hukum Laut 1982, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, dan lain-lain.

Kerjasama multilateral yang telah diikuti Indonesia terkait dengan penegakan

hukum, baik dalam bentuk mutual legal assistanc@aupun ekstradisi antara lain:

138



1. Dalam hal pemberantasan narkotika dan obat terlarang, Indonesia merupakan
Negara Pihak (State Party dari instrumen 1961, 1971 dan 1988. Secara historis,
perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia, antara lain:
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya,
diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Convention On
Psychotropic Substancd971 (Konvensi Psikotropika 1971), diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; United Nations Convention Against lllicit
Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1888vensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
Dan Psikotropika, 1988), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1997. Konvensi PBB ini bertujuan untuk meningkatkan kerjsama internasional
termasuk yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika
dan psikotropika.

2. Dalam hal pemberantasan teroris, Indonesia merupakan anggota dari 4
instrumen (3 penerbangan sipil dan bahan nuklir). Indonesia telah
menandatangani sejumlah perjanjian internasional, antara lain, International
Convention for The Suppressiorf @errorist Bombings, 1997Konvensi
Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997), diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006; International Convention for The
Suppression of The Financing ®errorism, 1999 (Konvensi Internasional
Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), diratifikasi dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2006;

3. Dalam hal pemberantasan perdagangan orang, Indonesia telah meratifikasi
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing The United Nations Convention Against
Transnational Organized Crim@rotokol Untuk Mencegah, Menindak, dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009
dan juga telah meratifikasi Protocol Against The SmugglinfMigrants By Land,

Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational
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Organized CrimdProtokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,
Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 20009.

. Dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah menjadi
anggota Asia Pacific Group on Money Launderfdigetapkan dengan Keputusan
Presiden Nomor 23 Tahun 2011) dan anggota Egmont Grougditetapkan dengan
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011).

. Dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB
Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Naton Convension gainst
CorruptionUNCAC, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Pengaturan tentang pranata hukum ekstradisi di dalam UNCAC cukup
komprehensif yang pada hakekatnya merupakan pemadatan/ pemampatan dari
asas-asas dam kaidah-kaidah hukum internasional tentang ekstradisi yang sudah
lazim dicantumkan di dalam perjanjian dan perundang-undangan tentang
ekstradisi. Beberapa asas ekstradisi tersebut, antara lain dapat dijumpai dalam
Pasal 44 ayat (1) tentang asas kejahatan ganda (dual criminaliy), Pasal 44 ayat
(11) tentang tidak menyerahkan warganegara (non extradition of nationals Pasal
44 ayat (15) tentang tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (non extradition
of political crimina)l.

. Dalam hal kejahatan internasional teroganisir Indonesia telah menandatangani
Konvensi TOC dan 2 dari 3 Protokol dari Konvensi TOC tersebut pada Tahun 2000.

Konvensi tersebut telah pula diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational

Organized Crime, 2000 (Palermo Conventiteris kejahatan yang diatur dalam
konvensi ini, yaitu:
1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Article 3,
yang terdiri dari dua ayat yaitu:
a. Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
' Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5),

9 Perbuatan untuk mencuci (laundering hasil dari kejahatan (Pasal 6),
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9 Korupsi (Pasal 8),
9 Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai
kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan,
b. Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius;
2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir;
3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang
diminta;
4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik

negara peminta dan negara diminta.

C.Pandangan HukumKerjasama Internasionaldalam Penegakan HukumTindak
Pidana Transnasional
C1. Tranfer Pelaku Kejahatan / Ekstradisi
Ekstradisi berasal dari kata latin & I E 0 NI} RS NB ¢ InggB)EyanN] RA G A 2

berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan yang
maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya
digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara
kepada negara peminta.

Menurut | Wayan Parthiana,146

Ekstradisi adalah Penyerahan vyang
dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan
sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang
tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas
kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya
melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki
yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara
tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.
Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai
dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang baru dalam bidang politik,
ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap

perkembangan lembaga ekstradisi dalam konteks hukum internasional.

Memang kita akui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat

146 | Wayan Pharthiana,Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum NasiongBandung:
Alumni, 1993), Hm. 16.
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meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul
pula efek-efek negatifnya. Misalnya timbulnya kejahatan-kejahatan dalam
bidang keuangan, perbankan, kejahatan komputer dan lain-lain yang dapat
menimbulkan akibat yang cukup meresahkan masyarakat tidak saja pada satu
negara tetapi juga berpengaruh pada negara-negara lain. Dengan demikian
untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat
diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara dalam menanggulanginya.
Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang
melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi
untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut.
Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ekstradisi adalah merupakan sarana
yang ampuh untuk memberantas kejahatan.

Untuk lebih mengenali tentang lembaga ekstradisi ada beberapa asas
dalam ekstradisi, semua asas ini secara akumulatif disamping ketentuan-
ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika dua negara atau lebih
menghadapi kasus tentang ekstradisi. Asas-asas tersebut, antara lain adalah:'
1. Asas Kejahatan Ganda atau Double Criminality
2. Asas kekhususan atau spesialitas;

3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik;
4. Asas tidak menyerahkan warga negara;

5. Asas Non Bis In Ideratau Ne Bis In Idem

6. Asas daluwarsa.'*®

Ekstradisi merupakan jembatan yang yang dapat menghubungkan dua
negara atau lebih dalam menghadapi pelaku-pelaku tindak pidana yang
menyangkut kepentingan dari dua negara atau lebih. Khususnya bagi indonesia
yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan
sarang empuk bagi para pelaku tindak pidana seperti penyeludupan,
perdagangan gelap manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya. Oleh

karena itu perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga dan

147 | Wayan Parthiang Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasioratonesia, (buku
2) (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), m.171.
148 |pid, him 172.
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negara lainnya, merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak.
Demikian juga bagi para ahli hukum sudah selayaknya juga memahami tentang
ekstradisi sebab ekstradisi sebagian merupakan hukum nasional khususnya
berhubungan erat dengan hukum pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, bahwa
pengertian Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang
meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan
kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam vyuridiksi
wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk
mengadili dan memidananya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi juga
terdapat asas resiprositas (timbal balik) yang meliputi 3 hal:**

(1) Ada kepentingan politik yang sama (mutual interest)

(2) Ada keuntungan yang sama (mutual advantages)

(3) Ada tujuan yang sama (mutual goals)dan penghormatan atas asas "state
a2Q0SNBAIylesod

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang belum
atau bukan merupakan asas ekstradisi, tetapi secara umum (meskipun ada
pengecualiannya) dicantumkan dalam perjanjian ataupun peraturan
perundangan-undangan menyangkut ekstradisi nasional negara-negara.
Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya sebagai berikut:**°
a. Tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Dalam perjanjian

internasional ataupun perundang-undangan tentang ekstradisi, terdapat
suatu pasal yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan
hukuman mati, dengan menyatakan jika kejahatan yang dijadikan alasan
untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta diancam dengan hukuman
mati menurut hukum negara peminta tetapi tidak diancam hukuman mati
menurut hukum negara diminta, maka permintaan ekstradisi itu dapat

ditolak, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang dipandang

149 Ekstradisi, sumber:http://www.interpol.go.id , (diakses 20 Oktober 2012.
150 | Wayan ParthianaOp.Cit. him. 132.
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cukup, bahwa hukuman mati tidak akan diancam ataupun tidak akan
dilaksanakan.

. Tentang permintaan dari dua negara atau lebih dalam hal ada dua negara
atau lebih yang mengajukan permintaan ekstradisi atas diri seseorang yang
diminta kepada negara diminta, negara diminta dalam mengambil
keputusannya untuk memenuhi permintaan dari salah satu negara peminta
tersebut, akan memperhatikan beberapa faktor antara lain tentang waktu
pengajuan permintaan (negara mana yang meminta paling dahulu), berat
ringannya kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi,
kewarganegaraan orang yang diminta, tempat dilakukannya kejahatan, ada
atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara negara diminta dengan negara-
negara peminta, dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-
undangan maupun perjanjian ekstradisi tersebut.

. Tentang permohonan untuk menahan sementara apabila negara peminta
mengajukan permohonan untuk melakukan penahanan sementara atas diri
orang yang diminta, permohonan itu harus diajukan sesuai dengan prosedur
yang ditentukan di dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri (jika ada), atau
diajukan sesuai dengan praktik yang sudah umum berlaku (jika antara para
pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi).

. Tentang tempat dilakukannya kejahatan. Dalam beberapa perjanjian
ekstradisi ada ketentuan yang menegaskan tentang tempat atau wilayah
dilakukannya kejahatan, yaitu jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk
meminta penyerahan atas diri orang yang diminta ternyata dilakukan di
wilayahnya atau di suatu tempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya, baik
untuk seluruhnya maupun sebagian, maka negara diminta "dapat" menolak
permintaan negara peminta tersebut. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi
teritorial yang dimiliki suatu negara yang memang diakui dalam hukum
pidana nasional. Jika negara yang bersangkutan menolak permintaan
ekstradisi dari negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk
mengadili dan atau menghukum sendiri orang yang diminta itu berdasarkan

hukum nasionalnya.
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Dalam UnitedNations Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition
1990 terdapat pembagian dalam asas-asas penolakan terhadap ekstradisi, yaitu:
a. Pasal 3 Dasar-Dasar Penolakan yang Wajib Dilakukan Negara-Negara

(Mandatoty Grounds For Refusaljstradisi harus ditolak dalam keadaan-

keadaan sebagai berikut:

1) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan dianggap
sebagai kejahatan politik oleh negara diminta. Kejahatan politik tidak
termasuk kejahatan yang telah disepakati oleh kedua negara sebagai
suatu kewajiban, menurut suatu konvensi multilateral apapun, untuk
mengadili kejahatan yang tidak dapat mereka ekstradisikan, atau
kejahatan lain yang para pihak sepakati bukan suatu kejahatan yang
memiliki karakteristik politik untuk tujuan ekstradisi;

2) Apabila negara diminta memiliki keyakinan bahwa kejahatan yang
dimintakan untuk diekstradisikan bertujuan untuk menghukum orang
berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, etnis, pendapat politik, jenis
kelamin atau status dari orang yang diminta untuk diekstradisikan, atau
bahwa posisi orang tersebut disangka melakukan perbuatan yang
termasuk hal-hal diatas;

3) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan termasuk
dalam hukum militer, dimana hal tersebut tidak termasuk dalam hukum
pidana biasa;

4) Apabila telah ada putusan akhir terhadap peiaku yang berada di negara
diminta, atas dasar kejahatan yang diminta untuk diekstradisikan;

5) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, berdasarkan hukum
kedua negara, teiah kebal untuk diadili atau dihukum karena alasan
apapun, termasuk daluwarsa atau amnesti;

6) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, di negara peminta,
telah atau akan menerima perlakuan atau hukuman kekerasan atau
kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan martabat, atau jika orang

tersebut belum menerima atau tidak akan menerima jaminan minimun
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dalam proses pengadilan, seperti dalam Pasal 14 International Covenant
on Civil andPolitical Rights;

7) Apabila putusan telah diberikan dalam keadaan in absntia, pelaku
belum mendapatkan keterangan yang cukup mengenai peradilan atau
kesempatan untuk melakukan pembelaan dan pelaku belum atau tidak
akan mendapat kesempatan untuk menjaiani peradilan ulang dengan
kehadirannya;

. Pasal 4 Dasar-dasar Penolakan Pilihan (Optional Grounds for Refusal).

Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

1) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warga Negara
negara diminta. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara
lain memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan
kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang
yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;

2) Apabila kewenangan kompetensi negara diminta telah memutuskan untuk
tidak menginstitusi atau mengakhiri proses peradilan terhadap orang yang
diekstradisi;

3) Apabila penuntutan terhadap kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi,
ditunda di negara diminta terhadap orang yang diminta untuk diekstradisi;

4) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi diancam hukuman
mati di negara peminta, kecuali negara peminta memberikan jaminan
bahwa negara diminta cukup mempertimbangkan bahwa hukuman mati
tidak akan dijatuhkan, atau ataupun dijatuhkan, tidak akan dilakukan.
Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain memintanya,
mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan kompetensinya,
dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang yang diekstradisi
sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;

5) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi telah dilakukan di luar
wilayah kedua negara dan hukum negara diminta tidak mengatur
yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya dalam

keadaan yang sama;
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6) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi menurut hukum
negara diminta telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di dalam negara
tersebut. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain
memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan
kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang
yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;

7) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisi telah dihukum atau akan
dihukum di negara peminta oleh suatu pengadilan luar biasa atau ad hoc;

8) Apabila negara diminta, selagi memeriksa suatu kejahatan dan
kepentingan negara peminta, mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi
kasus tersebut, ekstradisi terhadap pelaku akan bertentangan dengan
pertimbangan kemanusiaan dalam hal usia, kesehatan atau kondisi pribadi
orang tersebut.

Perjanjian Ekstradisi yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia dengan
negara lain adalah sebagai berikut:
a. Rl ¢ Malaysia: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974;
b. Rl ¢ Philipina: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976;
c. Rl ¢ Thailand: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978;
d. Rl Australia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994;
e. RI-Hong Kong: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001;
f.  Rl-Korea Selatan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007,
g. Rl-Singapura (ditandatangani, belum diratifikasi).
Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan
pada 4 (empat) hal yaitu:
a. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan undang-undang

ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi

keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi
oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus
didasarkan pada perundang-undangan.

b. Perjanjian Ekstradisi
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Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan
usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman
ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari:

(1) Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua)
negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang
telah ditetapkan.

(2) Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang
ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang
mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau
mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah
mengambil ketentuan guna membuat standar undang-undang ekstradisi
dengan menandatangani konvensi.

c. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang

menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal peianggaran yang

disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut:

1) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang
Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4
menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi
Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan
tersangka.

2) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan Uang (Pasal 9
dan 10).

d. Tata Krama Internasional.

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur

sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu

tata krama oleh Negara terhadap negara lain yang disebut "Disguished

Extraditior'.

C2. Transfer Barang Bukti Mutual Legal Asisstance
Menurut Siswanto Sunarso, Mutual Legal Assistangcgakni suatu perjanjian

yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain,
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dari Negara Diminta dengan Negara Peminta’>*. Mutual Legal Assistand®ILA)
atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing
untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan
hukum pidana.™

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi
orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan
immobilizationdari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh
salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan
keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama
di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan
bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain*>>.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan
Konvensi PBB, misalnya dalam United Nations Convention Against @gtion
(UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerjasama
interasional, antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi.
Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA,
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana yang berlaku sejak 3 Maret 2006. didasarkan pada
perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua
negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerjasama
MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA
Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah
ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini
termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan
seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan

penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan,

151 Sjswanto Sunarso,Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidan#nstrumen
Penegakan Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 133.

152 perbandingan Ekstradisi dan MLAsumber: http.mekarsinurat.blogspot.com,(diakses 20 Oktober
2012).

153 |bid.
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mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau
membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang dimaksud Bantuan
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara
asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan.®™*

Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum

tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan akan ada timbal balik bantuan

dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut

menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan®>. Sedangkan bentuk-bentuk dari

bantuan dapat berupa :

a. mengidentifikasi dan mencari orang;

b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;

¢. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;

d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau
membantu

e. penyidikan;

f. menyampaikan surat;

g. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;

Hal-hal tersebut di atas erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Sistem

pembuktian di dalam KUHAP adalah system negatief wettelijk untuk dapat

dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses di sidang

pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang

sah menurut undang-undang maka pelaku tidak dapat di hukum walaupun

hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin

terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi. Untuk mengambil

bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing maka diperlukan kerjasama,

tidak hanya dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik,

melainkan juga di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan

154 Adi Ashari, Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Koyupsi
sumber: www.legalitas.org,(diakses 20 Oktober 2012.

155 Bantuan Timbal Balik dalamMasalah Pidana sumber: www.cifor.cgiar.org/ilea, (diakses 20
Oktober 2012).
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bekerjasama. Menurut Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah

Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah Central

Authority sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau

sebaliknya.™®

Tugas Central Authorityuntuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka

diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri

(Diplomatic ChanngIPOLRI, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Kementerian Hukum

dan HAM (central authority untuk mengetahui aset-aset yang dapat di sita, di

geledah, di blokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing™’.

Asas atau prinsip dalam Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yaitu:

1. Bantuan dapat dilakukan atas dasar perjanjian atau hubungan baik
berdasarkan prinsip resiprositas;

2. Bantuan yang diberikan, SEBESAR YANG DIMUNGKINKAN;

3. Menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional atau kerjasama MLA harus
aSal flifling i IIRdzya YSyadzyadzyd GAy3IIA

masing-masing negara;

w

arad

4. Relatifitas pemenuhan prinsip double criminalityl G dz a1 S2lF KIF 4y

Yang dimaksud dengan kejahatan ganda adalah kejahatan atau peristiwa
pidana menurut sistem hukum kedua belah pihak (negara yang meminta dan
negara yang diminta). Dalam perkembangannya, masyarakat internasional
mulai menyadari bahwa pemenuhan prinsip double criminalitysebaiknya
bersifat relatif (optional). Permintaan bantuan timbal balik atau MLA tidak
serta merta harus di tolak hanya karena tidak terpenuhinya prinsip double
criminality. Penolakan permintaan bantuan tersebut menghilangkan hakikat
atau tujuan dasar dari kerjasama MLA, yaitu menegakan hukum dan keadilan
serta memastikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan
berikut hasil-hasil kejahatan;

5. Penolakan permintaan bantuan dapat ditolelir hanya karena alasan (i) apabila

pelaksanaan permintaan akan melanggar hukum domestik/nasional; dan (ii)

LI 6Afl YSYOFKF@LF1TFY 1SEYFYLFEY YIEaxzylft

156 |bid.
157 |bid.
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pelanggaran politis, Pelanggaran fiskal, Kerahasiaan bank dan keharusan

adanya dual kriminalitas (untuk tindakan non-koersif). Namun demikian

negara bisa menunda pemberian bantuan, bila hal ini menggangu proses
penyelidikan yang sedang berjalan. Negara harus melakukan konsultasi
sebelum menolak atau menunda permintaan, dan memberikan alasannya.

6. Kerjasama MLA yang harus efektif. Karena itu disarankan penunjukan atau
pembentukan Otoritas Sentral (central authority;

7. Terkait pengembalian aset (asset recovely sesuai prinsip dasar Konvensi
Merida, HARUS DIKEMBALIKAN untuk kasus-kasus tertentu (contohnya
penggelapan uang rakyat). Untuk kasus lainnya, diberikan prioritas
pertimbangan untuk mengembalikan kepada pemilik sah sebelumnya,
memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Apabila pantas, setelah
dipotong biaya yang sewajarnya.

Ketika satu negara melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka
pembekuan aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah
pembekuan dan penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum
harus terlebih dahulu disiapkan yang berisi daftar pertanyaan atau tindakan
yang akan dilakukan, dan lalu dikirimkan ke institusi berwenang ke negara
tempat di mana permintaan diajukan.*®

Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal
pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset seyogyanya hal
tersebut didasarkan Konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan
terjadinya bantuan hukum timbal balik. Untuk maksud ini, dorongan pada
negara agar mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan/atau melakukan
perjanjian regional atau bilateral >

Dalam hal kerjasama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, MLA merupakan merupakan sarana penting. Perjanjian

158 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidanasumber: www.cifor.cgiar.org/ilea, (diakses 20
Oktober 2012).
159 |bid.
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internasional yang mengatur masalah MLA dalam hal pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, antara lain:
a. FATF 40 Recommendatibatir 36, 37 dan 40 (beserta interpretative note to
recommendation 4
b. 1988 UN Convention Against lllicit Traffic Narcotics Drugs and Psychotropic
Substances article; 7
c. 2000 UN Corention on Transnational Organized Crime article 7, 18, 27
d. 2003 UN Convention Against Corruption article 14, 46, 47 dan 48
e. The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the
Member States of the EU article 3, 4,5, 6 dan 7
f. Council & the EU Framework Decision on Money Laundering, the
identification, tracing freezing, seizing, and confiscation of instrumentalities
and the proceeds of crime articledan
i. The Protocol to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal
Matters between the Member States of the EU articl@. 1
Secara spesifik FATF Recommendatiomengatur beberapa point penting
mengenai MLA, dimana setiap negara:160
a. diminta untuk menjamin terlaksananya bantuan timbal balik masalah pidana
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terkait
dengan masalah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
b. secara khusus tidak diperkenankan menetapkan pembatasan, persyaratan dan
pencantuman alasan yang tidak berdasar pada ketentuan mengenai MLA;
€. menjamin agar permintaan MLA dapat diproses secara efektif;
d. tidak diperkenankan menolak permintaan MLA (dari negara lain) karena alasan
terkait masalah fiskal maupun ketentuan kerahasiaan bank;
e. menjamin bahwa central authority memiliki kewenangan untuk memproses

permintaan MLA dari negara lain, termasuk di dalam membantu memenuhi

160 Yunus Husein,Perspektif dan Upaya yandilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik

Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money LaunderiggdA EAT AE AEOAI DPAEEAT DAAA
4 AT OAT ¢ " Al OOAT 4El AAl " AT EE AAI AI - AOGAI AE O0EAATA
tanggal 2930 Agustus 2006di Bandung).
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permintaan yang disampaikan oleh penegak hukum negara lain kepada

counterpartnya di dalam negeri.

C3. Transfer Proses PeradilanTransfer of Proceeding
Transfer of proceedingnerupakan alternatif solusi untuk memastikan,

bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggung-jawabkan setiap
kejahatan yang dilakukannya.

Transfer of proceedingpada hakikatnya menegaskan, bahwa proses
penuntutan dilakukan terhadap suatu perkara pidana dilakukan berdasarkan
hasil penyidikan atau pengumpulan alat bukti yang dilakukan di negara atau
yurisdiksi lain.

Transferof proceedingatau pengalihan perkara merupakan hal baru dalam
sistem peradilan pidana internasional. Didalam prakteknya baru ada satu
konvensi yang mengatur mengenai ini yaitu European Convention on Transfer
of Proceeding in Criminal Mattets dalam konvensi ini tidak disebutkan
dengan jelas apa definisi dari Transfer of Proceedingigu, namun dalam
ExplanatoryReportdi sebutkan jika Transfer of Proceedingslalah kerjasama
internasional yang berbentuk mutual legal assistancdimana setiap negara bisa
meminta negara lain untuk memperoses seseorang yang diduga telah
melakukan tindakpidana. Yang dimaksud dengan proses atau Proceeding
adalah kegiatan yang diilakukan oleh penegak hukum untuk menegakan hukum.
Jadi dapat disimpulkan jika Transfer of Proceedingslalah bentuk kerjasama
internasional dimana sebuah negara meminta negara lain untuk menerapkan
hukum pidananya kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak
pidana.162

Kunci dari penerapan bentuk kerjasama ini adalah kompetensi yang diatur
Pasal 2 ayat (1) Convetion of the Transfer of Proceedings in Criminal Matiters

yang menyebutkan jika negara peserta konvensi harus mempunyai kompetensi

161 The European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Mattissisun oleh the
Council of Europeberdasarkan kewenangandari European Committee on Crime Problems (ECCP),
ditandatangani di Strasbourg pada tanggall5 Mei 1972, pada sidangke-50 Committee of Ministers
of the Council.Sumberhttp://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/073.htm ).

162 Afitrahim MR, Yuridiksi dan Transfer of Procedding Dalam Kasus Cybercrirfieesis, Program
Studi Magister Hukum Universitas Indonsia, 2012).
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untuk memperoses semua kejahatan dimana hukum negara peserta lainnya
dapat digunakan. Lalu untuk menghindari adanya ne bis in idemkonvensi ini
juga mengaturnya di Pasal 3, yang berbunyi:

dany contracting state having competence under its own law to
prosecute amffence may, for the purpose of applying this convention,
waive or desist from proceedings against a suspected person who is
being or will be prosecuted for the same offence by another contracting
state. Having regard to article 21, paragraph 2, any simtision towaife
or desist from proceedings shall be provisional a final decision in the
other contracting state ¢

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa negara peserta konvensi harus

mempersiapkan segala proses hukumm kepada seseorang yang telah di proses
hukum kepada seseorang yang telah di proses untuk kejahatan yang sama di
negara peserta konvensi lainnya.
1. PermintaanTransfer of Proceedings
Apabila seseorang diduga telah melakukan kejahatan menurut hukum negara
peserta, maka sesuai dengan kondisi yang di syaratkan oleh konvensi ini bisa
meminta negara peserta lainnya untuk memproses orang tersebut. Adapun
kondisi yang memungkinkan seseorang dimintakan untuk diproses di negara
peserta lainnya adalah:
a) Apabila terduga tinggal di negara yang dimintakan (Requestedbtatd);
b) Apabila terduga merupakan warga negara yang dimintakan atau berasal
dari negara yang dimintakan;
c) Apabila terduga sedang menjalani hukuman berupa pencabutan
kebebasan (kurungan atau penjara);
d) Apabila terduga sedang menjalani proses peradilan atas kejahatan yang
sama di negara yang dimintakan;
e) Apabila Transfer of Proceedingsgitujukan untuk lebih memperjelas
permasalahan atau bukti yang paling jelas ada di negara yang dimintakan;
f) Apabila penegakan hukum di negara yang dimintakan dirasa mampu
untuk merehabilitasi yang bersangkutan;
g) Apabila terduga/terdakwa dipastikan tidak mampu untuk menghadiri

persidangan di negara yang meminta;
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h) Apabila cara yang lain (ekstradisi ) dirasa tidak mampu untuk

menghadirkan terduga/tersangka;
2. Prosedur Transfer dProceedings

1) Permintaan diajukan oleh negara peminta melalui kementerian
kehakiman ke kementerian negara yang diminta;

2) Apabila permintaan tersebut terkait dengan kasus yang memerlukan aksi
cepat, maka permintaan dapat diajukan melalui interpol;

3) Apabila negara yang diminta merasa dokumen permintaan yang
dilampirkan belum cukup, maka mereka bisa meminta negara peminta
untuk melengkapi dokumen tersebut dalam jangka waktu tertentu;

4) Setiap permintaan harus disertai dengan dokumen-dokumen hukum yang
sah baik berupa ddokumen asli maupun salinan yang telah di legalisisr,
namun apabila tersangka sudah terlebih dahulu ditangkap, maka
dokumen tersebut dapat dikirimkan menyusul.

Jika kita melihat kembali definisi yang terdapat dalam Convention of
Transfer of Procedalgsbahwa Transfer of Proceedingisi sendiri adalah bentuk
kerjasama internasional yang berbentuk Mutual legal Asisstancgang terdapat
dalam Pasal 25 Convention on Cybercrim#apat berlaku untuk Transfer of

Proceedings

C4. Transfer NarapidanaTrander of Sentece Persoff SP)
TSP merupakan pengalihan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan

oleh lembaga peradilan negara pentransfer untuk dijalani di negara ditransfer.
TSP tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan
yang sah. Pengalihan dimaksud lebih banyak didasarkan pada pertimbangan
kemanusiaan atau HAM.

Perjanjian Transfer ofSentencedPersonmeliputi pemindahan orang yang
sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa
masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

Hukum hak asasi manusia menegaskan, ada 3 (tiga) kewajiban negara, yaitu
kewajiban menghormati (obligation to respegf kewajiban melindungi

(obligation to protec), kewajiban memenuhi (obligation to fullfi) hak warga
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C5.

negara. Dalam hukum ketatanegaraan kita, secara yuridis konstitusional
kewajiban negara itu diatur dalam Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 8, serta Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahkan
kewajiban negara tersebut ditambah dengan kewajiban memajukan, dan
menegakkan. Sehubungan dengan kewajiban negara tersebut, maka menjadi
relevan atau bahkan wajib bagi setiap negara untuk mengupayakan perjanjian
pemindahan narapidana (Transfer of Sentenced Personsntuk melaksanakan
kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara
masing-masing, dalam hal ini warga negara yang  sedang
bermasalah/berhadapan dengan hukum dan sedang  menjalani
hukuman/penjara di negara lain. Indonesia sendiri masih mengkaji
kemungkinan-kemungkinan tersebut mengingat payung hukum tentang transfer
of sentenced personsrsebut masih belum diatur.

Secara umum, payung hukum yang mengatur mengenai pengalihan
narapidana dari atau ke luar negeri belum ada. Peraturan perundang-undangan
Indonesia khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada prinsipnya tidak mengenal
adanya putusan Hakim Asing diperlakukan di Indonesia sebagimana tersirat
dalam ketentuan Pasal 2 KUHP, Pasal 1 angka 8 jo angka 11, Pasal 270 serta
Pasal 277 KUHAP.

Perkembangan yang terjadi khusus keterlibatan Rl sebagai negara
penandatangan UN Convention against TOC dan UN Convention against
Corruption (kedua konvensi tersebut mengatur mengenai pemindahan
narapidana sebagai salah satu bentuk kerjasama di bidang hukum dalam
perkara pidana atau legal cooperation in criminal matteys membawa
konsekuensi agar Rl sebaiknya mengakomodasi hal tersebut dalam peraturan
perundang-undangan nasional Indonesia.

Transfer Hasil KejahatanTransfer of Asset Recovery
LAGABYRS&OLIEAlLY FFaSidé GSNJ I yRdzy3

oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada alas hak yang sah. Karena

merupakan hasil kejahatan. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pihak
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yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yakni negara. Jadi, lewat
tindakan pengembalian aset itu negara mengambil kembali atau memulangkan
aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah
menguasai aset tersebut secara tidak sah. Berkaitan dengan luas cakupan
pengembalian aset ini. Perkembangan dewasa ini menunjukkan masalah
pengembalian aset tidak hanya mencakup aset-aset hasil tindak pidana korupsi,
tetapi juga mencakup aset-aset hasil tindak pidana lainnya yang umumnya
tergolong dalam kejahatan transnasional, di antaranya terorisme, perdagangan
gelap narkoba, perdagangan senjata, perompakan di laut, pencucian uang,
penyelundupan dan perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (cyber crimé
dan kejahatan ekonomi internasional. Semua kejahatan yang bermotif dan
bertujuan mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan merupakan
ranah pengembalian aset ini. Sehingga penciptaan dan pengembangan sistem
hukum pengembalian aset haruslah mencakup aset hasil semua kejahatan ini.
Tidak hanya terbatas pada aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Berkaitan
dengan kecenderungan pandangan tentang pengembalian aset yang hanya
menyangkut masalah pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan atau
ditempatkan di luar negeri. Kecenderungan pandangan ini dipengaruhi oleh asal
mula munculnya masalah pengembalian aset ini sebagai isu hukum dalam
pembahasan sampai dengan dirumuskannya Konvensi Anti Korupsi 2003.%*
Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi (stolen assets recovery
StAR) telah ditempatkan sebagai tujuan penting dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya
diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi,
namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara
yang telah dikorupsi. Secara internasional, konsep StAR ini telah memperoleh
penekanan setidak-tidaknya melalui United Nations Convention Against
Corruption, 2003(UNCAC). StAR tersebut menjadi salah satu prinsip (asas)

penting dari 4 (empat) prinsip UNCAC. Tiga prinsip penting lain, vaitu:

163 Purwaning M. YanuarPentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidatmakalah disampaikan
pada Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan
oleh BPHN, di Solo, tanggal 189 Agustus 2009.
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pencegahan (prevention), kriminalisasi (criminalizatior), dan kerjasama
internasional (international cooperatiop Konsep StAR ini dapat diketahui dari
Chapter VO . | 6 0 AsSefHeSoyeiyA 0 6 Sy ISYol f Al y !
Article 51 of the UNCAC:

The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental
principle of this Convention, and State Parties shall afford one another
the widest measure of cooperation and assistance in this regard.

Asas atau prinsip pencegahan (preventior), tidak berhubungan langsung

untuk pengembalian aset, namun merupakan kondisi yang dapat
mempengaruhi keberhasilan pengembalian. Prinsip ini diatur dalam Bab II
(Chapter 1l, Preventive Measu)esulai Article 5 sampai Article 14 UNCAC. Di
samping mewajibkan Negara Peserta membangun dan melaksanakan kebijakan
dan praktik pencegahan Antikorupsi, UNCAC juga menyatakan pentingnya
mengadakan badan-badan pencegahan Antikorupsi, mengadopsi sistem
rekruitmen pegawai negeri dan pejabat publik, pembentukan standar perilaku
fungsi publik (codes or standards of condjictnembangun sistem pengadaan
barang yang transparan dan objektif, meningkatkan transparansi administrasi
publik, mencegah kesempatan lembaga peradilan melakukan korupsi,
keterlibatan swasta dalam korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta
tindakan-tindakan mencegah pencucian uang.164

Dalam kaitan dengan prinsip pengembalian aset melalui kerjasama
internasional (international cooperatiof) UNCAC memungkinkan dilakukannya
tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a
criminal convictiop) dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan
meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang
sama. Prinsip tersebut diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC. Prinsip ini
menunjukkan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika mekanisme peradilan
pidana gagal melakukan penuntutan karena kondisi-kondisi terdakwa meninggal

dunia, lari (kabur), atau inabsentia Dengan ungkapan lain bahwa Article 54 (1)

164 Hari Purwadi, Konsepsi Keberadaan Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelamatan Aset Negara
Hasil Tindak Pidana Korupsi(makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Pengembalian Aset
Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh BPHN, di Solo, t@ahgl819 Agustus
2009).
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(c) of the UNCAC merekomendasi Negara Peserta menggunakan/mengatur non
criminal systems of confiscatiofrticle 54 (1) (c) of the UNCAC :

Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant
to article 55 of this Convention with respect to prdpeacquired
through or involved in the commission of an offence established in
accordance with this convention, shall, in accordance with its domestic
law : consider taking such measures as may be necessary to allow
confiscation of such property withoutaiminal conviction in cases in
wich the offender cannot be prosecuted by reason of death, fligh or
absence or in other appropriate cases

Prinsip sebagaimana diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC kemudian

OSNEAYSNAA RIS Remlfoffeitdes? v B Sarfiimiéedactions to be
brought against the stolen property itself & SLISNIA RAGSNI LI | vy
dan Amerika Serikat.®> In rem forfeiturelebih condong pada civil forfeiture
yaitu perampasan atau pengambilalihan aset melalui gugatan in rem atau
gugatan terhadap aset. Konsep civil forfeitureR A R I & | NJtdinydoctidheR; &
ddzl dz GAYRF] @Kl gy¥VSWRARYHEA BIdzZdd dz + aSi
merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Walaupun mempunyai tujuan
yang sama, yaitu untuk merampas atau mengambil alih aset hasil kejahatan,
civil forfeitureberbeda dengan criminal forfeiture yang menggunakan tuntutan
in personam (tuntutan terhadap orang) untuk merampas dan mengambil alih
suatu aset.’®® Konsep ini belum diatur dalam tata hukum Nasional, terutama
dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi.
Dalam sistem hukum nasional kita, khususnya yang menyangkut tindak
pidana korupsi, terdapat berbagai ketentuan yang berhubungan dengan soal
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini. Tetapi ketentuan-ketentuan
tersebut tidak secara khusus dan eksplisit ditujukan untuk pengembalian aset
hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan merupakan bagian dari
hukuman dan seringkali merupakan hukuman tambahan atas pidana pokok
berupa penjara bagi para pelaku. Ini merupakan konsekuensi logis dari

LISNB LIS| 0 A T K ddudp¥cioliditéipefdpectda &y 3 &

165 U4 z Anti-corruption Resource Centrehttp://www.u4.no/themes/uncac/asset -recovery.ctm, 24
Pebruari 2008.

166 Ario Wandatama dan Detania Sukarjdmplementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia untuk
Mendukung Stolen Asset Rmaery (StAR) Initiative (Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007,
Hotel Millenium, Jakarta, 28 Nopember 200)7
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Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya
mengandung ketentuan yang berkaitan dengan pengembalian aset memiliki
beberapa kelemahan, antara lain: Pertama fokus utama ketentuan-ketentuan
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada
pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur
pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil
tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; Kedua pengembalian
aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerja sama
internasional; Ketigg di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum
diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja
sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
Keempat ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai

jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset™®’

dalam Konvensi Anti Korupsi 2003."%®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya
hukum untuk mengembalikan (termasuk perampasan) aset negara yang
dikorupsi, juga perampasan aset yang dipergunakan untuk memfasilitasi tindak

pidana korupsi dilakukan oleh jaksa (sebagai penuntut umum maupun

pengacara negara) di satu pihak serta kemungkinan dapat dilakukan oleh

167 Di dalam KAK 2003, ketentuan tentang pengembalian aset diatur dalam Bab V masmgsing
dalam Pasal 51 mengenai Ketentuan umum; Pasal 52 mengéePencegahan dan deteksi transfer
hasil kejahatan; Pasal 53 mengenai Tindakatindakan untuk pengembalian langsung atas
kekayaan; Pasal 54 mengenai Mekanisme untuk pengembalian kekayaan melalui kerja sama
internasional dalam perampasan; Pasal 55 mengenKierja sama internasional untuk tujuantujuan
perampasan; Pasal 56 mengenai Kerja sama khusus; Pasal 57 mengenai Pengembalian dan
penyerahan asetaset; Pasal 58 mengenai Unit intelijen keuangan dan Pasal 59 mengenai Perjanjian
perjanjian dan pengaturanpengaturan bilateral dan multilateral. Dalam UndangUndang Nomor 20
Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undangndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang
pengembalianaset.

168 Pyrwaning M. Yanuar,Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi......, Disertasi, 2007,
Universitas Padjadjaran, Bandung.
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instansi yang dirugikan di pihak lain. Jaksa memiliki peran baik dalam proses
peradilan pidana maupun upaya gugatan perdata, sedangkan instansi yang
berwenang berperan hanya dalam ikhwal gugatan perdata. Persoalan yang
sering muncul dalam praktik, terutama berkaitan dengan kerugian keuangan
daerah, yaitu tidak secara serta merta keberhasilan jaksa penuntut umum
ataupun sebagai pengacara negara dalam menarik aset yang telah dikorupsi
diikuti dengan pengembalian kepada daerah yang dirugikan. Selama ini
keberhasilan pengembalian kerugian daerah melalui proses pembayaran uang
pengganti, hasilnya diserahkan oleh penyidik kejaksaan negeri kepada
Kejaksaan Agung, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena
itu, keberhasilan itu tetap menyisakan persoalan bagi kepentingan daerah
secara langsung. Seyogyanya, dalam kasus-kasus seperti diatur dalam Pasal 32,
33, 34, dan 38 C UNDANG-UNDANG PTPK, pengutamaan gugatan perdata
dilakukan oleh instansi yang dirugikan, terutama daerah yang dirugikan. Juga,
keberhasilan tuntutan pidana tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 18
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat langsung diakses
oleh instansi yang dirugikan atau daerah pada jaksa penuntut umum. Sehingga,
keberhasilannya dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi atau daerah.
Kondisi tersebut tidak dapat secara serta merta dipahami sebagai perlunya
institut pengelola aset K I & dsset farfeituré ® { SLJI y 2l y 3

dapat diintegrasikan dengan peran institut-institut penegakan hukum,
khususnya kejaksaan, institut tersebut tidak niscaya adanya. Dibandingkan
dengan negara lain, peran Jaksa Agung, Departemen Keuangan, dan lembaga-

lembaga negara terkait dengan lingkungan dilakukannya tindak pidana yang

YSYdzy 31 asgetforfgituré Y Sy Al YORE o6 IAlL Yy

169 Hari Purwadi, Op.Cit
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BABVI
PENERAPAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI DALAM HUKUM NASIONAL

A. Mekanisme Pembentukan Kerjasama Internasional
Pembentukan kerjasama internasional dalam bentuknya yang nyata adalah

pembuatan perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Nasional menentukan tahapan-tahapan pembuatan perjanjian
internasional, sebagai berikut:'"°

- tahap penjajakan,

- tahap perundingan,

- tahap perumusan naskah,

- tahap penerimaan, dan

- tahap penandatanganan.

Sebelum memasuki tahapan tersebut, lembaga negara dan Ilembaga
pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan
daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, dengan
mengacu pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan
kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional maupun
hukum internasional yang berlaku, terlebih dahulu harus mempelajari dan menjajaki
permasalahan-permasalahan yang akan menjadi objek dalam kerjasama
internasional tersebut. Kemudian lembaga negara, dan lembaga pemerintah, baik
departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah melakukan
konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri terkait.*”*

Lembaga negara atau lembaga pemerintah yang mewakili kepentingan
Pemerintah Republik Indonesia, kemudian terlebih dahulu harus menetapkan posisi

Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi

170 pasal 6 UndangJndang Nomor 24 Tahun 2000.

171 Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuailengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana
hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan
mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik
luar negeri Republik Indonesia,dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan dalam UndangUndang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut
dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi suramenyurat antara lembaga
lembaga dengn Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis mengenai
rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.
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Republik Indonesia; Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat

persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:*"

a. latar belakang permasalahan;

b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang
dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai
kesepakatan.

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri
sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi
terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan
perjanjian internasional. Materi yang dimuat dalam pedoman delegasi Republik
Indonesia tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah
terkait yang menangani substansinya, dan Kementrian Luar Negeri yang
memberikan pertimbangan politisnya.

Tahapan Perhuatan Perjanjian International

Tahap Penjajakanmerupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang
berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

Tahap Perundingan merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan
masalah2 teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Pada tahap
Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi
Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan
materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Satu atau beberapa orang yang menghadiri tahap perundingan, memerlukan Surat
Kepercayaan. Surat Kepercayaan dapat diberikan secara terpisah atau disatukan

dengan Surat Kuasa, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu

172 pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik
Indonesia dan koordinasi antar @épartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian
internasional. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri. Pedoman tersebut pada umumnya
dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka
perundingan bilateral untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Ketentuan ini
mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maun bilateral,
untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil
koordinasi antar departemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
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perjanjian internasional atau pertemuan internasional. Surat Kuasa sendiri
dibutuhkan oleh utusan yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk menerima atau
menanda tangani suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian
internasional.'”®

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam
prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh
banyak pihak. Praktek semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati
dalam konferensi yang menerima (adopt) suatu perjanjian internasional dan
ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Tahap Perumusan Naskahmerupakan tahap merumuskan rancangan suatu
perjanjian internasional.

Tahap Penerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah
dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral,
kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang
biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian
internasional oleh ketua delegasi masing-masing.

Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/ approva)
biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan

perjanjian internasional.

B. Ratifikasi Kerjasama Internasional Dalam Perjanjian Internasional
aSy3aSylFA LISYISNIOAILY GNIF GAFA{FaAET t | alf

Konvensi Wina 1969 mengaturnya, antara lain:

Pasal 1 ayat (1) huruf (b):
GNF GATEDDOBRNEYOSeES Gl LIWINROFEE |FyR
case the international act so named whereby a state establishes on the
international plane its consent to be bound by a treaty.
(ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi berarti setiap tindakan
internasional yang dinamakan demikian yang dengan tindakan itu
negara menentukan di tataran internasional persetujuannya untuk
terikat pada perjanjian internasional).

Pasal 14 :

173 Presiden dan Menteri dikecualikan mendapatkan Surat Kuastalam menandatangani,menerima
suatu perjanjian internasional (Pasal 7 ayat 2);
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1. The consent of the State to be bound by a treaty is expressed by
ratification, when:
a. The treaty provides for such consent to be expressed by means of
ratification;
b. It is otherwise estdished that the negotiating States were agreed
that ratification should be required;
c. The representative of the State has signed the treaty subject to
ratification; or
d. The intention of the States to sign the treaty subjectatification
appears from the full power of its representatives or was expressed
during the negotiation.
2. The consent of a State tbe bound by treaty is expressed by
acceptance papproval urder conditions simalr to those which apply
to ratification.

1. Persetujuan Negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan dengan
ratifikasi, apabila:

a. Perjanjian international itu menyatakan bahwa persetujuan
demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi;

b. Ditentukan secara lain bahwa negara-negara itu telah
menandatangani perjanjian internasional yang tunduk ada
ratifikasi;

c. Wakil negara-negara itu telah menandatangani perjanjian
internasional yang tunduk pada ratifikasi; atau

d. Maksud negara itu untuk menandatangani perjanjian internasional
yang tunduk ada ratifikasi tersebut tampak dari surat kuasa
wakilnya atau dinyatakan selama perundingan;

2. Persetujuan Negara untuk terikat pada perjanjian internasional
dinyatakan dengan penerimaan, atau persetujuan menurut kondisi
yang sama dengan kondisi yang berlaku bagi ratifikasi.

Pasal 15:
1. The consent oh Stateto be bound by a treatyis expressed by

acces®n, when:

a. The treaty provides that such consenayrbe expressed [hat
State by means afccesmn;

b. it is otherwise estabshed that the negotiatingt8tes were agreed
that such coment may be expressed by accession; or

c. all the parties havesubsequently agreed that such consergynie
expressed by @t State by means of accession.

1. Persetujuan Negara untuk terikat pada perjanjian internasional
dinyatakan dengan aksesi apabila:
a. perjanjian internasional itu menetapkan pertujuan demikian dapat
dinyatakan oleh Negara tersebut dengan cara aksesi;
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b. ditentukan secara lain bahwa negara-negara yang melakukan
perundingan setuju bahwa persetujuan demikian dapat dinyatakan
dengan cara aksesi; atau

c. semua pihak kemudian menyetujui bahwa persetujuan demikian
dapat dinyatakan oleh Negara tersebut dengan cara aksesi.

Berdasarkan defenisi yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Wina
1969 tersebut diatas, maka dapatlah dida A YLJdzf { 'y oF K&F G A BENYRF R £
seharusnya diartikan sebagai tindakan yang merujuk pada proses di tataran
internasional, sedangkan untuk proses di tataran nasional seharusnya digunakan
A&l ALY @S & bakh Ynéang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional telah secara rancumencampur adukan antara prosedur nasional dan

prosedur internasional dalam proses pengikatan diri negara pada perjanjian

internasional, antara lain dapat dilihat dari:

- rancunyadefiy A & A ARYIA S Fd&&td@ysa 1 angka (2) Undang-Undang
No. 24 Tahun 2000 ini;

- tidak konsistennya defiy A @A A aU0Af K aLISy3ISalKFyé RIf
ketentuan-ketentuan Bab Il yang berjudul &t S YRS aPkrjanjian
Ly G SNY | dak R pasalf14) terdtdma dengan Pasal 9 - Pasal 13 yang jelas-
jelas proses ditataran nasional;

- 1SGARI ' {dzNF Gy LISy3I3adzylty AaGAT I K L
@ly3a &aSKI Ndzayel 0 SNIdzAG A | ¢ LILISTISWA NI 6 % A
LISNESOdz2dzl y§€ X FdFdz GLALF3IALY |1aSairce el
diperlukan dalam proses di tataran internasional bagi pengikatan diri pada
perjanjian internasional.*’*

Pendapat Enny Soeprapto tentang istilah ratifikasi, penerimaan, persetujuan
dan aksessi yang merupakan tindakan negara dalam proses di tataran internasional,
juga didasari oleh pendapat Anthony Aust, yang menyatakan :*”>
G aSalAlldzy LISNBSGdz2dzZry LI NXISYSy ¢

disyaratkan ¢ dan dirujuk, secara menyesatkan dengan ratifikasi, - hal

174 Enny Soeprapto,Pokokpokok Komentar atas Rancangan Undanmdang tentang Pembuatan
dan Pengesahan Perjanjian InternasionalMakalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang
Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Surabaya 15 April 2000, paragraf 7 dan 10

175 Aust, Anthony,Handbook of International Law (Cambridge University Press, 2005),Im. 63-64.
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yang demikian adalah sebuah proses yang sangat lain, yakni proses
domestik. Ratifikasi adalah tindakan internasional, yang terdiri atas:

(1) Pembuatan instrumen ratifikasi oleh atas nama negara, dan

(2) dipertukarkan dengan piagam ratifikasi negara lain (perjanjian

internasional bilateral) atau disimpan pada penyimpanan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Konvensi Wina, persetujuan
(acceptancg atau persetujuan (approva) berdasarkan kondisi yang berlaku bagi
ratifikasi dewasa ini merupakan hal yang umum bagi perjanjian internasional
multilateral, tunduk pada aturan yang berlaku bagi ratifikasi, kecuali perjanjian
internasional menetapkan lain.

Berdasarkan definisi itu, proses pengikatan diri suatu negara pada suatu
perjanjian internasional ditempuh melalui dua tahap, di dua tataran, serta dalam
dua bentuk tindakan dan dua bentuk instrumen perwujudannya untuk masing-

masing tahap dan tataran, sebagaimana digambarkan dibawah ini:*’®

No. Tahap Tataran Bentuk Tindakan Bentuk Instrumen & Bentuk
Penanganan Instrumen
1. Pertama Nasional Pengesahan (a) Undang-undang
(b) Keppres
2. Kedua/ Internasional (a) Ratifikasi; atau (a) Piagam Ratifikasi; atau
Final (b) Penerimaan; atau (b) Piagam Penerimaan; atau
(c) Persetujuan; atau (c) Piagam Persetujuan; atau
(d) Aksesi (d) Piagam Aksesi

Dipertukarkan (untuk perjan jian
internasional bilateral)

Disimpan pada lembaga
penyimpanan ic. Negara atau
organisasi internasional (untuk
perjanjian internasional multila
teral)

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila

1
berkenaan dengan:'’’

176 Enny Soeprapto,Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Undanglang Tentang Pengesahan
Internasional International Convention on The Protection Of The Right of All Migrant Workers And
Their Families (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya) sebagai langkah pertama menuju Pengesahan KonyéRsiparan Singkat
disampaikan pada Expert Forum: Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Pekerja Migran yang Peka
terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Hotel Harris, Jakarta 12 Mei 2p10

177 Pasal 10 UndangJndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
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a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

e. pembentukan kaidah hukum baru;

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk
materi sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan dengan keputusan presiden.
Salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional,
disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

dievaluasi.'’®

C. Akibat Hukum Kerjasama Internasional terhadap Sistem Hukum Nasional
Penandatanganan suatu perjanjian internasional oleh suatu negara merupakan

manifestasi niat (intent) negara tersebut untuk terikat pada perjanjian internasional
yang ditandatanganinya tersebut. Pasal 18 Konvensi Wina tentang Perjanjian
Internasional 1969, menetapkan sebagai berikut:

oNegara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang akan

menggagalkan objek dan maksud perjanjian internasional apabila:

(a) Negara telah menandatangani perjanjian internasional atau telah
mempertukarkan instrumeinstrumen yang menciptakan perjamia
internasional itu yang tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau
persetujuan sampai negara tersebut membuat niatnya jelas untuk
tidak menjadi pihak pada perjanjian itu; atau

(b) Negara telah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada
perjanjian internasiona tersebut, seraya menantikan mulai
berlakunya perjanjian internasional itu dan dengan ketentuan
bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional tersebut tidak
GSNIidzy R aSOFN} GARI] aSvySadayel o¢

Ketentuan Pasal 18 Konvensi Wina tersebut menggambarkan bahwa
penandatanganan suatu perjanjian internasional mempunyai arti yuridis yang
penting. Kecuali naskah perjanjian internasional memuat beberapa reservasi lain,

sebuah perjanjian internasional mulai berlaku pada saat penandatanganan. Dampak

penandatanganan perjanjian internasional bergantung pada apakah perjanjian

178 |bid., Pasal 11.
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internasional tersebut ditundukan pada ratifikasi atau tidak. Jika perjanjian
internasional tersbut ditundukan pada ratifikasi, dengan penandatanganan itu
berarti bahwa para delegasi telah menyetujui sebuah naskah yang akan dirujuk
kepada pemerintah-pemerintah untuk tindakan yang mungkin dipilih oleh
pemerintah mereka untuk dilakukan, yaitu menerima atau menolaknya atau
mempelajarinya dari awal dan secara penuh dengan tujuan mengajukan perubahan-
perubahan sebelum akhirnya menerimanya.*”

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnational Organized
Crime / INTOCdisepakati di Palermo Italia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat
1 UNTOC terbuka bagi semua negara untuk menandatanganinya dari tanggal 12 ¢
15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di

80 penandatanganan ini

NewYork sampai dengan tanggal 12 Desember 2002.
merupakan tahap penerimaan dan persetujuan atas naskah perjanjian oleh wakil
wakil dari negara-negara yang menghadiri konperensi, sebagai naskah yang final dan
otentik. Namun sampai dengan penanda tanganan ini, UNTOC belum berlaku atau
belum mengikat negara-negara penandatangan sebagai hukum internasional positif.
Untuk dapat berlaku atau mengikat sebagai hukum internasional positif, maka
berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UNTOC, negara-negara diberi kesempatan untuk
menyatakan persetujuannya untuk terikat pada Konvensi (consent to be bound by
converion) dengan cara melakukan peratifikasian (ratification), penerimaan
(acceeptancg persetujuan (approva), atau aksesi (accessiop  Selanjutnya
berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UNTOC, Konvensi ini akan mulai berlaku (entry into
force) pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrument
ratifikasi (ratification), penerimaan (acceeptancg persetujuan (approva), atau
aksesi (accessiopyang keempat puluh. Dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal
38 ayat (1), maka UNTOC sudah berlaku sebagai hukum internasional positif. Akan

tetapi sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu pacta tertiis nect nosent nec

179 Openheim, L, International Law, A Treatise, Vol | Peace, Eight Edition, Edited by H. Lauterpacht,
English Lamguage Book Society and Logmans, 1966, him. @d&tip dari Enny Soeprapto,
Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Undamglang Tentang Pengesahan Internasional
International Convention on The Protection Of The Right of All Migrant Workers And Their Families

180 Pasal 36ayat (1) UNTOC
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prosunt UNTOC haya berlaku dan mengikat terhadap negara-negara yang sudah
menyatakan persetujuannya untuk terikat, baik hal itu dilakukan dengan
peratifikasian, penerimaan, persetujuan, ataupun pengaksesian.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sering
menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus
berkembang dengan segala akibatnya, juga telah meratifikasi Konvensi PBB ini dan
selanjutnya memberlakukan (mengesahkan dan mengundangkan) ke dalam hukum
nasionalnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
& YAGSR bl A2y [/ 2y@SyldAzy | 3l (Kofiendi PBé
Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Dengan demikian, maka sejak itu, UNTOC
secara yuridis formal telah menjadi bagian dari hukumnasional Indonesia.

Sebagai konsekwensi dari ratifikasi, maka konvensi tersebut perlu
ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan
membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam
Konvensi yang telah diterima dan disahkan. Asas-asas hukum pidana internasional
yang baru, sebagaimana dimuat dalam Konvensi, akan membuka wawasan baru
dalam perkembagan praktek penerapan hukum pidana nasional.

UNTOC sebagai sebuah konvensi dalam ruang lingkup hukum pidana
internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum pidana nasional Indonesia,
sama saja seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya dalam bidang hukum
pidana internasional, terhadap hukum atau undangundang pidana nasional
Indonesia. Dampak tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan
dengan ketentuan UNTOC yang bersifat imperatif. Sedangkan ketentuan UNTOC
yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil. Namun, meskipun kecil, tetap
harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan
peraturan perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan
UNTOC tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus

mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan perundang-
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undangan nasionalnya. Secara sistematika, pentransformasian itu dapat
disistematikakan sebagai berikut:'®!

Pertamg ada ketentuan UNTOC yang baru sama sekali dan tidak ada padanan atau
pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus
membuat undang-undangnya yang baru. Hal ini terutama berkenaan dengan
substansi yang berupa kaidah hukum pidana materiilsubstansial, seperti tentang
kejahatan atau tindak pidana yang ditegaskan di dalam salah satu atau beberapa
pasalnya.

Kedug ada ketentuan UNTOC yang sudah ada padanan atau pengaturannya di
dalam hukum nasional Indonesia. Jika demikian halnya, maka ada kemungkinan
ketentuan UNTOC lebih lengkap atau lebih sempurna pengaturannya. Dalam hal ini,
Indonesia haruslah menyesuaikan atau menyelaraskan ketentuan undang-undang
nasionalnya dengan ketentuan UNTOC. Jika ketidak-sesuaian atau ketidak-selarasan
itu sedemikian besarnya, Indonesia harus mengubah undang-undangnya tersebut
bahkan harus membuat undang-undang baru yang substansinya sesuai/selaras
dengan UNTOC untuk menggantikan undang-undang yang lama itu.

Ketigg sebaliknya jika pengaturan substansinya di dalam hukum atau undang-
undang nasional justru sudah lebih lengkap sedangkan di dalam UNTOC justru tidak
ada pengaturannya, hal ini tentulah sangat positif dan bisa dipertahankan terus. Bila
perlu, diusulkan supaya ketentuan tersebut dimasukkan menjadi ketentuan UNTOC

dengan melakukan pengamendemenannya

Pelaksanaan ketentuan UNTOC dalam konteks Kerjasama Internasi@raam
Penegakan Hukum Pidana Internasional

Sebagaimana telah kami kemukakan pada makalah terdahulu®®

, mengenai
kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional pada

umumnya, beberapa institusi hukum yang disebutkan dalam United Nations

181 | Wayan Parthana, Ramelan, Surastini FitriasihKajian Tentang Kesenjangan Antara United
Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Peruntdbrt;angan
Indonesia(Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan PerundangJndangan KementerianHukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), him. 7.

182 Konsepsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukumnya.
him. 14-17.
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Convention Against Transnational Organized Crime (UNSEQ&}i ekstradisi (Pasal
16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18),
penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan tehnik-tehnik
penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21) sebenarnya
sudah termasuk dalam pengertian ruang lingkup kerjasama penegakan hukum
sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 UNTOC dan sudah dilakukan oleh
Indonesia, terutama oleh Kepolisian RI, baik secara langsung dengan Kepolisian
negara-negara sahabat (billateral) ataupun kerjasma melalui INTERPOL/ICPO
(International Criminal Police Organizan). Hanya saja terhadap instrumen hukum
yang telah ada diperlukan penyesuaian disana-sini dengan asas-asas dan ketentuan

hukum internasional baru yang terkandung dalam UNTOC.

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional
Laporan penelitian ADB/OECD 2007 mengenai implementasi dan efektivitas

bentuk kerjasama penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan
bahwa, prinsip-prinsip umum ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters
yang telah diakui dalam hukum internasional khusus tentang kedua bentuk
perjanjian kerjasama penegakan hukum, di dalam praktik hubungan baik bilateral
maupun multilateral banyak mengalami hambatan-hambatan tidak hanya bersifat
teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut
juga dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbal balik
dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tersebut.
Namun demikian kepentingan ada tidak adanya perjanjian ekstradisi dan atau
bantuan timbal balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya
permintaan untuk penyerahan pelaku kejayan atau bantuan dalam penyidikan dan
penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik dan meningkatkan

efektvitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri.'®*

183 ADB-OECD Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruptidksia

and Pacific: Frameworks and Practices In 27 Asian And Pacific Jurisdictibalsun 2007.

184 Romli Atmasasmita,Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi:
Kemungkinan Perubahan Atas UU No 1 Tahl®v9, Makalah disampaikan @lam seminar sehari,
B0AOI 6T UA 0AOOAAEAT 55 .71i10 p OAESBT pwxw OAT OATC
Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta. Makalah ini merupakan editing atas makalah yang

OAl AE AEOAI PAEEAT DAAA naBDalae PeinbentdxanAP&rajidnEEAstradisi A OE |
1'3%! .6N AEOAI AT CCAOAEAT 1 R2AMei2oar(. AE *AEAOOAR OAT CC
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Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku
kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan
sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar
pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif
dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan
sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat
sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang
pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang, dan undang-undang
kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan
terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementerian Hukum dan HAM sebagai
éCentralAuthorithy¢ Y SNXHzLJ- 1 F'y {1 dzy OA 1SO6SNKIFaAftly R
ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana. Untuk tujuan tersebut,
Kementerian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili
unsur kementerian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan
seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serte memiliki
integritas. Penguatan sisi integritas aparatur penegak hukum dan aparatur
kementerian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan
ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan
pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh
dzd F YI  yS3IIF N} REFEEFY SNI 3 2whikefcalldrlcimé o0 dz] | Y
melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan
dengan menggunakan legalitas korporasi dengan jaringan yang sangat luas, sebagai
tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.185

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan kerjasama internasional dalam hal
ekstradisi, menurut Romli Atmasamita perlu dikaji secara mendalam perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terkait dengan prinsip-prinsip dan
prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan
efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara
lain)dan ke Indonesia. Sebagai contoh, prinsip nasionalitas (nationality principlé,

dalam praktik prinsip proteksi untuk tidak mengekstradisikan warga negara nya

185 |bid.
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sendiri ke negara lain telah ditiadakan dalam perjanjian Thailand dan USA, dan

RFfFY LISNBIFIY2ALY S{ONYRAAA Fydl Nhony S3t NI
political crim& = 2dzZalF YI&A4AK RFflFY LISNRSoOoFGEY | LI
LI2f AGA1 ¢ G SNBSO dginZpenyudpln fatauidkbrupsi &bd) prdsds R S
pemilihan umum; apakah kejahatan semacam ini masih dapat dijadikan sebagai

alasan untuk tidak menyetujui permintaan ekstradisi? Contoh ketiga, mengenai

1 t | dzandele defay el y3 YSNHzLI { Iy 1 S0 $rgsédazl y  dzy A
pelaksanaan suatu kerjasama bilateral atau multilateral dalam penyerahan
tersangka/terdakwa/terpidana; apakah ketentuan seperti itu masih perlu dimuat

dalam setiap perjanjian ekstradisi? Contoh keempat, mengenai kepentingan negara

ketiga di dalam proses permintaan ekstradisi, sampai saat ini belum ada payung

hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya, terutama apabila

negara pihak ketiga memiliki hubungan bilateral yang lebih baik dari negara peminta

esktradisi? Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UNDANG-UNDANG

Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut

Y2 RS{ S1TaidNIRAGA &l y3a YEhmeuday 3 SRRARIYVI §A &
LINE aSa S1 0N} RA aAjudwidzyralc8sszK Y idohhidrigdiufkdpaba o
aradasy Kidit] da¥ R A YI YLl LINR &4 S & S1TaidNY RA &,
éadministrative processK  YSRdzZE Y2 RSt S a-maddgRddii G SNARS
kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah

efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi
tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu

RSy3ly YSyYySYLIG1ly GSNAFY3I1TFkKkGSNRF]1 6 kGSN
negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses esktradisi semata-mata.

Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan
GYSY3IlLolAllyé {1SWLSYyGAy3ary KF1 alkair GSNaL
YSYSYLI Gltry GSNBFYI{FKISNRF]1 6FkiSNLIARIF VI
ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi

berada pada Putusan Pengadilan; sedangkan model kedua, pengambil keputusan

terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara

politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara,
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dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model
kedua sebaliknya. Dengan lain perkataan, model pertama, sangat relevan dan
sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak
FalaA Yl ydzaAl RFEY YSyS3l | Istitesavdzeipdy Yol a A K«
Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum
modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi
tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan
0 SNKI RI LstateBoFereigmyld & SNUz0 F Ky LISYaGdAy3 | SRdz
bahan pertimbangan dalam perubahan UNDANG-UNDANG Ekstradisi yang akan
datang adalah, prinsip selektifikasi dan prioritisasi kasus-kasus pidana untuk mana
permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Perkembangan
kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta
pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi
terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu
dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.
Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja
efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai
dalam hubungan internasional. Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan
mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain
atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar
operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara

lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.'®®

186 |bid.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Ada beberapa karakteristik yang bisa ditemukan dalam setiap kejahatan

transnasional secara umum. Pertama, sebagian besar dari pelaku kejahatan
transnasional terhubung dengan organisasi kriminal dalam sekala besar. Kedua,
sebuah organisasi kejahatan transnasional pada umumnya memiliki latar belakang
keesamaan etnis tertentu. Ketiga, melakukan hubungan kerjasama secara teratur
dengan organisasi kriminal di negara lain. Keempat, jaringan kejahatan internasional

pada umumnya merambah hingga ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.

Definisi kejahatan transnasional, diantaranya: "Kejahatan lintas batas
(transnasional) adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi
oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam
setidaknya satu dari negara yang bersangkutan". Definisi lain: ¢ YS2F KI Gy
Transnasional adalah perilaku, yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari
yuridiksi dan membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari
satu yurisdiksi yang bersangkutan atau dalam satu yurisdiksi sementara itu mirip
dengan tindakan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di
aSolF3AlLY o06SalFN) ySAFINIé¢d 51 fFY LISNRLIS]TGAT
diartikan sebagai tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau
negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-
negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar di wilayah
dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik
pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan
akibat pada satu negara atau lebih. Didalam UNTOC disebutkan lima jenis tindak
pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu: Berpartisipasi dalam kelompok
pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal5); Tindak pidana yang merupakan
pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6); Tindak Pidana Korupsi (Pasal 8); Tindak
Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (pasal 23); Tindak

pidana serius (serious crime) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b.
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Didalam kejahatan transnasional, penting adanya pembagian aktor/pelaku
kejahatan kedalam dua macam, aktor legal dan aktor ilegal. Dengan pembagian
tersebut akan dapat diidentifikasi bentuk-bentuk hubungan yang terjadi diantara
keduanya baik itu yang bersifat simbiosis (saling menguntungkan) atau hubungan
antitesis (berlawanan antar aktor). Dalam suatu kejahatan transnasional pelaku
kejahatan tidak selalu nation-state actor tetapi juga individu, dan kelompok. Peran
dari aktor kejahatan tersebut tidak selalu sebagai pelaku utama tetapi juga sebagai

penyumbang dana, maupun pikiran untuk melancarkan aksinya.

Tindak pidana transnasional dibedakan dengan tindak pidana internasional,
Perbedaan diantara keduanya terletak pada unsur internasional yang tidak dimiliki
tindak pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung
maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan dunia atau menggoyahkan rasa
kemanusiaan. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul definisi kejahatan
internasional dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu kejahatan internasional
yang berasal dari kebiasaan yan berkembang dalam praktik hukum internasional;
kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai

HAM.

Penegakan hukum kejahatan transnasional ataupun kejahatan internasional
yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau akan
menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian
mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal
dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian
international sebagai wujud kerjasama internasional utamanya di bidang penegakan
hukum sebagai keniscayaan, namun dalam setiap proses pembuatannya tetap harus
berangkat dari kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan
kedudukan, saling menguntungkan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum

nasional maupun internasional.

Dari perspektif ruang lingkupnya, kerjasama international dapat dibedakan

berdasarkan jumlah negara-negara atau berdasarkan aspek kewilayahan negara-
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negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian international, dalam
hal ini dapat dikalsifikasikan menjadi kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
Dari persfektif jenis kerjasama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana
internasional, banyak pilihan yang dapat dipakai berdasarkan jenis tindak pidannya,
yaitu kerjasama Tranfer Pelaku Kejahatan / Ekstradisi; Transfer Barang Bukti /
Mutual Legal AsisstangeTransfer Proses Peradilan / Transfer of Proceeding;
Transfer Narapidana / Transfer of Sentece Pers@isP); Transfer Hasil Kejahatan /

Transfer of Asset Recovery

Kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum, mengasumsikan
bahwa kerjasama internasional akan bisa terjadi dengan baik, apabila terjadi
rekonsiliasi budaya. Rekonsiliasi budaya terjadi dengan baik apabila terjadi
pemahaman akan tipologi budaya hukum negara yang bersangkutan dengan tipologi
budaya hukum mitra kerjasamanya, dan keinginan yang kuat untuk bekerjasama

atau bertemu di suatu titik, daripada mempertahankan ego atau interest belaka.

Kerjasama internasional berdasarkan tipologi dependensi antar Negara,Tipologi
ini berguna untuk menentukan apakah kerjasama internasional tersebut berbentuk
unilateral, bilateral, regional atau multilateral. Dalam konteks ini, efektifitas hasil
yang didapat dari kerjasama internasional dilihat berdasarkan tingkat

ketergantungan satu negara dengan negara yang lain.

Dalam tipologi budaya hukum yang berdasarkan 2 variabel determinan (Power
Distance dan Universalism versus Particularism), Indonesia termasuk kategori
Kuadran lll, yang berarti memiliki Power Distance rendah namun Universalism
versus Particularism yang tinggi, sedangkan dalam tipologi berdasarkan dependensi
antar Negara yang dilihat dari 2 variabel independen pembentuknya (Symmetry dan
Salience), Indonesia masuk kategori Kuadran I, yang berarti memiliki Symmetry
tinggi namun Salience yang rendah. Dari sini, Indonesia direkomendasikan untuk
memilih strategi kerjasama bilateral yang berorientasi pada fulfilment-oriented. Di
mana upaya kerjasama internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa
tercapai dengan baik, apabila upaya penegakan hukum nasional di Indonesia sudah

baik.
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B. Rekomendasi

Dari uraian pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam hal kerjasama

internasional di bidang penegakan hukum, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

a. Perlu penelitian lebih lanjut tentang jenis-jenis kejahatan transnasional yang
belum dibahas dalam kompedium.

b. Perlu kajian lebih lanjut untuk dilakukan pengaturan tentang penegakan hukum
kejahatan transnasional.

c. Perlu pengkajian mengenai tipologi kerjasama internasional dilihat dari budaya
hukum dan depedensi antar negara.
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Lampiran

Daftar Peraturan Perundangindangan €rkait
Kerjasama Internasional di BidarRenegakan Hukum
(Ditulis berdasarkan kronologis waktu / tidak berdasarkan hierarki
peraturan perundang-undangan)

1. Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika dan Terorime
No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal
Pencucian Uang :
1 UU No. 15 Tahun 2002 17 April 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
(Diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003)
2 Kep. Ketua Badan Pengawas 15 Januari 2003 Prinsip Mengenal Nasabah
Pasar Modal No. Kep-
02/PM/2003
3 Kep. Menteri Keuangan No. 30 Januari 2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
45/KMK.06/2003 Lembaga Keuangan Non Bank
4 UU No. 25 Tahun 2003 13 Oktober 2003 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 ttg
(Dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2010) Tindak Pidana Pencucian Uang
5 UU No. 3 Tahun 2004 15 Januari 2004 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 ttg Bank
Indonesia
6 Surat Keputusan bersama Jaksa | 20 Desember 2004 | Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang
Agung RI, Kepala Kepolisian Perbankan
Negara Rl dan Gubernur Bank
Indonesia
No. KEP-902/A/J.A/12/2004
No.POL : SKep/924/X11/2004
No. 6/91/KEP.GBI/2004
7 Peraturan Bank Indonesia No. 1 Juli 2009 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
11/28/PBI/2009 - Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Umum
8 Peraturan Bank Indonesia 1 Maret 2010 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
No.12/3/PBI/2010 - Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada
Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
9 Peraturan Bank Indonesia 4 Oktober 2010 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU)
Nomor: 12/20/PBI/2010 - dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat
10 UU No. 8 Tahun 2010 22 Oktober 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
11 UU No. 3 Tahun 2011 23 Maret 2011 Transfer Dana
12 UU No. 7 Tahun 2011 28 Juni 2011 Mata Uang
13 Keppres No. 23 Tahun 2011 1 Agustus 2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia
Pacific Group on Money Laundering
14 Keppres No. 24 Tahun 2011 1 Agustus 2011 Penetapan keanggotaan Indonesia pada
Egmont Group
15 Perpres No. 50 tahun 2011 12 Agustus 2011 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
16 UU No. 21 Tahun 2011 22 November 2011 | Otoritas Jasa Keuangan
17 Perpres No. 6 Tahun 2012 11 Januari 2012 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
18 Peraturan Bank Indonesia 29 Maret 2012 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
No.14/3/PBI/2012 Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa
Sistem Pembayaran Selain Bank
19 40 Rekomendasi dan 9

Rekomendasi Khusus Financial
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Action Task Force (FATF) on
Anti Money Laundering and
Counter Terrorist Financing.

Narkotika
1 UU No. 8 Tahun 1976 26 Juli 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961
Beserta Protokol Yang Mengubahnya
2 UU No. 9 Tahun 1976 26 Juli 1976 Narkotika
(Diubah dgn UU No. 22 Tahun 1997)
3 UU No. 8 Tahun 1996 7 November 1996 Pengesahan Convention On Psychotropic
Substances 1971 (konvensi Psikotropika 1971)
4 UU No. 7 Tahun 1997 24 Maret 1997 Pengesahan United Nations Convention Against
Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances, 1988 (konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika,
1988)
5 UU No. 22 Tahun 1997 1 September 1997 Narkotika
(Dicabut dgn UU No. 35 Tahun 2009)
6 UU No. 35 Tahun 2009 12 Oktober 2009 Narkotika
7 Perpres No. 23 Tahun 2010 12 April 2010 BNN
8 PP No. 25 Tahun 2011 18 April 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Teroris :
1 Perpu No. 1 Tahun 2002 18 Oktober 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2 UU No. 15 Tahun 2003 4 April 2003 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 ttg
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi UU
3 UU No. 5 Tahun 2006 5 April 2006 Pengesahan International Convention For The
Suppression Of Terrorist Bombings, 1997
(konvensi Internasional Pemberantasan
Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
4 UU No. 6 Tahun 2006 5 April 2006 Pengesahan International Convention For The
Suppression Of The Financing Of Terrorism,
1999 (konvensi Internasional Pemberantasan
Pendanaan Terorisme, 1999)
5 UU No 5 Tahun 2012 9 April 2012 Pengesahan Asean Convention On Counter
Terrorism (konvensi Asean Mengenai
Pemberantasan Terorisme)
6 Perpres No. 46 Thn 2010 16 Juli 2010 Badan Penanggulangan Teroris
7 Perpres No. 12 Thn 2012 3 Februari 2012 Perubahan atas Perpres No 46 Thn 2010 ttg
Badan Penanggulangan Teroris
2. Korupsi
No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal
1 UU No. 3 Tahun 1971 29 Maret 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Dicabut dgn UU No. 31 Tahun 1999)
2 Inpres No. 30 Tahun 1998 2 Desember 1998 Pemberantasan KKN
3 UU No. 28 Tahun 1999 19 Mei 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
4 UU No. 31 Tahun 1999 16 Agustus 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5 PP No. 19 Tahun 2000 5 April 2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
6 UU No. 20 Tahun 2001 21 November 2001 Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 1999
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002

24 Desember 2002

KPK

Keppres No. 11 Tahun 2005

2 Mei 2005

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

UU No. 7 Tahun 2006

18 April 2006

Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption, 2003 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi,
2003)

10

UU No. 5 Tahun 2009

12 Januari 2009

Pengesahan United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime
(konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi)

11

Perpu No. 4 Tahun 2009

21 September 2009

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

12

UU No. 46 Tahun 2009

29 Oktober 2009

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

13

UU No. 3 Tahun 2010

15 Juni 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

14

Inpres No. 29 Tahun 2011

12 Mei 2011

Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Inpres No. 17 Tahun 2011

19 Desember 2011

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012

15

Perpres No. 9 Tahun 2012

20 Januari 2012

Penugasan Kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara,
Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung Untuk
Melakukan Penanganan Pengembalian Aset
Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank
Century, Tbk.,

Yang Berada Di Luar Negeri

16

Perpres No. 55 Tahun 2012

23 Mei 2012

Strategi Nasional Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014

3. Perdagangan Orang

No.

Jenis Peraturan

Tanggal

Perihal

1

UU No. 21 Tahun 2007

19 April 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Orang

2

UU No. 14 Tahun 2009

5 Maret 2009

Pengesahan Protocol To Prevent,
Suppress And Punish Trafficking In
Persons, Especially Women And Children,
Supplementing The United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime (protokol Untuk
Mencegah, Menindak, Dan Menghukum
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Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi)

UU No. 15 Tahun 2009

16 Maret 2009

Pengesahan Protocol Against The
Smuggling Of Migrants By Land, Sea And
Air, Supplementing The United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime (protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat,
Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi)

Perpres No. 69 Tahun 2008

6 November 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

4. Kerjasama Internasional

No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal

1 UU No. 9 Tahun 1974 26 Desember 1974 | Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Rl dgn Pemerintah Malaysia
Mengenai Ekstradisi

2 UU No 10 Thn 1976 26 Juli 1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara
Pemerintah Rl dgn Pemerintah Philippina
serta Protocol

3 UU No 2 Tahun 1978 18 Maret 1978 Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Rl dgn Pemerintah Thailand
ttg Ekstradisi

4 UU No. 1 Tahun 1979 18 Januari 1979 Ekstradisi

5 UU No. 8 Tahun 1994 2 November 1994 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara
Republik Indonesia dgn Australia

6 UU No. 1 Tahun 1999 27 Januari 1999 Pengesahan Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Australia mengenai
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana (Treaty between the Republic of
Indonesia and Australia on Mutual
Asisstance in Criminal Matters)

7 Keppres No. 64 Tahun 1999 24 Juni 1999 Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi
Pemerintah Republik Indonesia Pada
Organisasi-organisasi Internasional

8 UU No. 37 Tahun 1999 14 September 1999 | Hubungan Luar Negeri

9 UU No. 24 Tahun 2000 23 Oktober 2000 Perjanjian Internasional

10 UU No. 1 Tahun 2001 8 Mei 2001 Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Hong Kong untuk
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penyerahan Pelanggar Hukum yang
melarikan diri

11

UU No. 1 Tahun 2006

3 Maret 2006

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana

12

UU No. 8 Tahun 2006

18 April 2006

Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Republik Rakyat China Mengenai Bantuan
Hukum Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana (Treaty Between the Republic
LYR2y SaiAl |yR GKS
China on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters)

13

UU No. 42 Tahun 2007

18 Desember 2007

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara
Republik Indonesia dan Republik Korea
(Treaty on Extradition between the
Republic of Indonesia and the Republic of
Korea)

14

UU No. 15 Tahun 2008

30 April 2008

UU No 15 Thn 2008 ttg Pengesahan
Treaty on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters (Perjanjian ttg Bantuan
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)

15

Keppres No. 25 Tahun 2009

16 September 2009

Perjanjian Ekstradisi (personal)

16

Undang-Undang Nomor
Tahun 2012

3

28 Maret 2012

Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus
Hong Kong Republik Rakyat China
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana (Agreement
Between The Government Of THh
Republic Of Indonesia And T
Government Of The Hong Kong Spe
l RYAYAAGNY GADS wS
Republic Of China Concerning Mut
Legal Assistance In Criminal Matters
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